BAB  IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 dengan Visi“Mewujudkan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka guna mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera”.
A. Tiga Agenda Pembangunan 
1. Menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

2. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan amanat dan batasan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangannya sehingga dapat menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007. Berikut pembagian urusan desentralisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi terdiri atas :
1) Urusan Wajib meliputi :

1. Pendidikan 

Dinas Pendidikan

2. Kesehatan

a. Dinas Kesehatan.
b. RSUD A.Wahab Syahranie.
c. RSUD Kanujoso Djatiwibowo.
d. RSK Atma Husada.
e. RSUD Tarakan.
f. Badan Narkotika Provinsi.
.
3. Lingkungan Hidup.
Badan Lingkungan Hidup

4. Urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan.
Dinas Pekerjaan Umum

5. Perencanaan Pembangunan dan Statistik :
a. Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 
6. Kepemudaan dan Olah Raga.
Dinas Pemuda dan Olah Raga

7. Penanaman Modal.
Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah

8. Koperasi  dan UMKM serta Urusan Pilihan Industri, Perdagangan 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

9. Kependudukan & Catatan Sipil, Otonomi Daerah dan Pertanahan.
Biro Pemerintahan Umum.

10. Ketenagakerjaan serta Urusan Pilihan Transmigrasi.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Ketahanan Pangan.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

12. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB dan Keluarga Sejahtera.
Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
13. Perhubungan.
Dinas Perhubungan

14. Komunikasi dan Informatika :
a. Dinas Komunikasi dan Informatika.
b. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Satuan Polisi Pamong Praja

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
a. Biro Humas dan Protokol.
b. Biro Biro Sosial.
c. Biro Umum.
d. Biro Organisasi.
e. Biro Pemerintahan
f. Biro Pembangunan Daerah.
g. Biro Ekonomi.
h. Biro Hukum.
i. Biro Perlengkapan.
j. Biro Keuangan.
k. Biro Kerjasama.
l. Sekretariat DPRD Provinsi.
m. Sekretariat KORPRI.
n. Dinas Pendapatan Daerah.
o. Inspektorat Provinsi.
p. Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
q. Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah.
r. Badan Kepegawaian Daerah.
s. Kantor Penghubung Provinsi di Jakarta.
17. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

18. Sosial.
Dinas Sosial

19. Budaya serta Pilihan Pariwisata.
Dinas Budaya dan Pariwisata

20. Kearsipan.
Badan Arsip Daerah

21. Perpustakaan

Badan Perpustakaan

2) Urusan Pilihan meliputi:

1) Kelautan dan Perikanan.
Dinas Kelautan dan Perikanan

2) Urusan Pertanian dalam Arti Luas :
a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Penyuluhan.
b. Dinas Perkebunan.
c. Dinas Peternakan.
3) Urusan Kehutanan.
Dinas Kehutanan

4) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dinas Pertambangan dan Energi.

Dalam menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjabarkannya dalam Tiga Agenda Utama Pembangunan yang dituangkan ke dalam 10 Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur 2009-2013 sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 4.1  Matriks Penyelenggaraan Urusan Wajib 
dan Urusan Pilihan Pemerintahan DaerahProvinsi Kalimantan Timur
	AGENDA
	PRIORITAS PEMBANGUNAN 

TAHUN 2012
	URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN SEBAGAI PELAKSANA

	 Agenda 1 :

Menciptakan Kaltim Aman, Demokratis dan Damai Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

 

 

 

 
Agenda 2 : 

Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat
Agenda 3

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial
	 Prioritas 10 :

Pembangunan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal

 

Prioritas 5 :

Reformasi birokrasi/pelayanan publik 

Prioritas 6 :

Degradasi mutu lingkungan
Prioritas 9 :

Infrastruktur
Prioritas 1 :
Kemandirian dan kedaulatan pangan

Prioritas 7 :

Daya saing dan iklim investasi 
Prioritas 4 :

Keterbatasan akses permodalan

Prioritas 2 :
Pengentasan Kemiskinan
Prioritas 3
Pengangguran
Prioritas 8
Pendidikan dan pelayanan kesehatan 
	a. Pemerintahan Umum.
b. Kepegawaian.
c. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
d. Perencanaan Pembangunan.
e. Perbatasan.
f. Kearsipan.
g. Komunikasi dan Informasi.
h. Pertanahan.
i. Statistik.
j. Perpustakaan.
a. Pertanian :
b. Pertanian Tanaman Pangan.
c. Perkebunan.
d. Peternakan.
e. Ketahanan Pangan.
f. Kelautan dan Perikanan.
g. Kehutanan.
h. Perindustrian.
i. Koperasi dan UMKM.
j. Penanaman Modal Daerah.
k. Perdagangan.
l. Pekerjaan Umum.
m. Tata Ruang.
n. Energi dan Sumberdaya Mineral.
o. Perhubungan.
p. Lingkungan Hidup.
q. Pariwisata.
r. Perumahan.

s. Kebudayaan.

a. Pendidikan.
b. Kesehatan.
c. Pemuda dan Olah Raga.
d. Pemberdayaan Perempuan & KB.
e. Sosial.
f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
g. Tenaga Kerja.
h. Transmigrasi.



Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berikut diuraikan capaian kinerja Pembangunan Kalimantan Timur dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tiga Agenda Utama Pembangunan yaitu :
AGENDA PERTAMA, Menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung
pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Agenda pertama visi Kalimantan Timur Bangkit  2013 adalah menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Target RPJMD 2009 – 2013 dari agenda pertama ini adalah penyelesaian kasus aduan masyarakat, penurunan dan penyelesaian kasus konflik, penurunan gangguan kamtibmas, penurunan kasus korupsi dan keamanan serta  peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.  Capaian kinerja untuk agenda pertama sangat menggembirakan dan rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian pada aspek kemanan dan ketertiban sangat erat kaitannya dengan  responsifitas pemerintah dalam penyelesaiann kasus aduan masyarakat dan penyelesaian konflik  yang muaranya akan menciptakan  dinamika kehidupan berdemokrasi masyarakat  Kalimantan  Timur. Demokrasi selama tahun 2009 – 2013 menunjukkan perubahan yang maju (progress change), dengan  dibuktikan dalam  penyelenggaraan Pemilukada selama ini  telah berjalan lancar dan baik,  tidak menimbulkan tindakan anarkhis serta tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.

Sistem pelayanan publik yang semakin baik termasuk pelayanan akan kebutuhan rasa aman akan mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan masyarakat, yang berarti dapat meredam gejolak di masyarakat serta meningkatkan kewibawaan pemerintah. 

Pembangunan di bidang hukum dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, peka serta tanggap terhadap permasalahan masyarakat.

Dibidang reformasi birokrasi, Kalimantan Timur 4 (empat) tahun berturut-turut, sejak tahun 2009 hingga 2012 mencatat  prestasi dengan predikat Pemerintah Provinsi terbaik hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) serta Piagam Penghargaan dari Deputi Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi  atas penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi  secara tepat waktu sebagai pelaksanaan Inpres No. 7 Tahun 1999.

Untuk selengkapnya, disampaikan beberapa capaian hasil pembangunan dalam upaya pencapaian target dari Agenda 1                pelaksanaan RPJMD 2009 – 2013 , antara lain:

1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, penanganan dan penanggulangan bencana, pengelolaan daerah khusus serta penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum menunjukkan capaian yang sangat baik. Dalam mengembangkan dan melaksanakan kerjasama antar daerah, pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah membuat kesepakatan dan mengimplementasikan bentuk kerjasama dengan beberapa daerah baik skala negara, provinsi maupun  kabupaten/kota dengan prinsip utama optimalisasi potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah kesepakatan kerjasama dari tahun 2009 – 2013 sebanyak 81 kesepakatan dan implementasi kegiatan mencapai 47,8%,  artinya rata-rata kesepakatan kerjasama antar daerah yang ditindak lanjuti dalam program dan kegiatan  di Kalimantan Timur lebih tinggi dari rata-rata nasional yang baru mencapai 26,2%. Beberapa kesepakatan kerjasama antar daerah terutama  dalam peningkatan kapasitas SDM adalah dengan Australia, dengan beberapa Perguruan Tinggi seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, IPB dan beberapa Perguruan Tinggi maupun lembaga pendidikan yang lainnya. Dalam rangka penyediaan transmigrasi dan ketenaga kerjaan dengan provinsi Jawa Tinur, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa bidang kerjasama antar daerah terutama fungsi provinsi dalam fasilitasi kerjasama antar kabupaten dan kota se Kalimantan Timur diutamakan dalam optimalisasi potensi, pelayanan publik dan penyelesaian batas wilayah.

2. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga tahun 2009 – 2013 diupayakan dengan peningkatan investasi daerah yang dapat mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia  dan peningkatan pelayanan publik. Jumlah kesepakatan sampai bulan Juni 2013 sebanyak 197 buah artinya rata-rata pertahun sebesar 40 buah dengan tingkat keberhasilan implementasi sebesar 38,9%. Apabila dibandingkan dengan jumlah kesepakatan dengan pihak ketiga pada tahun 2008 hanya sebanyak 15 kesepakatan dan tingkat implementasi sebesar  24% maka selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang sangat pesat. Beberapa contoh kerjasama dengan pihak ketiga terutama dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur adalah pembangunan kawasan industri Kariangau, dan beberapa kesepakatan dengan TNI dalam rangka percepatan  pembangunan kawasan perbatasan.

3. Penyelesaian dan pembinaan batas wilayah merupakan aspek penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, menurunkan potensi konflik dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan adminstrasi pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan publik. Tahun 2008 segemen batas sebanyak  22 segmen batas antar kabupaten/kota dan 4 segmen batas antar provinsi maka sampai semester pertama tahun 2013 berubah menjadi 27 segmen dan 5 segmen antar provinsi dan 2 batas dengan Negara lain ( Negara bagian serawak-Malaysia) dan berbatasan laut dengan Philipina.  Perubahan dan penambahan segmen batas wilayah tersebut disebabkan karena keberhasilan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam mengusulkan dan mengupayakan pemekaran daerah dalam rangka penataan wilayah guna  peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan DOB provinsi Kalimantan Utara dan DOB Mahakam Ulu. Provinsi Kalimantan Utara yang disahkan melalui UU no. 20 tahun 2012 memiliki 5 segmen batas dengan provinsi Kalimantan Timur yaitu batas Kab. Mahakam Ulu – Kab. Malinau; Kab. Kutai Karta Negara – Kab. Malinau; Kab. Kutai Timur – Kab. Malinau; Kab. Berau – Kab. Malinau dan Kab. Berau dengan Kab. Bulungan. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu, memiliki segmen batas  sebanyak 4 segmen batas  yaitu Kab. Mahakam Ulu – Kab. Malinau; Kab. Mahakam Ulu – Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Mahulu – Kab. Kuati Barat dan Kab. Mahulu dengan Negara. Bagian Sarawak Malaysia. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2009 - 2013 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kab/Kota se-Kaltim sepanjang  1.461, 34 Km dari jumlah panjang trayek batas sepanjang 4.606,63 km dan penyelesaian penegasan batas melalui permendagri sebanyak 2 buah permendagri batas antara Balikpapan – PPU dan Kutai Timur – Malinau. Pemasangan pilar batas sampai akhir tahun 2012 sebanyak 669 pilar dari sebanyak 921 pilar yang seharusnya terpasang, jadi kekurangan pilar yang belum terpasang sebanyak 252 buah.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pada bulan Maret tahun 2011 telah dilaunching PTSP Provinsi dan diikuti oleh tujuh PTSP Kabupaten/Kota yang telah mendapat Prasasti dan pengakuan dari BKPM Pusat,  yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Kota Samarinda, Bontang, Balikpapan dan Tarakan. Pada tahun 2011 telah dilaunching PTSP di Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, Kutai Barat dan Paser sedangkan yang terakhir melakukan launching pada tahun 2012 adalah Penajam Paser Utara.  Dengan adanya PTSP waktu yang diperlukan dalam proses perijinan hanya rata-rata 15-24 hari, lebih pendek dibanding sebelumnya yang memerlukan waktu 2 - 3 bulan dengan dampak terjadinya peningkatan 25% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain waktu pengurusan yang lebih pendek dengan adanya PTSP ini juga lebih menyederhanakan prosedur administrasi dan birokrasi sehingga terjadi efisiensi waktu dan biaya. 3 Tahun terakhir PTSP Prov. Kaltim telah menerbitkan lebih dari 72 ijin berupa ijin dan non perijinan. Dari tahun ke tahun ijin yang diterbitkan meningkat hingga 85% dan realisasi kegiatan selalu mancapai target bahkan lebih dan PTSP Prov. Kaltim sampai sekarang sudah memiliki 3 Kab/Kota yang PTSPnya memiliki kualifikasi bintang yaitu, Bontang, Kukar dan Balikpapan yang penilaiannya dari BKPM pusat. Untuk tahun 2013 PTSP Prov. Kaltim memiliki 15 Lembaga PTSP untuk target Kab/Kota agar PTSPnya berkualifikasi bintang. PTSP Prov. Kaltim berupaya menstabilkan target ijin yang di keluarkan dan target PTSP yang belum berkualifikasi bintang menjadi bintang meningkat dari tahun ke tahunnya. 

5. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan, sejak tahun 2008 s.d tahun 2013 telah melaksanakan beberapa kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

a. Pada Tahun 2008 dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2008-2013, Pemerintah Provinsi telah memberikan bantuan untuk pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kepada 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota sebesar 11.500.000.000,- melalui bantuan keuangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kaltim. Pemerintah Provinsi juga secara intens melaksanakan rapat-rapat dengan Instansi terkait dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah sehingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2008 – 2013 berjalan dengan sukses dengan terpilihnya Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2008 – 2013 yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Desember 2008.

b. Pada tahun 2010 s.d. 2012 Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program Penataan Administrasi Kependudukan telah memberi bantuan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka Pembangunan Perangkat Pendukung Pembangunan Data Base Kependudukan Program SIAK Tingkat Provinsi meliputi Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser sehingga jaringan komunikasi melalui sistem aplikasi SIAK telah dapat tersambung secara online antara kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat dalam rangka tertib administrasi kependudukan serta tersajinya data penduduk yang valid dan diakui secara nasional untuk berbagai kepentingan pembangunan.

c. Pada tahun 2011 dan 2012 dilaksanaan perekaman e-KTP massal pada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam 2(dua) tahap dengan capaian perekaman 88,42 % adapun sisanya dalam tahap penyisiran perekaman Atas pencapaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Gubernur, Ketua DPRD Prov. Kaltim, Bupati/Walikota serta Ketua DPRD Kab/Kota se Kaltim pada tahun 2011 dan 2012. Secara Nasional  Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan nasional terbaik pertama pencapaian perekaman e-KTP untuk wilayah Indonesia bagian tengah tengah dan mendapatkan 1(satu) buah mobil operasional jenis Toyota Inova. Pelaksanaan perekaman e-KTP secara massal berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 selesai 100 % setelah dikurangi dengan penduduk wajib KTP yang meninggal dunia, pindah tanpa melapor dan tercatat sebagai data ganda dengan capaian perekaman sebanyak 2.074.120 jiwa. 

d. Pada Tahun 2012 Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah telah melaksanakan pengintegrasian data antara data SIAK dan data e-KTP untuk pengolahan DAK 2(Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) sesuai UU No. 8 Tahun 2012 yang mengamanatkan vahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan data penduduk dalam bentuk DAK2 sebagai bahan KPU untuk menyusun daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur melalui SE Mendagri No. 470/3264/SJ tanggal 29 Agustus 2012 yang telah diserahkan secara serentak seluruh Indonesia pada tanggal 6 Desember 2012. DAK2 Provinsi Kaliamantan Timur berjumlah 4 ,154,954 jiwa selain itu Pemerintah juga menyiapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam rangka Pemilu Tahun 2014 sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2012 yang telah diserahkan kepada KPU Prov. Kaltim pada tanggal 7 Pebruari 2013 dengan jumlah DP4 sebesar 2.941.786 jiwa.  

e. Pada Tahun 2013 perekaman e-KTP dilaksanakan secara regular dengan jumlah wajib KTP di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2.984.294 jiwa dan yang telah melakukan perekaman s.d 21 Juni 2013 melalui metode penyisiran diperoleh data sebesar 2.114.971 atau sebesar 71,28 %. Dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi melalui surat Sekretaris Daerah Nomor : 470/4857/Pem.Um-D/V/2013 meminta kepada pemerintah pusat agar melakukan percepatan print out e-KTP didaerah dan untuk mendukung percepatan tersebut melalui APBD Prov. Kaltim TA 2013 memberikan bantuan Print Out e-KTP sebanyak 16 (enam belas) unit untuk  14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang sampai saat sekarang masih dalam proses lelang.

f. Pemerintah Provinsi pada tanggal 23 Maret 2013 memfasilitasi pertemuan dengan ADB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dalam rangka konsolidasi dan pembersihan data ganda dengan Tim Data Center Pusat untuk memperoleh data kependudukan yang valid dan diakui secara nasional sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/1964/MD tanggal 28 Pebruari 2013 dengan jumlah penduduk provinsi Kaltim hasil konsolidasi dan pembersihan data ganda sebesar 4 ,270,577 jiwa. Data hasil konsolidasi tersebut kemudian diolah pemerintah daerah menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2013 sebagaimana peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 serta Keputusan KPU Prov. Kaltim No. 01/Reg-KWK/Kep/KPU-Prov/II/2013 dan telah diserahkan kepada KPU Prov. Kaltim pada tanggal 5 April 2013 sebesar 2,966,949 jiwa sebagai dasar KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS).

6. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Timur dibentuk pada Tahun 2009. Pada Tahun 2013 seluruh Kabupaten/Kota sudah membentuk dan melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pada awalnya paket lelang yang dilaksanakan LPSE Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2009  sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai pagu pengadaan  Rp. 252 juta, namun pada tahun berikutnya jumlah pagu yang dilelang mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010 sebanyak 22 SKPD Provinsi telah melakukan  lelang elektronik dengan jumlah paket sebanyak 105 dengan nilai pagu dana sebesar Rp 237,65 Milyar, dan pada tahun 2011 sebanyak 36 SKPD Provinsi dengan jumlah paket lelang sebanyak 777 dengan nilai Rp 4,6 Trilyun. Pada Tahun 2012  jumlah paket yang dilelang secara elektronik meningkat sebanyak 1.509 Paket dengan nilai pagu lelang sebesar  Rp 4,65 Trilyun. Sedangkan Pada Tahun 2013 (s/d Juni 2013) jumlah paket yang dilelang secara elektronik sudah mencapai  843 paket dengan nilai pagu lelang sebesar Rp 3,76 Trilyun. Secara Nasional  berdasarkan smart-report Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), penerapan pengadaan secara elektronik  dengan peringkat jumlah pagu lelang secara elektronik klasifikasi Pemerintah Provinsi, LPSE Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan  ketiga pada tahun 2011 dan 2012, sedangkan pada tahun 2013 meningkat pada urutan ke dua.

7. Pelayanan Pajak Kendaraan Elektronik (Samsat online), telah dilaunching pada tahun 2009 dan sampai tahun 2012 telah berjalan dengan baik di 14 Kabupaten/Kota. Dengan Samsat online, pembayaran dapat dilakukan di Kabupaten/Kota domisili mereka walaupun pajak kendaraan mereka terdaftar di Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur serta sudah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan dari pajak kendaraan (PKB-BBNKB dan PBB-KB) dari Rp.688,52 Milyar pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.1,06 Trilyun atau meningkat 64,77% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.1,43 Trilyun atau meningkat 74,38%. Posisi hingga bulan Desember 2012, PAD dari Pajak Kendaraan telah mencapai 4,941 Trilyun. Tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 untuk PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sebesar Rp. 347.894.569.023,00 atau sebesar 55,62 % dengan target sebesar Rp. 630 Milyar. Sedangkan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor target yang ditetapkan sebesar 1,2 Triliun sampai dengan bulan Juni 2013 terealisasi sebesar Rp. 566.541.763.648 atau sebesar 47.21 %. Untuk PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.54 Triliun dan sampai dengan Juni  terealisasi sebesar Rp. 1,43 Triliun.

8. Reformasi Birokrasi Bidang Kepegawaian dititikberatkan pada upaya mereformasi sistem administrasi dan pelayanan kepegawaian agar lebih efisien, efektif, dan produktif. Penerapan Kartu PNS Elektronik diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 22 Januari 2009 dan Kalimantan Timur merupakan Provinsi percontohan bersama 4 Provinsi lainnya yaitu DKI, Jawa Timur, NAD, dan Kepulauan Riau. Kalimantan Timur dinilai oleh KEMENPAN-RB menjadi Provinsi terbaik dan telah menerapkan Sistem KPE secara online.
9. Reformasi dalam perencanaan pembangunan daerah ditujukan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). SIPPD yang telah dibangun mulai Tahun 2010 mulai dipergunakan dalam proses penyusunan APBD 2011 secara online kepada seluruh SKPD dan 14 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011, telah dilakukan tahapan pengintegrasian SIPPD dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) , Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEV) , serta Sistem Monitoring Data Spasial (SIMODAS). Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah diaudit dan mendapatkan SERTIFIKAT ISO 9001 : 2008 yang diserahkan pada tanggal 12 Mei 2012 bersamaan dengan pembukaan Musrenbang penyusunan RKPD 2013. Bulan Juni 2012 telah dibentuk Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) sebagai upaya dalam pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur.
10. Upaya  pencegahan dan pemberantasan korupsi  telah dilakukan penandatanganan Fakta Integritas antara Menteri Negara PAN-RB dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota             se-Kalimantan Timur dan pembentukan Tim Kormonev sebagai pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004. Hingga tahun 2012 telah terbentuk tim Kormonev Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota. 

11. Penetapan Kalimantan Timur sebagai Island of Integrity juga telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dan hasil survei Integritas Sektor Publik tahun 2009 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kalimantan Timur memperoleh Peringkat ke 4 dari 5 Pemerintah Provinsi dengan Skor Integritas Tertinggi. Selain itu dalam rangka untuk pemberantasan korupsi pada tanggal 22 Oktober 2012 telah dicanangkan dan ditandatangani pernyataan/deklarasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI Menuju WBK) oleh Gubernur, Kejati, Kapolda, Bupati/Walikota se Kaltim, Ketua DPRD dan Instansi Vertikal dihadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ketua Ombudsmen RI. Sesuai dengan Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (STRANAS PPK) dan sebagai implementasinya Gubernur Kalimantan Timur telah melakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahunnya sesuai dengan SE. Mendagri  No. 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 dan Inpres No. 1 Tahun 2013  tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, sebagai Pilot Project Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, di tahun 2013 dilakukan pemeriksaan pada 13 SKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan kegiatan 178 kegiatan, Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah ( RAD-PPK). 

12. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Kepada Badan Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur yang berhasil meraih piala dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) Tingkat Madya pada Tahun 2010 dan Citra Pelayanan Prima (CPP) Tingkat Utama dengan nilai A pada tahun 2012 kategori Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UPP).

Ada beberapa inovasi dalam bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan  yang telah dilaksanakan kurun waktu 2009 – 2013,  yaitu :

a. Pencanangan Gerakan Kaltim Membaca pada tanggal  17 Mei 2013 yang juga dibarengi dengan Gerakan Wakaf Buku oleh Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak..  Pencanangan Gerakan Kaltim Membaca dimaksudkan untuk mengkampanyekan arti pentingnya budaya gemar membaca dalam mendukung pembangunan SDM  Kaltim yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

b. Kurun waktu  waktu 2009 - 2013 Pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur melalui dana dekonsentrasi telah memberi bantuan armada perpustakaan keliling kepada 12 perpustakaan umum kabupaten/kota se-Kaltim.  Selain itu ditambah pula dengan bantuan koleksi bahan pustaka dan meubeler perpustakaan kepada 475 perpustakaan desa/kelurahan dan 10 Perpustakaan Puskesmas yang tersebar di 14 kabupaten/kota di wilayah Kaltim. Bantuan armada perpustakaan keliling dan bantuan sarana dan prasaran perpustakaan untuk perpustakaan desa/kelurahan dimaksudkan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan jasa layanan perpustakaan dalam rangka meningkatkan wawasan dan keterampilan masyarakat di daerah pedesaan. 

c. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan juga terus dikembangkan melalui peningkatan jam layanan peprustakaan pada malam hari dan pada hari Sabtu dan Minggu. dalam kerangka menciptakan  layanan prima kepada masyarakat. Upaya tersebut berdampak positif terhadap animo masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi dan sumber belajar. Animo masyarakat itu dapat dilihat pada tingkat kunjungan masyarakat ke Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.  Kurun waktu 2009 – 2013 jumlah pengunjung Badan Perpustakaan Prov. Kaltim tercatat sebanyak 948.686 orang dengan jumlah bahan pustaka yang dipinjam tercatat 981.227 judul.  Jumlah tersebut belum termasuk jumlah kunjungan ke perpustakaan keliling dan perpustakaan umum kab/kota serta perpustakaan desa/kelurahan. 

d. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyediakan jasa layanan perpustakaan yang berkualitas kepada masyarakat akhirnya membuahkan prestasi tersendiri. Pada Tahun 2011 telah diraih sertifikat Sistem Manajemen Mutu berbasisi ISO 9001 : 2008 untuk Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. 

e. Disamping memperoleh penghargaan dibidang pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  juga telah dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi salah satu Pusat Unggulan (Center of Excellence) Budaya Lokal Nusantara dimana Badan Perpustakaan Prov. Kaltim pada tahun 2011 telah ditetapkan sebagai pusat unggulan informasi budaya lokal kalimantan. Penetapan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Badan Perpustakaan Prov. Kaltim memiliki infrastruktur IT yang sangat baik dengan SDM yang juga sudah sangat siap serta kuatnya perhatian dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pengembangan dan pembinaan perpustaskaan dan minat baca masyarakat. Dengan ditetapkan Kaltim sebagai salah satu Pusat Unggulan (Center of Excellence) Budaya Lokal Nusantara, maka Kaltim akan menjadi pusat rujukan nasional dan internasional untuk mendapatkan informasi budaya lokal Kalimantan.  

f. Peningkatan layanan perpustakaan secara online dan terintegrasi dengan 12 perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan SKPD maupun Perpustakaan Kabupaten/Kota.

g. Peningkatan layanan perpustakaan keliling menggunakan kendaraan (mobil perpustakaan keliling)  dengan 13 lokasi pelayanandi Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang.

13. Dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di pedesaan, pedalaman dan perbatasan serta daerah yang tidak memiliki akses informasi, pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berupa M-PLIK yaitu mobil pelayanan internet kecamatan sebanyak 72 unit yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Mobil ini juga dapat digunakan sebagai perpustakaan elektronik bergerak, dengan jaringan internet yang ada referensi buku-buku akan mudah didapat masyarakat di pedesaan, pedalaman dan perbatasan dengan mudah dan murah. Ditahun 2013 dilakukan pembangunan menara di kawasan perbatasan di Kutai Barat (Long Apari), Nunukan (Long Layu), dan Malinau (Desa Agung Baru) yang dilaksanakan secara swakelola dengan pihak TNI yang sedang dalam proses pelaksanaan diharapkan dapat selesai sebelum akhir tahun.  Diharapkan adanya pembangunan menara tersebut nantinya akan mendukung dialog interaktif di TVRI dan RRI mengenai pembangunan pemerintah daerah dan sambung rasa yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan peserta dari masyarakat sekitar.

14. Selama tahun 2009-2012 secara umum Provinsi Kalimantan Timur berada dalam situasi yang kondusif, meskipun dibeberapa daerah ada riak-riak kecil yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Seperti halnya di Tarakan pada tanggal 26 September 2010, terjadi perselisihan antara dua kelompok pemuda di kawasan Perumahan Juata Permai yang mengakibatkan pertikaian yang meluas dengan membawa nama masing-masing suku dan jatuhnya korban jiwa. Untuk meredam pertikaian tersebut berlangsung pertemuan yang dihadiri Gubernur, Pangdam, Kapolda serta unsur Pemda seperti Walikota Tarakan, Dandim Tarakan serta perwakilan dari suku yang bertikai. Pertemuan berlangsung di Swiss Bel-Hotel Borneo. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa masalah yang terjadi adalah masalah individu. Para pihak bertikai sepakat menyerahkan kasus tersebut pada proses hukum yang berlaku. Polisi segera bergerak mencari pelaku. Semua tokoh dari elemen-elemen masyarakat memberikan pemahaman kepada warganya agar dapat menahan diri. Selanjutnya dilakukan mediasi mengenai kesepakatan damai antara pendudukan lokal dengan pihak pendatang di ruang VIP Bandara Juata dan yang menjadi mediator adalah Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Dalam keterangan kepada pers mempersilakan kedua pihak untuk menyampaikan hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan itu dibacakan secara bergantian oleh dua kelompok yang bertikai. Berikut ini adalah 10 butir kesepakatan damai antara kedua belah pihak :

a. Masyarakat diminta mengakhiri konflik

b. Masyarakat diminta memahami bahwa peristiwa di Tarakan adalah kriminal murni

c. Polisi diminta membubarkan massa yang bergerombol

d. Polisi diminta tegas dan melarang warga membawa senjata tajam

e. Masyarakat diminta menghormati adat-istiadat setempat

f. Para warga yang sempat mengungsi diminta kembali untuk beraktivitas normal

g. Polisi diminta memproses secara hukum para pelaku yang diduga terlibat

h. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi

i. Kedua kelompok masyarakat akan menggelar halal bihalal yang difasilitasi pemerintah daerah

j. Kesepakatan ini agar segera disosialisasi kepada seluruh warga. Intinya adalah bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan aksi dan sepakat untuk berdamai

Sementara itu pihak Muspida Kaltim Gubernur, Panglima, Ketua DPRD Kaltim, Walikota berkunjung ke pengungsian, salah satunya di Polres Tarakan untuk melihat langsung kondisi pengungsi. Berkat kesigapan dan kerjasama semua pihak serta do’a restu dari seluruh masyarakat pertikaian ini dapat reda dan teratasi. Atas keberhasilan ini Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang ikut membantu dalam mengembalikan situasi keamanan di Tarakan pasca konflik yang terjadi sejak 27, 28 dan 29 September 2010 itu.
Pada tahun 2012 tepatnya hari Jum'at tanggal 23 November 2012 Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di Kampung Besiq terjadi kerusuhan yang   mengarah kepada pertikaian dengan melibatkan 2 suku yang berlatar belakang permasalahan antrian pengisian BBM. Sempat terjadi penjarahan dan pembakaran termasuk SPBU di Muara Lawa,  bahkan  terjadi pengungsian salah  satu etnis. Pada hari Minggu   tanggal   25  November 2012 Bapak Wagub H.  Farid  Wadjidy bersama Kapolda Kaltim Anas  Yusuf, Danrem 091/ASN, Anggota DPRD Prov Kaltim Yahya Anja dan Darlis Pattolongi didampingi Kepala Badan   Kesbabngpol Prov Kaltim Hasyim Mi'radje serta unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Prov Kaltim Bapak And) Mahmud, Abraham Ingan langsung turun ke lokasi. Pada hari Senin, 26 November 2012 berlangsung Rapat sekaligus Ritual Perdamaian antara kedua belah pihak yang  dituangkan dalam  "Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Secara  Hukum  Adat" isinya menyatakan kedua belah pihak bersepakat melakukan perdamaian secara hukum adat untuk     mengakhiri pertikaian. Selanjutnya permasalahan hukum diproses di Samarinda. Situasi dan kondisi berangsur kondusif, masyarakat kembali melakukan aktivitasnya dan pengungsi pulang ke rumah  masing-masing.
15. Dalam Bidang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada tahun 2009, berdasarkan laporan POLDA Kalimantan Timur jumlah kriminalitas 9.115 perkara pada tahun 2010 naik menjadi 9.955 perkara dan pada tahun 2011 turun menjadi 9.238 perkara. Tahun 2012 kriminalitas berjumlah 11.234 perkara. Kasus pencurian ikan menurun, pada tahun 2009 sebanyak 6 kasus dengan jumlah kapal yang disita 5 buah dan tahun 2010 menjadi 1 kasus dengan jumlah kapal yang disita 1 buah. Pada tahun 2011 meningkat 10 kasus dengan jumlah kapal yang disita  11 unit. Tahun 2012 menurun 6 kasus dengan jumlah kapal yang disita sebanyak 6 unit. Sementara pencurian dan penyelundupan kayu, tahun 2009 sebanyak 328 kasus, menurun menjadi 296 kasus pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 turun menjadi 251 kasus. Pada tahun 2012 kembali menurun sebanyak 81 kasus. Kegiatan unjuk rasa masyarakat di Bidang Politik pada tahun 2009 sebanyak 65 kasus, 2010 meningkat 258 kasus, 2011 turun tajam menjadi 17 kasus dan tahun 2012 menurun menjadi 4 kasus. Di Bidang Ekonomi tahun 2009 sebanyak 99 kasus, 2010 turun menjadi 60 kasus, 2011 naik menjadi 134 kasus, tahun 2012 menurun tajam 4 kasus. Pemogokan tenaga kerja tahun 2009 sebanyak 253 kasus, 2010 turun menjadi 14 kasus, 2011 kembali menurun menjadi 12 kasus. Untuk tahun 2012 naik sebanyak 16 kasus. Dengan demikian terlihat bahwa peningkatan stabilitas ketertiban umum di daerah cukup kondusif dan terkendali.

16. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, secara umum Prov Kaltim berada dalam situasi yang kondusif, meskipun di beberapa daerah ada riak-riak kecil yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Seperti  halnya di Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di Kampung Besiq pada hari Jum’at tanggal 23 November 2012 terjadi kerusuhan yang mengarah kepada pertikaian dengan melibatkan 2 suku yang berlatar belakang permasalahan antrian pengisian BBM.Sempat terjadi penjarahan dan pembakaran termasuk SPBU di Muara Lawa, bahkan terjadi pengungsian salah satu etnis. Pada hari Minggu  tanggal 25 November 2012       Bapak Wakil Gubernur H. Farid Wadjidy bersama Kapolda Kaltim Anas Yusuf, Danrem 091/ASN, Anggota DPRD Prov Kaltim Yahya Anja dan Darlis Pattolongi di damping Kepala BadanKesbang pol Prov Kaltim Hasyim Mi’radje serta unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Prov Kaltim Bapak Andi Mahmud, Abraham Ingan langsung turun kelokasi. Pada hari Senin, 26 November 2012 berlangsung Rapat sekaligus Ritual Perdamaian antara kedua belah pihak yang dituangkandalam “Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Secara Hukum Adat” isinya menyatakan kedua belah pihak bersepakat melakukan perdamaian secara hokum adat untuk mengakhiri pertikaian. Selanjut permasalahan hokum diproses di Samarinda.Situasi dan kondisi berangsur kondusif, masyarakat kembali melakukan aktivitasnya dan pengungsi pulang ke rumah masing-masing.

Salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan tetap kondusif dan terkendalinya stabilitas ketertiban umum di wilayah Kaltim adalah peran serta forum-forum bentukan seperti : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

17. Guna menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah Kaltim serta membina pembauran kebangsaan maka, dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan Prov Kaltimperiode 2013-2015 sebagai amanat Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

18. Dalam Bidang Hukum dan Demokrasi, terjadi kemajuan yang cukup signifikan dari masyarakat Kalimantan Timur, dimana nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Kalimantan Timur tahun 2009 nilainya 72,31 peringkat ke-8 nasional. Kemudian tahun 2010 nilainya 73,04 peringkat ke-4 nasional. Kesadaran berdemokrasi masyarakat juga terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten, bulan Mei 2008 di Kabupaten Penajam Paser Utara tingkat partisipasi pemilih mencapai 72.607 atau 77,25 %, bulan Oktober 2008 di Kota Tarakan mencapai 79.532 pemilih atau 64,23% dan Tana Tidung bulan November 2009 tingkat partisipasi 8.299 pemilih atau (82,42%). Bulan Mei 2010 di Kabupaten Kutai Kartanegara tingkat partisipasi pemilih 283.234 atau 65,61%, Kabupaten Paser bulan Juni 2010 sebanyak 103.419 pemilih atau 66,75%, Kabupaten Bulungan bulan Juni 2010 sebanyak   54.296 pemilih  atau 73,15%, Kabupaten Berau bulan Juli 2010 sebanyak     82,021 pemilih atau 66,33%, Kota Samarinda bulan Oktober 2010 sebanyak 313.539 pemilih atau 61,59%, Kabupaten Kutai Timur bulan November 2010 sebanyak 118.272 pemilih atau 56,39%, dan Kota Bontang bulan Desember 2010 sebanyak 73.302 pemilih atau 65,55%. Pada tahun 2011 partisipasi masyarakat dalam Pemilukada di Kabupaten Malinau bulan Januari 2011 sebanyak 34.551 pemilih atau 70,11%, Kabupaten Kutai Barat bulan Januari 2011 sebanyak 90.143 pemilih atau 73,61%, Kota Balikpapan bulan Pebruari 2011 sebanyak 226.801 pemilih atau 56,31%, Kabupaten Nunukan bulan Pebruari 2011 sebanyak 74.023 pemilih atau 75,22%. Partisipasi pemilih dalam Pemilukada di Kalimantan Timur pada tahun 2010 dan tahun 2011 rangking tertinggi adalah Kabupaten Nunukan dengan tingkat partisipasi masyarakat 74.023 pemilih atau 75,22%.

Pemilukada terakhir yang dilaksanakan di Kaltim adalah di Penajam Paser Utara dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 70,31% atau sebanyak 82.863 pemilih yang datang ke TPS.

19. Dalam Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, peristiwa pasca runtuhnya Jembatan Ing Martadipura di Kutai Kartanegara pada tahun 2011, siap tanggap bencana dalam memfasilitasi, mengkoordinasi pembangunan Dermaga Darurat yang bersumber dari dana On Call (siap pakai) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat dan telah diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
20. Pada bulan Januari 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim telah melakukan optimalisasi peran Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana dan pembangunan Gedung Pusdalops yang bersumber dari dana APBD Prov. 2013 dengan tugas dan fungsi informasi kebencanaan selama 24 Jam dengan cakupan wilayah 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, serta mendapat bantuan fasilitas kendaraan Komunikasi Mobil (KOMOB) dari BNPB yang bisa secara langsung telecomference, videocomferece dari TKP bencana.
BPBD Prov. Kaltim bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim pada penanganan banjir di Kota Samarinda terealisasi dengan terbangunnya saluran air dan penanganan longsoran  badan jalan di Kabuaten PPU, Kutai Timur dan Bulungan melalui Dana APBN Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2012.

Pembentukan tim penanganan penyakit Zonosys tingkat Kabupaten/ Kota bersinergi dengan Dinas Peternakan Prov. Kaltim dengan menggulnakan dana Dekonsentrasi tahun 2013 dari Dirjen PUM Kementerian Dalam Negeri.

Sejak tahun 2010 terbentuk Forum Kaltim Peduli Bencana yang merupakan mitra BPBD Prov. Kaltim telah memberikan bantuan kebencanaan seperti daerah Aceh, Yogyakarta, Semarang, Padang yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kaltim.

21. Pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan informasi peluang kerja dilaksanakan melalui bursa kerja secara online dan Job Market Fair (JMF). Upaya ini dilakukan untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur.  Pada Tahun 2009 difasilitasi 67 perusahaan dengan 1.100 pencari kerja untuk 576 lowongan kerja dan diterima sebanyak 402 pekerja. Pada tahun 2010 dengan 68 perusahaan 1.744 pencari kerja dengan jumlah lowongan 548 yang diterima sebanyak 261 pekerja. Pada tahun 2011 dengan 114 perusahaan, 3.226 pencari kerja dengan jumlah lowongan 1.655, diterima sebanyak 663 pekerja. JMF pada tahun 2012 dengan 108 perusahaan, 4.365 pencari kerja dengan jumlah lowongan 3.543, diterima sebanyak 850 pekerja. Di tahun 2013 telah dilakukan pendataan tenaga kerja di Kab/Kota sebanyak 6 laporan kebutuhan kerja dengan jumlah 3.696.
22. Untuk mempercepat Pembangunan Wilayah Perbatasan telah dilakukan yaitu :

a. Pembangunan Jalan mulai dari Tanjung Selor – Sekatak Buji – Malinau – Mensalong – Simanggaris –Sei Ular sepanjang 437,83 Km dilakukan peningkatan struktur. Capaian sampai dengan akhir tahun 2013 yaitu aspal 342,55 Km,  aggregat 95,28 Km. Sedangkan Simanggaris – Batas Negara sepanjang 20,69 Km sudah beraspal mencapai 18,44 km dan Aggregat mencapai 2,25 Km.
b. Pembangunan Jalan lingkar Pulau Sebatik sepanjang 97 Km dilaksanakan peningkatan struktur jalan aspal sepanjang 18,33 Km, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 3,0 Km. Dan capaian akhir tahun 2012 yaitu permukaan aspal sepanjang 59,90 Km, agregat sepanjang 32,1 Km dan tanah sepanjang 5 Km. Capaian sampai dengan akhir tahun 2013 estimasi secara komulatif permukaan aspal sepanjang 88,00 Km, Aggregat sepanjang 7,00 Km dan permukaan tanah sepanjang 2,00 Km. 

c. Pembangunan Jalan Malinau – Mentarang – Paking – Long Semamu – Long Bawan – Long Midang – Batas Negara sepanjang 180 Km, dilakukan peningkatan struktur. Estimasi Capaian Akhir tahun 2013 yaitu telah terbangun 135,60 Km dengan kondisi aspal sepanjang 15,10 Km, agregat 121,5 Km dan belum terbangun 37,5 Km.
d. Pembangunan Jalan Malinau – Long Alango sepanjang 147,20 Km dilakukan pembukaan badan jalan. Dan capaian akhir tahun 2012 yaitu telah terbangun 108,14 Km dengan kondisi agregat 22 Km, tanah 71,42 Km dan belum terbangun 39,06 Km.

e. Pembangunan Jalan Batas Negara – Sei. Pengian – Long Nawang – Long Apung – Sungai Barang – Mahak Baru sepanjang 131,65 Km, dilakukan peningkatan struktur dari tanah menjadi Aggregat C/Sirtu. Capaian akhir tahun 2012 yaitu agregat 93,48 Km dan tanah sepanjang 38,17 Km. Estimasi capaian sampai dengan akhir tahun 2013 yaitu agregat C/S  24.40 Km. Sedangkan dari mahak baru – Long Bagun Seberang masih menggunakan jalan PT. Sumalindo sepanjang 147 Km dengan kondisi aggregat.

f. Pembangunan Jalan Tering - Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari – Batas Kalbar sepanjang 398 Km, dengan pembukaan badan jalan. Capaian akhir tahun 2012 yaitu telah terbangun sepanjang           96,5 Km (Long Bagun – Long Pahangai). Estimasi capaian sampai dengan akhir tahun 2013 dengan jalan Tanah sepanjang 20 Km. dan belum terbangun sepanjang 281.5 km.
g. Ruas Jalan Long Midang - Batas Negara dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Sampai dengan tahun 2013 untuk Jalan Pararel perbatasan Long Nawang -Long Pujungan - Long Kemuat - Langap telah terbangun sepanjang 34,40 Km (kondisi tanah), Mensalong - Tau Lumbis telah terbuka sepanjang 7 Km (kondisi tanah). Dibangun melalui dana SAL APBN tahun 2012.
h. Pengembangan Bandara di Kawasan Perbatasan yaitu Long Bawan dengan progres mencapai 55%, Long Ampung dengan progres mencapai 35% dan Data Dawai progres mencapai 31%, akan dikembangkan landasan pacu menjadi 1.600 meter. Ketiga bandara tersebut telah dianggarkan dengan total dana Rp. 400 Milyar dengan Multi Years Contract. Tahun 2013 ditargetkan selesai dan dapat didarati Hercules. Selain itu telah diselesaikan terminal penumpang bandara Malinau dan Nunukan yang representatif.
i. Untuk percepatan penataan batas daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah dilakukan  pelacakan batas daerah, dan melakukan pematokan Pilar Batas Utama (PBU) di sepanjang 1.309 Km guna menghindari konflik di lapangan. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 telah  terpasang PBU sebanyak 232 buah yang terdiri antar provinsi 36 buah dan Kabupaten/Kota 176 buah.
j. Untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah perbatasan, Pemerintah Provinsi pada tahun 2011 telah memberikan beasiswa khusus untuk  3 Kabupaten di kawasan perbatasan, masing-masing sebesar                  Rp.1 Milyar melalui bantuan keuangan. Sedangkan pada tahun 2012 diberikan Beasiswa kepada kabupaten Malinau sebesar Rp 2 Miliar, Nunukan dan Kutai Barat masing masing Rp 1 Miliar.
k. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jauh dari akses pelayanan rumah sakit terutama masyarakat di daerah pedalaman, terpencil dan perbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membantu upaya peningkatan pelayanan Puskesmas 24 jam. Pengobatan massal di 3 (tiga) lokasi Kabupaten Perbatasan Malinau, Kab. Nunukan dan Kutai Barat. Sampai dengan semester I tahun 2013 terdapat sebanyak 165 Puskesmas 24 jam tersebar di 14 Kabupaten/Kota, dimana 16 Puskesmas berada di Kawasan Perbatasan. 
l. Dalam rangka pengembangan dan pelayanan jaringan telekomunikasi di daerah perbatasan, tahun 2012 telah dibangun 1 (satu) buah menara telekomunikasi setinggi 72 Meter di Desa Long Nawang Kabupaten Malinau. Disamping itu telah diberikan melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim kepada Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat untuk membangun masing-masing satu buah menara telekomunikasi.

m. Pembangunan stasiun Produksi RRI di Daerah Perbatasan yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Kutai Barat, sudah On Air dengan kekuatan pemancar 5 KW. 
n. Sebagai upaya untuk pengamanan pulau – pulau terluar dan perbatasan, telah dibangun sarana Pengaman Pantai Pulau Sambit Kabupaten Berau. Total biaya mencapai Rp. 23 Milyar dengan konstruksi pengaman pantai sepanjang 440 Meter dan pemecah gelombang sebanyak 12 ribu buah serta saat ini telah berfungsi.

o. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendapat penghargaan dari Kementerian Sosial RI sebagai Provinsi yang telah menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

p. Dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan NKRI pada periode 2009 – 2013 dilaksanakan Penyuluhan Sosial terhadap warga/masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

AGENDA KEDUA,  Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat.

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, Pemerintah Provinsi berupaya untuk merubah struktur ekonomi yang bersumber dari sumber daya Aalam yang tidak dapat diperbaharui ke yang dapat diperbaharui dengan mengembangkan beberapa kawasan andalan/industri untuk dijadikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Upaya tersebut telah menampakkan hasilnya, dengan ditetapkannya Kalimantan Timur bersama Provinsi Riau dan Sumatera Utara berdasarkan Inpres Nomor I tahun 2010 sebagai  Cluster Industri berbasis Pertanian, Oleochemical di Kawasan Maloy Kutai Timur dan bersama Provinsi Jawa Timur sebagai Cluster Industri berbasis migas dan kondensat di Kota Bontang.
Disamping itu, di Kota Balikpapan telah dikembangkan Kawasan Industri Kariangau. Ketiga kawasan industri tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Kondisi di atas menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional dan memberikan harapan dan peluang kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dimana Provinsi Kalimantan Timur menjadi bagian dari Koridor Ekonomi Kalimantan.

Pengembangan cluster  industri tersebut mutlak perlu didukung dengan infrastruktur yang handal. Penetapan jalan lintas Kalimantan sebagai salah satu Koridor Ekonomi Nasional. Ditetapkannya rencana pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 567/KPTS/M/2010 menjadi bukti dukungan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan cluster tersebut. 
Pengembangan cluster industri telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No. 26 Tahun 2008) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, walaupun  RTRWP Kalimantan Timur belum ditetapkan, namun kini menunggu Persetujuan Pembahasan DPR RI sebelum mendapatkan  persetujuan atau penetapan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan oleh Menteri Kehutanan.
Realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012 yakni 4,941 Trilyun meningkat 13% dari tahun 2011 yang hanya sebesar 4,366 Trilyun. Untuk dana perimbangan pada tahun 2012 yakni 5,396 Trilyun naik 2% dari tahun 2011 sebesar Rp.5,293 Trilyun.
Capaian pembangunan di Kalimantan Timur di bidang daya saing ekonomi daerah, dalam rangka mendukung meningkatkan realisasi investasi Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur, di Bidang Penanaman Modal, antara lain:
1. Pada Tahun 2008 realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) mencapai US$ 1.169.682.280 dengan memiliki 44.920 Tenaga Kerja Indonesia dan 35 Tenaga Kerja Asing dengan capaian 177 Proyek, pada Tahun 2009 realisasi investasi PMA mencapai US$ 5.978.754.940 dan memiliki 9.016 Tenaga Kerja (TKI) dengan capaian 90 Proyek, pada Tahun 2010 realisasi investasi mencapai US$ 998.710.138 dan memiliki 15.082 Tenaga Kerja (TKI) dengan 56 Proyek, pada Tahun 2011 realisasi investasi US$ 1.348.060.805 dengan memiliki 9.001 Tenaga Kerja Indonesia dan 24 Tenaga Kerja Asing dengan capaian 172 Proyek, Pada Tahun 2012 realisasi investasi mencapai US$ 2.529.900.000 dengan memiliki 35.579 Tenaga Kerja Indonesia dan 398 Tenaga Kerja Asing dengan capaian 167 Proyek.

2. Sedangkan Realisasi Investasi PMDN terus meningkat dari tahun 2008 hingga tahun ke-empat. Pada Tahun 2008 realisasi investasi PMDN mencapai Rp. 254.973.560.000,- dan memiliki 358 TKI dengan capaian proyek hanya 4 proyek, pada tahun 2009 realisasi investasi PMDN mencapai Rp. 1.523.525.400.000,- dan memiliki 741 TKI dengan capaian proyek 8, pada Tahun 2010 realisasi investasi PMDN mencapai Rp. 7.881.289.778.898,- dan memiliki 6.049 TKI dengan capaian 49 Proyek, pada tahun 2011 realisasi investasi PMDN mencapai Rp. 16.196.330.389.462,- dan memiliki 12.227 TKI dan 14 TKA dengan capaian 14 proyek, pada tahun 2012 realisasi investasi mencapai Rp. 7.709.270.000.000,- dan memiliki 50.240 TKI dan 114 TKA dengan capaian 44 proyek.

3. Dari hasil pencapaian selama 3 tahun terakhir realisasi investasi Kalimantan Timur selalu masuk dalam peringkat 5 besar di bidang investasi PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Daerah), pada tahun 2012 Kalimantan Timur peringkat PMA ada di urutan 5 setelah Jawa Timur sedangkan peringkat PMDN Kalimantan Timur di urutan 4 setelah DKI Jakarta.
Capaian pembangunan di Kalimantan Timur di bidang daya saing ekonomi daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Pulau Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur, di Bidang Infrastruktur, antara lain:
1. Kondisi mantap jalan nasional sampai dengan bulan Desember 2012 mencapai 86,78% naik bila dibandingkan tahun 2011 sebesar 72,84%.  Perkembangan jenis permukaan aspal dari tahun 2009 sepanjang 1.289,08 Km atau 83,72% dan tahun 2010 sepanjang 1.743,59 Km atau 82,31%, tahun 2011 sepanjang 1.773,82 Km atau 83,74 % sedangkan tahun 2012 sepanjang 1.797,69 atau 86,78 %, estimasi sampai dengan 2013 sepanjang 1.898,36 Km atau 89,63 % atau naik sebesar 2,85 % terhadap tahun 2012. 
2. Adapun beberapa ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan yaitu Batu Aji-Kuaro–Penajam, Kerang pada batas Prov. Kalsel–batas Kota Tanah Grogot, Sangatta - Sp. Perdau - Muara Lebak–Pelabuhan Sangkulirang, Simpang Perdau – Batu Ampar – Muara Wahau – Kelay – Labanan, Tj. Selor - Tj. Palas – Sekatak Buji - Malinau, Mensalong – Simanggaris – Batas Negara, Simpang 3 Apas - Simanggaris - Serudong, serta Simpang Blusuh – Batas Kalteng. Sedangkan ruas strategis nasional yang mengalami kerusakan yaitu Petung - Semoi - Sepaku - Km. 38 Samboja. Untuk menangani kerusakan ruas jalan tersebut, tahun 2012 dialokasikan dana melalui APBN sebesar Rp.1,133 Trilyun untuk Poros Selatan,                   Rp. 96,328 Milyar untuk Poros Tengah dan Rp.613,061 Milyar untuk jalan perbatasan, namun demikian tingginya tingkat kerusakan tersebut tidak dapat ditangani secara keseluruhan. Sedangkan tahun 2013 pemerintah pusat menangani kerusakan jalan nasional melalui peningkatan kualitas dan struktur jalan di lintas Selatan, Tengah, Utara, serta ruas Non Lintas dengan alokasi dana Rp.2,372 Triliyun, dengan panjang jalan nasional mencapai 2.118,17 Km alokasi dana tersebut belum mampu meningkatkan kondisi jalan secara keseluruhan, sehingga dilakukan penanganan sesuai skala prioritas.

3. Kondisi mantap Jalan Provinsi sampai dengan bulan Desember 2012 mencapai 75,86% meningkat bila dibandingkan tahun 2011 sebesar 65,69% dan tahun 2010 sebesar 63,57%. Perkembangan jenis permukaan aspal dari tahun 2009 dengan panjang 1.097,37 Km atau 62,28%, tahun 2010 dengan panjang 1.118,47 Km atau 63,47%,tahun 2011 dengan panjang 1.148,09 Km atau 65,16%. Sedangkan  Pada tahun 2012 jenis permukaan aspal sepanjang 1.205,71 Km atau 68%. Estimasi sampai dengan akhir tahun 2013 jenis permukaan aspal sepanjang 1.337,89 Km atau 75,93 %.
4. Adapun beberapa ruas jalan Provinsi yang mengalami kerusakan yaitu,  Samarinda – Sanga Sanga - Dondang, Simpang Patung Lembuswana - Sebulu - Muara Bengkal, Simpang Bentuas - Muara Jawa, Kerang - Segendang - Tj. Aru, Simpang blusuh – Damai – Melak, Sangkulirang - Talisayan, Tanjung Redeb – Talisayan. Upaya pemerintah provinsi dalam menangani kerusakan jalan provinsi dimana pada tahun 2013 dilakukan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dengan alokasi dana Rp.1,448 Trilyun, melalui peningkatan kondisi menjadi permukaan aspal/rigid pavement, pemeliharaan dan penanganan longsoran. Dengan panjang jalan provinsi mencapai 1.762,07 Km alokasi dana tersebut belum mampu meningkatkan kualitas jalan secara keseluruhan sehingga dilakukan penanganan dengan skala prioritas.
5. Pembangunan Jembatan Pulau Balang merupakan bagian jalan lintas Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan, hingga bulan Desember 2012 untuk bentang pendek sepanjang 470 m, progress telah mencapai 65,18% sementara untuk bentang panjang sepanjang ± 800 meter dengan nilai investasi ± Rp.1,6 Trilyun telah dimulai pembangunannya. Pada tahun 2013 dialokasikan dana APBN sebesar Rp.99 Milyar dengan progress sampai dengan bulan Juli 2013 sebesar 13,22 %. 
Pembangunan jembatan bentang panjang sedang dalam proses pemenuhan persyaratan untuk dibiayai melalui pola Multiyears Contract APBN Tahun 2014 - 2018.
6. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda panjang 99,20 Km telah dilaksanakan pembangunannya yang dibagi 5 segmen dengan progres sampai dengan Bulan Juli 2013 sebesar : 45,82 % yaitu : segmen I Km.13 Balikpapan – Samboja progres 65,120 %, segmen II Samboja -Palaran I progres 15,10 %, segmen III Samboja Palaran II progres 68,850 %, segmen IV  Palaran - Jembatan Mahkota II 52,62 %, segmen V  Km 13 - Sepinggan Balikpapan progres 27,42%. Sedangkan pembangunan jalan akses dari Km 13 Balikpapan-jalan tol sepanjang 400 meter telah selesai dibangun.

7. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan dilaksanakan melalui pengadaan rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan dan pengadaan pagar pengaman pada ruas jalan provinsi.

Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas yaitu :
a. Pengadaan dan Pemasangan rambu lalu lintas jalan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 sebanyak 5.041 buah.
b. Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sejak tahun 2009 sampai 2013 sebanyak 7.910 buah.

c. Pengadaan dan pemasangan marka jalan sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 sebanyak 228.885 meter.

d. Pengadaan dan pemasangan RPPJ padaTahun 2012 sepanjang 50 meter.

e. Pengadaan dan pemasangan Deliniator Tahun 2009 sebanyak  700 buah.

8. Pembangunan Terminal Petikemas Kariangau dengan alokasi dana sebesar Rp. 713 Milyar bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan PT. Pelindo IV. Saat ini Pembanguannya telah selesai dilaksanakan, telah di resmikan oleh Bapak Presiden RI, dan sudah beroperasi. Untuk meningkatkan pelayanan pada Tahun 2013 dilaksanakan pembangunan Gedung Operasional/ Kantor pengelola Terminal Peti Kemas Kariangau. Untuk dukungan infrastruktur telah  dibangun akses dari Kilometer 13 ke TPK Kariangau sepanjang 13,5 Km dengan capaian konstruksi rigid pavement 12,85 Km dengan 1 jalur (sisi kanan) dan 1 buah jembatan. Untuk 1 (satu) sisi dilanjutkan tahun 2013 dan direncanakan tuntas tahun 2014.
9. Pembangunan Pelabuhan Maloy pada tahun 2011 telah dimulai dan tahun 2012 dibangun sisi darat yaitu fasilitas perkantoran secara bertahap (Pembangunan Gedung Workshop selesai 100%), dilanjutkan tahun 2013 pembangunan gedung kantor pengelola, masjid, PMK, pos jaga dan persiapan jalan akses lingkungan, perencanaan SID dan DED terminal Cargo dan Study Amdal terminal Cargo Pelabuhan Laut Maloy. Sedangkan untuk perencanaan kawasan industri telah disusun study kelayakan, Master Plan, Business plan serta AMDAL dan DED Kawasan Industri Maloy. Dan pada tahun 2013 dilaksanakan penyusunan FS dan Masterplan tahap II untuk luasan 4.305 Ha. Untuk mendukung pengembangan kawasan, tahun 2012 dilakukan pembangunan jalan akses 17,3 Km melalui alokasi dan Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN sebesar Rp. 258 Milyar dengan Konstruksi Rigid Pavement pada sisi kanan badan jalan 1 x 7,5 meter sepanjang 17,3 Km dan jalan dalam kawasan sebesar Rp. 100 Milyar melalui dana APBD. Pada tahun 2013 dilakukan pembangunan Pelabuhan Maloy sisi Perairan dengan alokasi dana APBN  yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan.

10. Pengembangan Bandara Sepinggan Balikpapan oleh PT. Angkasa Pura sampai akhir tahun 2012 mencapai 40%,sedangkan pada triwulan pertama tahun 2013 telah mencapai 65% meliputi pembangunan gedung terminal penumpang menjadi seluas 110.000 m2 dengan Garbarata 11 Unit, pembangunan gedung parkir dan apron serta infrastruktur lainnya. Sedangkan perpanjangan landasan pacu dari 2.500 meter menjadi 3.250 m akan diupayakan melalui sumber dana APBN.
11. Pembangunan Bandara Samarinda Baru sebagai pengganti Bandara Temindung Samarinda dibangun melalui program Multiyears Contract 2011-2013 sebesar Rp.696 Milyar untuk fasilitas sisi darat dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur dan sampai akhir Juli 2013 progress capaian adalah 65%. Fasilitas sisi udara pada tahun 2012 telah dimulai pembangunannya yaitu apron (pekerjaan tanah dasar).
12. Pengembangan Bandara Kalimarau Berau telah dilaksanakan melalui perpanjangan landasan pacu dari 1.850 meter menjadi 2.250 meter sehingga dapat didarati oleh pesawat Boeing 737-300 dan Airbus A-319 dan juga telah dibangun Terminal Penumpang Baru seluas 9.000 m2 dilengkapi Garbarata 2 unit. Saat ini baik sisi udara dan sisi darat telah selesai pembangunannya yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden RI pada Tanggal 24 Oktober 2012.
13. Pengembangan Bandara Udara Juwata Tarakan dilakukan pembangunan apron dengan konstruksi sarang laba-laba, Terminal Penumpang dilengkapi Garbarata 2 unit secara bertahap dan pembangunan landasan pacu baru (paralel runway) tahap I berupa pematangan lahan. Saat ini telah dapat didarati pesawat Boeing 737-900ER dan Airbus 320. Tahun 2008 luas apron yang sudah terbangun 9.700 m2 dan sampai tahun 2012 telah terbangun seluas 34.885 m2 dan pada tahun 2013 akan dilakukan pembangunan lanjutan apron 2.250 m2, sehingga kebutuhan appron untuk bandara Tarakan sudah selesai.

14. Pembangunan Bandara Maratua Kabupaten Berau dalam rangka mendukung pariwisata dilaksanakan mulai tahun 2011 dengan pematangan lahan untuk pembangunan landas pacu sepanjang 1600 m dan lebar 32 meter, pembangunan bandara ini juga merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Provinsi untuk membangun kawasan perbatasan/pulau terluar dan memiliki potensi tujuan wisata andalan di Derawan dan sekitarnya. Pada tahun 2012 dilakukan penyiapan lahan seluas 77,500 m2(konstruksi agregat) sehingga pada tahun 2013 dapat dilakukan pekerjaaan kontruksi runway.

15. Pembangunan sarana dan prasarana sungai, danau dan penyeberangan, meliputi :
a. Pembangunan rambu suar di Sungai Sesayap, Tarakan dan Nunukan pada tahun 2009 sudah selesai dengan progres 100%, jumlahnya 11 buah.
b. Pembangunan rambu suar di Nunukan dan Sungai Ancam pada tahun 2010 sudah selesai dengan progres 100%, jumlahnya 15 buah.
c. Pembangunan dermaga di Sungai Melak ddan Muara Pahu pada tahun 2011 sudah selesai dengan 100%.
d. Pembangunan dermaga Sungai Tidung Pala dimulai pada tahun 2012 (Pekerjaan pematangan lahan dan pengadaan pipi pancang) sudah selesai dengan progres 100% dan pada tahun 2013 (Pekerjaan pembangunan trestle dan dermaga) sampai dengan saat ini masih dalam proses pekerjaan fisik.
e. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau pada tahun 2012 (Pekerjaan pembangunan kios, KP3, Kantin, Toilet, site development dan renovasi rumah dinas) sudah selesai dengan progres 100% dan pada tahun 2013 (Pekerjaan pembangunan pagar, lanjutan renovasi rumah dinas, renovasi mushola dan saluran outlet) sampai dengan saat ini masih dalam proses pekerjaan fisik.
16. Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air pada tahun 2012 melalui program antara lain;
a. Bendungan Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara Estimasi capaian akhir tahun 2013 Bendungan Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara Progres mencapai 73,73 % (meliputi tanggul 800 m dan intek 1 buah) sampai dengan bulan Juli 2013 progres fisik mencapai 54%, D.I. Biatan Kab. Berau progres mencapai 100 % dari 1.800 Ha (telah terbangun jalan akses 2,7 km, bendung 1 buah dan jaringan irigasi 11,24 km pembangunan jaringan irigasi DI. Biatan Kab. Berau progres fisik sampai bulan Juli 2013 mencapai 47,46 %, sedangkan estimasi capaian akhir tahun 2013 mencapai 100 % dari 1.800 Ha ( meliputi Jaringan Irigasi 3,8 Km), dan D.I. Kaliorang Kab. Kutai Timur progres 17,16 % (telah terbangun Bendung regulator 1 buah dan Jaringan Irigasi 2,5 km). 

b. Penyediaan air baku berupa pembangunan Bendungan Sei Wain progres fisik untuk bulan Juli 2013  mencapai 0,74 %, dan pembuatan sumur dalam dengan debit 10-15 liter/detik progres fisik untuk bulan Juli 2013 mencapai 37,58 %,  dan estimasi capain akhir tahun 2013 mencapai 100 % (meliputi bangunan sumur dalam 3 titik). 
c. Pengendalian banjir Kota Samarinda estimasi sampai akhir tahun 2013 yaitu :

a. Sistem  Karang asam Besar dengan progress 100 %; progres fisik bulan Juli 2013 mencapai 52,47%.

b. Sistem Karang asam Kecil dengan progress 70,01 %;progres fisik bulan Juli 2013 mencapai 28,35%.

c. Sistem Karangmumus dengan progress 65 %; progres fisik bulan Juli 2013 mencapai 23,87%.

d. Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam dengan progress


62,62 %; progres fisik bulan Juli 2013 mencapai 26,76%

e. Normalisasi Polder Air Hitam tahun 2012 dengan progress 100 %.

d. Paket pekerjaan Pengamanan pantai Biduk-biduk Kab. Berau tahun 2012 progres 100% dan Pengamanan pantai BBU Manggar Kota Balikpapan dengan progress 100%.

18. 
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air baku, peningkatan produktifitas pertanian dan pengendalian daya rusak air, telah dibangun prasarana sumber daya air meliputi; Pembangunan Bendung dan Embung untuk penyediaan air baku Pulau Sebatik, Nunukan, Tarakan dan Balikpapan. Pembangunan Bendungan yang sedang berjalan antara lain Bendung Marangkayu, Bendung Kaliorang, dan Bendung Biatan untuk meningkatkan produktifitas pertanian, serta telah dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi 23.278 meter. Pada tahun 2012 dibangun jaringan irigasi mencapai 17.470 meter, sehingga saat ini telah terbangun jaringan irigasi sepanjang 40.748 meter.
a. Bendungan Marangkayu; fungsi untuk irigasi, air baku 200 lt/detik, mikrohidro 135 kWh, dan pengendalian banjir; luas areal irigasi 1500 Ha, petani 725 KK, Kelompok Tani 23 kelompok, produktifitas pertanian 6.360 ton/tahun.

b. Bendungan Kaliorang; fungsi untuk irigasi, air baku 300 lt/detik, dan pengendalian banjir; luas areal irigasi 1300 Ha, petani 509 KK, Kelompok Tani 19 kelompok, produktifitas pertanian 3.432 ton/tahun.
c. 
Bendung Biatan; fungsi untuk irigasi dan mikrohidro; luas areal irigasi 1800 Ha, petani 250 KK, Kelompok Tani 12 kelompok, produktifitas pertanian 1.500 ton/tahun.
19. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Kurang Mampu sampai dengan tahun 2012 telah terbangun sebanyak 3.994 unit dan akan diselesaikan sebanyak 1006 unit pada tahun 2013 sehingga target RPJMD 2009-2013 sebanyak 5.000 unit di lokasi yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota terpenuhi.
20. Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam pada tahun 2012 sebesar Rp. 171 Milyar dengan Pola Tahun Jamak 2012-2013 dengan progres capaian 21,15 % meliputi kegiatan pondasi dan pilar
21. Pembangunan Convention Hall dibiayai melalui APBD Provinsi dengan Pola Tahun Jamak 2011-2013 sebesar Rp.256,9 milyar. Sampai tahun 2012 progres pembangunannya telah mencapai 19%, dan per 16 Juli 2013 telah mencapai 48%. 
22. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Samarinda Utara dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi air bersih 200 lt/detik telah diresmikan pada tanggal 2 Februari 2013. 
Beberapa capaian hasil pembangunan bidang pertanian, antara lain :

1. Luas areal perkebunan secara keseluruhan yang meliputi tanaman kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, lada dan aneka tanaman  dalam periode 2008 – 2012 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu rata-rata 17,65 persen  per tahun yaitu dari 591.222  Ha pada tahun 2008 menjadi 1.131.429 Ha  pada tahun 2012.  Penambahan  areal yang paling luas  adalah tanaman kelapa sawit, dimana tanaman ini mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,88 persen setiap tahun yaitu dari 409.564 Ha pada tahun 2008 menjadi 961.802 Ha pada tahun 2012.   Selanjutnya sesuai dengan program sejuta hektar kelapa sawit yang telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu  program  pro  rakyat,    maka  tanaman kelapa sawit sampai dengan akhir bulan Juni  2013 telah mencapai areal seluas  1.002.294  hektar, yang terdiri dari Perkebunan Rakyat seluas 226.720 Ha  (22,67 %), Perkebunan Besar swasta seluas 758.337 Ha  (75,63 %) dan PTPN seluas 17.237 ha (1,7 %).  Dengan luasan tersebut berarti pelaksanaan program  telah tercapai sesuai dengan target RPJMD 2009-2013.

2. Produksi perkebunan secara keseluruhan juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar  27,83 persen setiap tahun yaitu dari 1.786.542 ton pada tahun 2008 menjadi 5.871.015 ton pada tahun 2012.  Capaian produksi tersebut lebih kurang 1.232.515 ton yang berasal dari perkebunan rakyat. Produksi kelapa sawit  mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu  rata-rata   29,13 persen per tahun yaitu dari 1,6 juta ton  TBS pada tahun 2008 (setara 366.148 ton CPO) menjadi 5,73 Juta ton TBS pada tahun 2012 (setara 1,03 juta ton CPO).  Produksi ini telah melampaui target dalam RPJMD yaitu sebesar 126 % dari target 4,5 juta ton pada tahun  2013.  Capaian produksi tersebut meliputi perkebunan rakyat sebesar 1.103.529 ton, Perkebunan Besar Swasta sebesar 4.357.752 ton dan PTPN sebesar 273.183. Selanjutnya pada  tahun 2013, produksi kelapa sawit ditargetkan mencapai 6.5 juta ton TBS  atau 144 % dari target RPJMD 2009-2013
3. Pengembangan perkebunan kelapa sawit harus terintegrasi dengan pembangunan pabrik pengolahan, dan seiring dengan semakin meningkatnya produksi TBS, maka dalam rangka pengolahan hasil tersebut sampai dengan tahun 2013 telah dibangun 60 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas keseluruhan 2.870 Ton TBS/Jam. Dari total 60 pabrik kelapa sawit, 49 pabrik kelapa sawit telah operasional dengan kapasitas keseluruhan 2.360 Ton TBS/Jam sedangkan 11 pabrik kelapa sawit dalam tahap pembangunan dengan rencana kapasitas 510 Ton TBS/Jam. Dalam rangka mendukung penyediaan energi untuk listrik, telah diintroduksikan dan dibangun pembangkit listrik dengan menggunakan bahan baku (gas methane) yang berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) sebagaimana yang telah dilakukan di PT. REA Kaltim Plantations yang merupakan best practice di Asia Tenggara, diharapkan langkah yang telah ditempuh oleh PT. REA Kaltim Plantations akan diikuti oleh PKS lainnya.
4. Dalam rangka percepatan pembangunan perkebunan rakyat, maka melalui program Revitalisasi Perkebunan selama periode tahun 2008-2013 telah difasilitasi melalui Bank Mandiri dan Bank BRI terbangunnya kebun sawit rakyat seluas 27.468 Ha yang melibatkan petani sebanyak 12.668 KK dan realisasi kredit sebesar Rp. 586,27  milyar.
5. Produksi padi sawah pada tahun 2008 mencapai 441.405 ton GKG terjadi peningkatan sehingga menjadi 454.793 ton GKG pada tahun 2013 (ARAM I Tahun 2013), sementara untuk padi ladang produksi pada tahun 2008 sebesar 144.625 ton GKG dan pada tahun 2013 menurun menjadi 112.181 ton GKG (ARAM I Tahun 2013). Dengan demikian, untuk total padi, produksi pada tahun 2008 sebesar 586.030 ton GKG terjadi penurunan menjadi 566.973 ton GKG pada ARAM I Tahun 2013. Penurunan ini disebabkan terjadinya penurunan luas tanam dan luas panen akibat konversi lahan dan serangan beberapa OPT utama seperti tikus dan penggerek batang serta adanya banjir dan kekeringan.
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6. Situasi Ketersediaan Pangan ditunjukan oleh ketersediaan energi, protein dan lemak. Tingkat ketersediaan energi tahun 2008 sebesar 2.470 kilokalori per kapita, tahun 2009 sebesar 2.478 kilokalori per kapita, tahun 2010 sebesar 2.482 kilokalori per kapita dengan pertumbuhan 0,24% dan tahun 2011 sebesar 2.413 kilokalori per kapita, pada tahun 2012 meningkat menjadi 2.492 kilokalori per kapita. Dan Tingkat ketersediaan protein perkapita tahun 2008 sebesar 70,55 Gram, tahun 2009 sebesar 71,02 Gram, tahun 2010 sebesar 72,00 Gram dengan pertumbuhan 1,02% dan tahun 2011 sebesar 72,33 gram, pada tahun 2012 meningkat menjadi  73,30 gram. Sedangkan tingkat ketersediaan lemak perkapita tahun 2008 sebesar 46,97 Gram, tahun 2009 sebesar 51,29 Gram, tahun 2010 sebesar 61,12 Gram dengan pertumbuhan 14,07% dan tahun 2011 sebesar 69,72 Gram. Ketersediaan energi di tahun 2012 mengalami peningkatan jika dibandingkan terhadap ketersediaan energi pada tahun 2011, hal ini disebabkan terjadinya peningkatan produksi beras yang mana pada tahun 2011 sebesar 552.616 ton sedangkan tahun 2012 sebesar 553.441 ton. Peningkatan produksi beras tersebut sangat berpengaruh terhadap ketersediaan energi karena sumber energi terbesar masih didominasi oleh beras. Jika dibandingkan dengan standar Angka Kecukupan Gizi yang ditetapkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, angka ketersediaan energi dan protein sudah melebihi angka yang menjadi standar. Adapun standar untuk ketersediaan energi adalah 2.200 kkal/kapita/hari dan standard untuk ketersediaan protein adalah 57 gram/kapita/hari. Sebagai koreksi untuk lemak tidak ada standar tertentu, yang mana asupan lemak ke dalam tubuh cenderung dihubungkan terhadap kondisi kesehatan seseorang. 
7. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras yang ditargetkan 1,5% per kapita pertahun yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI Tahun 2010, maka telah dikeluarkan instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Penganekaragaman Pangan di Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Timur. Program aksi yang telah dilaksanakan antara lain melalui dan telah pula diikuti instruksi beberapa Bupati/Walikota.  Program aksi yang telah dilaksanakan antara lain melalui Percepatan Gerakan Penganekaragaman Pangan yang dimulai dari sosialisasi di Sekolah Dasar/MI melalui pemberian KIT pada 70 SD/MI,  Pemberian Alat Pengolah Tepung untuk 40 KWT, tahun 2012 bertambah 20 KWT sehingga menjadi 60 KWT dan Pengembangan Tanaman Pekarangan oleh 110 Kelompok Wanita Tani di pedesaan, dan menjadi 190 kelompok tani di tahun 2012, sosialisasi di hotel, lembaga masyarakat dan PKK melalui Gerakan Lomba Cipta Menu Berbasis Pangan Lokal Non Beras dan Tepung. Gerakan ini mulai menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari aspek konsumsi  dari 80.50 pada tahun 2008 menurun menjadi  79.10  pada tahun 2009, pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi  82.90 dan turun di tahun 2011 menjadi 80.70, pada tahun 2012 diproyeksikan menjadi 81.20. Ketidakstabilan skor PPH dari aspek konsumsi sangat dipengaruhi oleh faktor budaya/kebiasaan masyarakat Kalimantan Timur dalam konsumsi pangan, dimana kelompok bahan pangan padi-padian/beras masih merupakan makanan pokok yang belum bisa tergantikan oleh kelompok pangan lainnya.
8. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan cadangan pangan masyarakat serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, telah dilaksanakan pengembangan Desa Mandiri Pangan sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 meliputi 31 Desa, dan pada tahun 2011 menjadi 47 desa dan tahun 2012 menjadi 53 desa termasuk desa inti dan desa replikasi. pembangunan Lumbung Pangan di 11 Unit pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 bertambah 7 unit, sehingga menjadi 18 unit (Anggaran APBD dan APBN). Dan untuk menjaga kestabilan tingkat harga pada saat panen raya, maka dilaksanakan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) pada 29 kelompok usaha Gapoktan di 12 Kabupaten/Kota pada tahun 2008 dan tahun 2009 menjadi 52 kelompok serta dalam tahun 2010 tidak mengalami perubahan. Pelaksanaan LDPM yang dimulai sejak tahun 2009 berlanjut tahun 2011 melalui tahapan Bansos, maka tahun 2012 sudah masuk ke Pasca Mandiri dan tetap dibina secara teknis dan adminsitrasi Gapoktannya karena keberadaan  LDPM ini diharapkan akan mampu menjaga stabilitas harga pada saat panen  ditingkat kelompok tani, meningkatkan cadangan pangan masyarakat serta memperkuat modal untuk memperoleh posisi tawar yang tinggi dan nilai tambah. Namun jumlah lembaga ini masih sangat perlu ditingkatkan sehingga bisa mencakup semua kawasan sentra produksi padi di Kalimantan Timur. 
9. Dalam upaya pelaksanaan program strategis pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan di pedesaan dan perbatasan, diperlukan SDM penyuluh yang cukup, handal dan berkualitas agar petani menjadi produktif, mandiri, dan berkemampuan manajerial dalam mengembangkan usaha tani. Jumlah penyuluh PNS tahun 2008 sebanyak                      558 orang, tahun 2009 sebanyak 635 orang dan tahun 2010 sebanyak 853 orang. Pada tahun 2011, penyuluh pertanian menjadi 855 orang. Tahun 2012 penyuluh PNS sebanyak 876 orang dan penyuluh THL sebanyak 338. Jumlah Penyuluh yang telah melakukan sertifikasi profesi penyuluh  sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak  367 Orang untuk Penyuluh Pertanian Terampil di provinsi dan 14 Kab/Kota, 405 Orang untuk Penyuluh Pertanian Ahli di Provinsi dan 14 Kab/Kota, 2 Orang untuk penyuluh pertanian ahli di BPTP totalnya 774 Orang penyuluh yang  bersertifikat profesi Penyuluh. Untuk mengapresiasi para penyuluh dan kelompok tani tersebut, Pemerintah  memberikan Perhargaan kepada Penyuluh Berprestasi setiap tahunnya dan dilaksanakan  pada acara HUT Kemerdekaan RI, dan pelatihan kepada penyuluh guna meningkatkan kemampuan.
10. Situasi Ketersediaan Pangan ditunjukan oleh ketersediaan energi, protein dan lemak. Tingkat ketersediaan energi tahun 2008 sebesar 2.470 kilokalori per kapita, tahun 2009 sebesar 2.478 kilokalori per kapita, tahun 2010 sebesar 2.482 kilokalori per kapita dengan pertumbuhan 0,24% dan tahun 2011 sebesar 2.413 kilokalori per kapita, pada tahun 2012 meningkat menjadi 2.492 kilokalori per kapita. Sedangkan sampai dengan semester I tahun 2013 tingkat ketersediaan energi mencapai 2.493 kilokalri per kapita per hari. Dan Tingkat ketersediaan protein perkapita tahun 2008 sebesar 70,55 Gram, tahun 2009 sebesar 71,02 Gram, tahun 2010 sebesar 72,00 Gram dengan pertumbuhan 1,02% dan tahun 2011 sebesar 72,33 gram, pada tahun 2012 meningkat menjadi 73,30 gram serta tahun 2013 ditargetkan 78,00 gram per kapita per hari. Sedangkan tingkat ketersediaan lemak perkapita tahun 2008 sebesar 46,97 Gram, tahun 2009 sebesar 51,29 Gram, tahun 2010 sebesar 61,12 Gram dengan pertumbuhan 14,07% dan tahun 2011 sebesar 69,72 Gram. Ketersediaan energi di tahun 2012 mengalami peningkatan jika dibandingkan terhadap ketersediaan energi pada tahun 2011, hal ini disebabkan terjadinya peningkatan produksi beras yang mana pada tahun 2011 sebesar 552.616 ton sedangkan tahun 2012 sebesar 553.441 ton. Peningkatan produksi beras tersebut sangat berpengaruh terhadap ketersediaan energi karena sumber energi terbesar masih didominasi oleh beras. Jika dibandingkan dengan standar Angka Kecukupan Gizi yang ditetapkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, angka ketersediaan energi dan protein sudah melebihi angka yang menjadi standar. Adapun standar untuk ketersediaan energi adalah 2.200 kkal/kapita/hari dan standar untuk ketersediaan protein adalah 57 gram/kapita/hari. Sebagai koreksi untuk lemak tidak ada standar tertentu, yang mana asupan lemak ke dalam tubuh cenderung dihubungkan terhadap kondisi kesehatan seseorang. 

11. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras yang ditargetkan 1,5% per kapita pertahun yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI Tahun 2010, maka telah dikeluarkan instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Penganekaragaman Pangan di Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Timur. Program aksi yang telah dilaksanakan antara lain melalui dan telah pula diikuti instruksi beberapa Bupati/Walikota.  Program aksi yang telah dilaksanakan antara lain melalui Percepatan Gerakan Penganekaragaman Pangan yang dimulai dari sosialisasi di Sekolah Dasar/MI melalui pemberian KIT pada 70 SD/MI,  Pemberian Alat Pengolah Tepung untuk 40 KWT, tahun 2012 bertambah 20 KWT sehingga menjadi 60 KWT dan Pengembangan Tanaman Pekarangan oleh 110 Kelompok Wanita Tani di pedesaan, dan menjadi 190 kelompok tani di tahun 2012 dan bertambah 100 kelompok di tahun 2013, sosialisasi di hotel, lembaga masyarakat dan PKK melalui Gerakan Lomba Cipta Menu Berbasis Pangan Lokal Non Beras dan Tepung. Gerakan ini mulai menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari aspek konsumsi  dari 80.50 pada tahun 2008 menurun menjadi  79.10  pada tahun 2009, pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi  82.90 dan turun di tahun 2011 menjadi 80.70, pada tahun 2012 81.20 dan diproyeksikan tahun 2013m enjadi 90.00. Ketidakstabilan skor PPH dari aspek konsumsi sangat dipengaruhi oleh faktor budaya/kebiasaan masyarakat Kalimantan Timur dalam konsumsi pangan, dimana kelompok bahan pangan padi-padian/beras masih merupakan makanan pokok yang belum bisa tergantikan oleh kelompok pangan lainnya.

12. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan cadangan pangan masyarakat serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, telah dilaksanakan pengembangan Desa Mandiri Pangan sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 meliputi 31 Desa, dan pada tahun 2011 menjadi 47 desa dan tahun 2012 menjadi 53 desa termasuk desa inti dan desa replikasi, sedangkan tahun 2013 dikembangkan di Kawasan Perbatasan sebanyak 6 Desa. Pemberdayaan dan pembangunan Lumbung Pangan dilakukan sejak tahun 2009 dengan 10 Unit, Tahun 2010 4 Unit, Tahun 2012 2 Unit dan Tahun 2013 3 Unit, sehingga menjadi 19 unit (Anggaran APBD dan APBN). Dan untuk menjaga kestabilan tingkat harga pada saat panen raya, maka dilaksanakan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) pada 29 kelompok usaha Gapoktan di 12 Kabupaten/Kota pada tahun 2008 dan tahun 2009 menjadi 52 kelompok serta dalam tahun 2010 tidak mengalami perubahan. Pelaksanaan LDPM yang dimulai sejak tahun 2009 berlanjut tahun 2011 melalui tahapan Bansos, maka tahun 2012 sudah masuk ke Pasca Mandiri dan tetap dibina secara teknis dan adminsitrasi Gapoktannya karena keberadaan LDPM ini diharapkan akan mampu menjaga stabilitas harga pada saat panen  ditingkat kelompok tani, meningkatkan cadangan pangan masyarakat serta memperkuat modal untuk memperoleh posisi tawar yang tinggi dan nilai tambah. Namun jumlah lembaga ini masih sangat perlu ditingkatkan sehingga bisa mencakup semua kawasan sentra produksi padi di Kalimantan Timur. 

13. Dalam upaya pelaksanaan program strategis pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan di pedesaan dan perbatasan, diperlukan SDM penyuluh yang cukup, handal dan berkualitas agar petani menjadi produktif, mandiri, dan berkemampuan manajerial dalam mengembangkan usaha tani. Jumlah penyuluh PNS tahun 2008 sebanyak 558 orang, tahun 2009 sebanyak 635 orang dan tahun 2010 sebanyak 853 orang. Pada tahun 2011, penyuluh pertanian menjadi 855 orang. Tahun 2012 penyuluh PNS sebanyak 876 orang dan penyuluh THL sebanyak 338, sedangkan tahun 2013penyuluh PNS sebanyak 836 orang dan THL-TB PP/PPK 323 orang serta penyuluh swadaya 114 orang. Penyuluh swadaya diperlukan untuk mengisi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh penyuluh PNS maupun tenaga kontrak.  Jumlah Penyuluh yang telah melakukan sertifikasi profesi penyuluh  sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 367 Orang untuk Penyuluh Pertanian Terampil di Provinsi dan 14 Kab/Kota, 405 Orang untuk Penyuluh Pertanian Ahli di Provinsi dan 14 Kab/Kota, 2 Orang untuk penyuluh pertanian ahli di BPTP totalnya 774 Orang penyuluh yang  bersertifikat profesi Penyuluh. Untuk mengapresiasi para penyuluh dan kelompok tani tersebut, Pemerintah  memberikan Perhargaan kepada Penyuluh Berprestasi setiap tahunnya dan dilaksanakan pada acara HUT Kemerdekaan RI, dan pelatihan kepada penyuluh guna meningkatkan kemampuan.

14. Dalam upaya untuk mewujudkan swasembada beras, telah dilakukan pencetakan sawah baru pada tahun 2008 seluas 2.023 Hektar, pada tahun 2009 seluas 800 Hektar, pada tahun 2010 seluas 600 Hektar, pada tahun 2011 seluas 2.604 Hektar, tahun 2012 seluas 5.950 Hektar. Sedangkan pada tahun 2013ditargetkan seluas 1.850 Hektar. Sehingga total cetak sawah sejak 2008 – 2013 adalah seluas 13.827  Hektar. Lokasi kegiatan tersebar di 10 Kabupaten (Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan, Malinau dan Nunukan dan Tana Tidung). Untuk mengimbangi alih fungsi lahan pertanian  menjadi lahan non pertanian sekitar 2.605 Hektar pertahun diperlukan penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, yang melarang terjadinya alih fungsi lahan pertanianpangan berkelanjutan. Saat ini telah terbit Perda, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. Perda ini perlu ditindak lanjuti oleh Bupati/Wakil Bupati dengan menerbitkan Perda turunan tentang Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
15. Optimasi Lahan : pada tahun 2008 seluas 690 ha, pada tahun 2009 seluas 950 ha, pada tahun 2010 seluas 335 ha, pada tahun 2011 seluas 150 ha, tahun 2012 seluas 4.110 ha. Sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan seluas 3.500 ha. Sehingga total Optimasi Lahan  sejak 2008 – 2013 adalah seluas 9.735 ha. Lokasi kegiatan tersebar di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. 

16. Pembangunan Jaringan Irigasi (Jaringan Irigasi Desa / Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) : pada tahun 2008 seluas 1.600  ha, pada tahun 2009 seluas 1.050  ha, pada tahun 2010 seluas 1.425  ha, pada tahun 2011 seluas 3.190 ha, tahun 2012 seluas 8.400 ha. Sedangkan pada tahun 2013ditargetkan seluas 12.485  ha. Sehingga total Pembangunan Jaringan Irigasi sejak 2008 – 2013 adalah seluas 28.150 ha, lokasi kegiatan berada  di 10 Kabupaten (Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan, Malinau dan Nunukan dan Tana Tidung).

17. Pembangunan Jalan Usaha Tani  :  pada tahun 2008 sepanjang 16,3 km, pada tahun 2009 sepanjang 26,48 km, pada tahun 2010 sepanjang 6 km, pada tahun 2011 sepanjang 3 km, tahun 2012 sepanjang 1 km. Sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan sepanjang 48 km. Sehingga total Pembangunan Jalan Usaha Tani  sejak 2008 – 2013 adalah sepanjang 100,78 km, lokasi kegiatan berada di 12 Kabupaten/Kota (Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan, Malinau dan Nunukan dan Tana Tidung, Balikpapan dan Samarinda).

18. Pembangunan Pintu Air : pada tahun 2009 sebanyak 60 unit, tahun 2010 sebanyak 5 unit, tahun 2012 sebanyak 30 unit. Sedangkan target pada tahun 2013 sebanyak 117 unit. Sehingga total pembangunan pintu air sejak            2008 – 2013 adalah sebanyak 212 unit.  Alokasi kegiatan pada 8 Kabupaten/Kota yaitu Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kutim, Berau, Bulungan, Nunukan dan Samarinda).

19. Bantuan Pestisida untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, sejak tahun 2008 – 2013 telah dialokasikan bantuan pestisida dengan total volume 31.051 paket, dengan rincian pada tahun 2009 sebanyak 1.583 paket, tahun 2010 sebanyak 1.463 paket, tahun 2011 sebanyak 4.743 paket, tahun 2012 sebanyak 13.469 paket. Sedangkan target alokasi pada tahun 2013 adalah sebanyak 9.793 paket. Lokasi bantuan pada 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

20. Realisasi pupuk bersubsidi: alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2008 volume sebesar 28.425 ton, pada tahun 2009 sebesar 28.632 ton, pada tahun 2010 sebesar 35.336 ton, pada tahun 2011 sebesar 45.819 ton, pada tahun 2012   sebesar 58.391 ton. Sedangkan target pada tahun 2013 sebesar 49.750 ton. Lokasi bantuan pupuk bersubsidi adalah di  14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

21. Dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura,  maka sejak tahun 2008 – 2013 telah dilakukan kegiatan – kegiatan :

a. Pengembangan kawasan durian/lai dengan total luasan : 808 ha, rinciannya adalah  pada tahun 2008 seluas 150 ha, tahun 2009 seluas 200 ha, tahun 2010 seluas 175 ha, tahun 2011 seluas 76 ha, tahun 2012 seluas 187 ha dan  rencana  tahun  2013  seluas  20 ha.  Lokasi   kegiatan  berada    di 7 Kabupaten yaitu Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Berau, Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung.

b. Pengembangan kawasan Jeruk, total luasan 1.511 ha, dengan rincian pada tahun 2008 luas pengembangan 350 ha, tahun 2009 seluas 330 ha, tahun 2010 seluas 220 ha, tahun 2011 seluas 171 ha, tahun 2012 seluas 40 ha. Adapun target tahun 2013 seluas 400 ha. Lokasi kegiatan berada di 8 Kabupaten, yaitu Paser, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan dan Nunukan.

c. Pengembangan kawasan pepaya mini dengan total luas 123 ha berada di 2 Kota, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Luas pengembangan pada tahun 2008 seluas 18 ha, tahun 2009 seluas 15 ha, tahun 2011 seluas 20 ha, tahun 2012 seluas 50 ha. Adapun target pengembangan tahun 2013 adalah seluas 20 ha.

d. Pengembangan kawasan pisang. Luas total pengembangan kawasan pisang mencapai  1.229 ha, dengan rincian pada tahun 2008 seluas 404 ha, tahun 2009 seluas 270 ha, tahun 2010 seluas 275 ha, tahun 2011 seluas 103 ha dan tahun 2012 seluas 77 ha. Sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan luas pengembangan 100 ha. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 Kabupaten sentra pisang, yaitu  Paser, Kukar, Kutim dan Nunukan.

22. Realisasi bantuan alat mesin pertanian : pada tahun 2008 realisasi bantuan Hand Tracktor mencapai 28 unit; pada tahun 2009, bantuan Handr Tracktor 19 unit; pada tahun 2010, bantuan Hand Traktor mencapai 20 unit, Power Thraser mencapai 38 unit, Penggilingan Padi 7 unit; pada tahun 2011, bantuan Hand Traktor mencapai 50 unit, Power Threser 5 unit, Cultivator 7 unit; pada tahun 2012, bantuan Hand Traktor mencapai 50 unit, Power Theser 25 unit, Cultivator 29 unit dan Penggilingan Padi 22 unit; Sementara target pada tahun 2013, Hand Traktor mencapai 140 unit, Power Threser 28 unit, Cultivator 46 unit dan Penggilingan Padi 2 unit. Lokasi bantuan berada di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
23. Dalam  upaya membangun kemandirian pangan dalam mengantisipasi melonjaknya harga beras dan pemanasan global, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Bulungan membangun Food Estate di Delta Kayan Bulungan yang memiliki potensial areal 50.000 Ha. Pada tahun 2010 ini telah selesai dibuat Masterplan oleh Pemkab Bulungan dan  telah   menarik   minat PT. Sang Hyang Sri untuk berinvestasi yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Dirut   PT.SHS dengan Bupati Bulungan, disaksikan Gubernur pada tanggal 27 September 2010. Telah dilakukan penanaman perdana sekaligus peresmian Delta Kayan Food Estate oleh Menteri Pertanian RI tanggal 26 September 2011. Perkembangan  terakhir (data Juli 2013), luas lahan  tersedia  untuk  Food / Rice  Estate   seluas   279.476  ha, masing - masing di Kabupaten Paser 4.982 ha, Penajam Paser Utara 1.400 ha, Kukar  23.845  ha,  Kutim  62.630 ha, Kubar     71.000 ha, Berau 13.901 ha, Bulungan  50.000 ha,  Malinau  2.745  ha,  Nunukan  46.700 ha, Tana Tidung 2.873 ha. Realisasi kegiatan di Kabupaten Bulungan PT. Nusa Agro Mandiri (PT. NAM) mendapat ijin lokasi untuk budidaya tanaman pangan seluas 1.980 ha melalui SK Bupati No. 522.1/28/EK/IL-VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 dan pada tanggal 16 Juni 2013 melakukan panen perdana dengan hasil ubinan 5,2 GKP/Ha, selanjutnya merencanakan pembukaan baru seluas 300 ha. Pekerjaan akan dilakukan secara mekanisasi, dimana beberapa peralatan sudah didatangkan seperti rice transplanter, rice thresher, rice reaper, hand traktor dan rice milling unit, dan dalam waktu dekat juga akan didatangkan 4 wheel traktor.
24. Pada 5 September 2012 dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Food Estate. Kemudian pada tanggal                       08–10 Oktober 2012 dilaksanakan Workshop Dalam rangka Kesiapan Permesinan dan Alsintan untuk mendukung  program Nasional Rice - Food Estate di Kalimantan Timur oleh Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

25. Program kredit pangan sejahtera yang pembiayaannya bersumber dari Dana Pendapatan Daerah Kalimantan Timur telah di launching oleh Gubernur Kalimantan Timur Bersama DIrektur Utama BPD Kaltim pada bulan Januari 2013. Hingga akhir Juli 2013 telah terrealisasi Kredit Pangan Sejahtera sebesar Rp.216 Milyar kepada sejumlah Kelompok Tani dan Koperasi Pertanian.
26. Sub sektor peternakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari 101.176 ekor sapi di tahun 2009, meningkat menjadi 108.460 ekor   di tahun 2010. Tahun 2011 dilaksanakan sensus ternak sapi dan kerbau, populasi ternak sapi mencapai 98.699 ekor, tahun 2012 mencapai 108.648 ekor dan sampai dengan akhir Juni tahun 2013 menjadi 116.797 ekor.  Populasi babi sebanyak 87.568 ekor pada tahun 2009, tahun 2010 menjadi 95.381 ekor,  mencapai 95.463 ekor pada tahun 2011, tahun 2012 menjadi 88.154 ekor dan sampai dengan akhir Juni tahun 2013 menjadi 89.917 ekor. Populasi ayam buras pada tahun 2009 sebanyak 4.312.760 ekor, tahun 2010 menjadi 5.292.348 ekor mencapai 5.684.150 ekor tahun 2011 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 6.154.992 ekor, sampai dengan akhir Juni tahun 2013 sebanyak 6.278.092 ekor. Untuk populasi ayam petelur pada tahun 2009 sebanyak 1.370.150 ekor, menjadi 1.438.658 ekor  tahun 2010, mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 1.342.572 ekor dikarenakan terjadinya kasus AI/Avian Influenza (Flu Burung) dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.587.496 ekor, sampai dengan akhir Juni tahun 2013 sebanyak 1.619.246 ekor. Populasi ayam broiler/pedaging pada tahun 2009 sebanyak 39.485.000 ekor, menurun menjadi 36.510.354 ekor tahun 2010 dan 36.607.757 ekor tahun 2011 terjadinya penurunan dikarenakan terjadinya kasus AI/Avian Influenza (Flu Burung)dan meningkat tahun 2012 menjadi sebanyak 41.255.740 ekor, sampai dengan akhir Juni tahun 2013 sebanyak 42.080.855 ekor. Sedangkan populasi itik pada tahun 2009 sebanyak 192.959 ekor, tahun 2010 menjadi 218.893 ekor, tahun 2011 meningkat menjadi 223.820 ekor  dan pada tahun 2012 menurun menjadi 218.479 ekor disebabkan karena permintaan akan daging meningkat sehingga terjadi pemotongan, sampai dengan akhir Juni tahun 2013 sebanyak 220.664 ekor.
27. Kegiatan lainnya yang dilakukan pada tahun 2010 adalah pembangunan Puskeswan 2 unit  di Kabupaten Paser dan Kutai Barat, pembuatan kios daging 10 unit di Kabupaten Berau, pengadaan peralatan RPU 2 paket di Balikpapan dan Samarinda. Pada tahun 2011 dibangun RPU di Penajam Paser Utara, Paddock di Paser dan Pabrik Pakan Mini di UPTD Api-Api Penajam Paser Utara. Pada tahun 2012, dibangun Puskeswan 2 unit di Balikpapan dan Bulungan, sedangkan check point di Nunukan.

28. Telah digalakkan Program Kredit Ternak Sejahtera melalui Bankaltim untuk membantu peternak dalam peningkatan skala usaha yang akan merubah usaha sambilan menuju ke usaha peternakan sebagai cabang usaha maupun usaha pokok. Pada tahun 2010 telah disalurkan dana lebih dari Rp. 3.547 Milyar kepada Peternak yang berada di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau. Pada tahun 2011 realisasi Kredit Ternak Sejahtera sebesar Rp. 5,405 Milyar yang disalurkan di 13 Kabupaten/Kota. Tahun 2012, realisasi meningkat menjadi Rp. 8 milyar, sampai dengan akhir Juni 2013 Kredit Ternak Sejahtera telah terealisasi sebesar Rp. 409.026.666,- 

29. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mampu meraih dua Penghargaan P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan) Award, yakni Penghargaan Citra Produk Berdaya Saing 2012 dan Grand Citra Produk Pertanian Berdaya Saing 2012 pada tanggal 19 Desember 2012 oleh Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian.


30. Produksi perikanan Kalimantan Timur yang bersumber dari perikanan tangkap dan  perikanan budidaya umum tahun 2009 sebesar 129.199,7 Ton dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 308.621 Ton atau meningkat sebesar 30,34 %. Pada tahun 2011 produksi mencapai 378.830,00 Ton. Tahun 2012 produksi perikanan mencapai 398.323,4 ton 
31. Produksi perikanan sebagaimana yang disebutkan di atas didukung oleh armada perikanan tangkap laut sebanyak 35.478 unit pada tahun 2008 menjadi 37.151 unit tahun 2009 atau naik sebesar 5,7%, tahun 2010 berjumlah 26.494 unit dan tahun 2011 berjumlah 28.732 unit atau naik 8,45%, tahun 2012 27.518 unit. Armada diperairan umum pada tahun 2008 berjumlah  26.470 unit dan tahun 2009 berjumlah 25.817 unit atau turun sebesar 2,47%, untuk tahun 2010 berjumlah 17.010 unit dan tahun 2011 berjumlah 26.080 unit, tahun 2012 berjumlah tetap 26.080 unit. Luas usaha perikanan dari kegiatan budidaya tambak pada tahun 2009 seluas 89.247 Ha, budidaya kolam seluas 4.262 Ha dan budidaya laut seluas 3.423,9 Ha. Pada tahun 2010  luas usaha budidaya tambak mencapai 175.344 Ha, budidaya kolam seluas 4.838 Ha dan budidaya laut/pantai seluas 4.911 Ha. Tahun 2011 luas usaha budidaya tambak mencapai 152.419 Ha, budidaya kolam seluas 2.129 Ha dan budidaya laut/pantai seluas 6.444 Ha. Sampai tahun  2012 luas usaha budidaya tambak mencapai 152.419 Ha, budidaya kolam seluas 2.129 Ha, dan budidaya laut/pantai seluas 6.444 Ha. 
32. Dalam rangka revitalisasi perikanan tangkap akan dikembangkan kapasitas tangkap dari 5 Gross Ton (GT) menjadi 30 GT secara bertahap. Dalam tahun 2011 tersedia 7 unit kapal 30 GT dengan alat tangkap Pursesaine, tahun 2012 menjadi 9 unit kapal 30 GT dengan alat tangkap Pursesaine. Perikanan Pembudidaya menyerap tenaga kerja sebanyak 62.974 orang, sedangkan Perikanan Tangkap menyerap tenaga kerja sebanyak 79.674 orang. 
33. Di bidang perikanan budidaya produksi Udang Windu Kalimantan Timur yang dikembangkan secara tradisional telah membarikan kontribusi yang sangat baik terutama dalam menunjang ekspor udang nasional. Dalam data tiga tahun terakhir produksi Udang Windu hasil budidaya merupakan produksi terbesar di Indonesia dan memberikan harga tertinggi di tingkat Internasional.
34. Data BPS 2012 menunjukkan bahwa konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Timur telah mencapai sekitar 58 kg / kapita / tahun, ini merupakan konsumsi terbesar di Indonesia. Kondisi ini akan terus dipacu terutama untuk konsumsi bagi anak-anak balita sebagai penunjang protein hewani.
35. Dalam rangka pengembangan Kalimantan Timur sebagai provinsi koperasi, di Kalimantan Timur telah berkembang unit-unit koperasi dari 4.128 unit pada tahun 2009 menjadi 4.578 unit pada tahun 2010 dan 5.128 unit pada tahun 2011. Jumlah anggota tahun 2011 dari 411.426 orang meningkat 5,4% dari jumlah anggota tahun 2010 sejumlah 390.348 orang. Pada Tahun 2012, jumlah koperasi sebanyak 6.141 unit dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 419.661 orang.
36. Dalam bidang usaha kecil dan menengah, Pada tahun 2011 telah dikembangkan 18.368 unit Usaha Mikro 388.886 unit usaha kecil dan 859 unit usaha menengah dengan klasifikasi usaha terdiri dari 316.185 unit usaha industri, 55.028 unit usaha perdagangan. dan 35.900 unit usaha jasa. Pada tahun 2012, telah dikembangkan 20.524 unit usaha mikro 406.006 unit usaha kecil dan 908 unit usaha menengah dengan klasifikasi usaha terdiri dari 329.210 unit usaha industri, 58.002 unit usaha perdagangan. dan 37.621 unit usaha jasa.
37. Untuk pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Pada tahun 2010 telah di salurkan dana bantuan kredit dari Bankaltim kepada kelompok-kelompok usaha sebesar  Rp.1,76 Trilyun yang tersalur kepada 6.290 debitur serta kepada petani dan nelayan melalui program Kredit Sawit Sejahtera sebesar Rp.1,03 Milyar, program Ternak Sejahtera sebesar Rp.3,47 Milyar dan Kredit Perikanan Sejahtera Rp.1,35 Milyar. Tahun 2012 Bankaltim menyalurkan dana sebesar 2,9 Trillyun dari target sebesar 5,1 Trillyun bagi 7.500 debitur untuk kredit pengembangan UMKM dan kredit padi sejahtera, sawit sejahtera, keramba sejahtera, ternak sejahtera. 
38. Capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2011, yaitu mencapai Rp.1.666 Trilyun atau naik 79,24% dari capaian tahun 2010. Pada Tahun 2012 mencapai 2,413 Trilyun. Sejak tahun 2009 KUR sebesar Rp.370,50 Milyar rupiah dan tahun 2010                    Rp.929,44 Milyar. Kenaikan ini merupakan salah satu faktor yang secara tidak langsung menunjang peningkatan ekonomi Kalimantan Timur. 
39. Pembangunan Sektor kepariwisataan selama kurun waktu 2009 hingga 2012 antara lain peningkatan sarana prasarana pariwisata, peningkatan SDM pariwisata, pemberdayaan masyarakat, serta promosi pariwisata.
40. Pengembangan obyek wisata pada tahun 2009 sebanyak 393 obyek wisata, meningkat pada tahun 2012 menjadi 550 obyek wisata. Pada 2011 merehap balai adat desa budaya Pampang, Pembuatan Tempat Parkir Air Terjun Tanah Merah serta Pembuatan Parkir di Kebun Raya Samarinda (KRUS) Samarinda; Penataan Obyek Wisata Yupai Sumaring, Krayan Kab. Nunukan; Penataan Obyek Wisata Waduk Panji Sukorame Kab. Kutai Kartanegara; Pada 2012 untuk meningkatkan Destinasi Wisata dengan kegiatan Pemberian apresiasi terhadap Kabupaten/Kota dengan memberikan panji-panji keberhasilan pembangunan dibidang kepariwisataan; Pembuatan papan nama obyek wisata unggulan di Pulau Derawan dan Kab. Paser; Pembuatan Toilet Permanen untuk obyek wisata di Kota Tarakan, Bontang, Balikpapan, Samarinda dan Kab. Kukar; renovasi balai adat terapung serta renovasi rumah penjaganya di Danau Bahadaq Kab. Kutai Barat. Peningkatan SDM Melaksanakan workshop pengemasan produk wisata di Kab. Berau dan Kota Balikpapan; pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata di Kab. Bulungan dan Nunukan.
41. Kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur untuk tahun 2009 sebanyak 1.155.674 orang terdiri dari Wisman 23.768 orang dan Wisnus 1.131.906 orang dengan pendapatan yang bersumber dari Wisnus Rp.393,93 Milyar dan Wisman US$ 23.77 juta. Melakukan Pameran pariwisata lima kali di luar daerah dan satu kali di Samarinda.
42. Pada Tahun 2010 jumlah  wisatawan sebanyak 1.199.036 orang (Wisman 24.410 orang dan Wisnus 1.174.626 orang) dengan pendapatan US$ 24,41 juta dan Rp.41,69 Milyar atau meningkat 2,7% dari tahun 2009. Melakukan Pameran Pariwisata di luar daerah sebnyak sembilan kali dan dua kali di Samarinda.
43. Tahun 2011 kunjungan wisatawan sebanyak 1.278.591 orang (Wisman 25.264 orang) dan Wisnus  1.253.327 orang) dengan pendapatan yang bersumber dari Wisman US$ 25,264 Juta dan Wisnus Rp.451,19 Milyar. Melakukan pameran pariwisata sebanyak sebelas kali dalam dan luar daerah.
44. Tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.326.148 orang (Wisman 26.148 orang dan wisnus 1,3 juta orang) dengan pendapatan yang bersumber dari wisman US$ 26,14 Juta dan wisnus Rp. 468 Milyar, dengan pameran pariwisata empat kali di dalam daerah dan sembilan kali di luar daerah.
45. Jumlah Sanggar Seni dan Seni Budaya yang terbina mulai tahun 2010 mencapai 778 sampai dengan tahun 2012 mencapai 784 Sanggar Seni. Sedangkan Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan terus meningkat, tahun 2010 mencapai 36 Buah meningkat di tahun 2011 dan 2012 yaitu mencapai 64 buah. Dengan kegiatan event besar adalah pelaksanaan Festival Kemilau Seni Budaya Benua Etam yang dilaksakan setiap tahun dari tahun 2007 yang diikuti semua Kab/ Kota untuk menjaga dan melestarikan seni budaya masyarakat Kalimantan Timur. Begitu juga dengan kegiatan Taman Budaya dan Museum Negeri Mulawarman Tenggarong yang dalam beberapa tahun ini sedang menyelesaikan pembangunan Gedung Museum baru yang lebih besar, nyaman dan representatif sebagai museum provinsi.
46. Pelaksanaan Program Kegiatan Kebudayaan Pariwisata sampai dengan Semester Pertama Tahun 2013 sesuai dengan perencanaan awal selain itu pelaksanaan kegiatannya mengikuti jadwal waktu kegiatan yang sudah direncakanan waktunya terkait dengan event seni budaya. Untuk promosi pariwisata telah dilaksanakan enam kali dari sebelas kali rencana pameran; kegiatan Festival Derawan 2013 terlaksana sekitar 25 % pelaksanaannya; pelatihan perfileman; audisi gita bahana nusantara sebagai partisipasi HUT RI; Sosialisasi program Kegiatan Ekonomi Kreatif; Lomba Penulisan Cerita Rakyat; Explore exotica Borneo di TMII; Penyluhan Sadar Wisata terlaksana di 4 Kab/Kota dari 6 kali rencana; Sosialisasi Sertifikasi dan Standarisasi Karyawan dan Usaha Perhotelan; Pengawasan Persyaratan dasar Hotel terlaksana di 4 Kab/Kota dari 6 rencana; table top meeting (merupakan kegiatan pertemuan antara penjual paket wisata dan pembelinya) terlaksana 2 kali dari 4 kali rencana; serta penamplan masakan khas Kaltim di Jakarta. Untuk kegiatan pembangunan destinasi wisata sampai kurun semester I ini jga sudah menyelesaikan perenncanaan-perencanaan kegiatan; Pemagaran Pantai Manggar dalam pengerjaan serta Pembangunan Balai Adat Tumenggung Merta di Kutai Barat; Pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata.
47. Selain itu, Kepulauan Derawan Kabupaten Berau Kalimantan Timur ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai salah satu dari 15 Destinasi Unggulan/ Destination Management Organization (DMO) di Indonesia bersama dengan Pulau Sabang di Aceh, Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Kota Tua Provinsi DKI Jakarta, Borobudur Provinsi Jawa Tengah, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru Provinsi Jawa Timur, Tanjung Puting Provinsi Kalimantan Tengah, Bunaken Provinsi Sulawesi Utara, Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Raja Ampat Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Bali, hal ini mendorong dalam pembangunan peningakatan pengembangan sarana prasarananya untuk pengelolaan yang lebih baik serta dukungan dari masyarakat. Wujud dari penetapan sebagai salah satu DMO tersebut pada tahun 2013 ini Festival Derawan masuk sebagai salah satu agenda dari rangkaian kegiatan internasional Sail Komodo 2013. Untuk mendukung pengembangan wisata bahari di gugusan Pulau Derawan, pada tahun 2011 sudah mulai dibangun bandara di Pulau Maratua Kabupaten Berau. Disamping itu juga dikembangkannya museum Mulawarman di Kutai Kartanegara.

48. Sektor kehutanan pada tahun 2008 lahan kritis seluas 5.762.225 Ha ditargetkan tahun 2013 turun menjadi 3.402.536 Ha melalui kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan serta program  “one man five trees” sebanyak 7.628.145 pohon. Luas lahan kritis pada tahun 2009 mengalami penurunan dari 5.186.002 Ha menjadi 4.663.352 Ha pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 2.622.681,49 Ha dan tahun 2012 mencapai                   2.594.324,27 Ha. Jumlah titik api (hotspot) pada tahun 2008 sebanyak 1.141 titik, menurun menjadi 2.028 titik tahun 2009 dan 1.115 titik tahun 2010. Pada 2011 bertambah menjadi 1.179 titik, karena adanya musim kemarau. Pada tahun 2012 mencapai 1.507 titik dan hingga sampai dengan bulan juni 2013 mencapai 367 titik.

49. Pelaksanaan program Kalimantan Timur Hijau berupa kegiatan penanaman berbagai jenis tumbuhan pada daerah-daerah lahan kritis, eks tambang dan lokasi lainnya melalui program 1 orang  5 pohon (one man five trees). Pada tahun 2010 telah dilakukan penanaman di seluruh Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut bantuan subsidi Provinsi ke Kabupaten/Kota yang rata-rata bantuannya sebesar Rp.500 juta per Kabupaten/Kota. Dukungan dari pihak swasta antara lain; PT. Total Indonesia pada tahun 2010 yang berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur telah melakukan penanaman mangrove di kawasan Delta Mahakam sebanyak 10 juta pohon dan BPD Kalimantan Timur menanam 1.000 pohon tahun 2011. Pada tahun 2011 telah dilakukan penanaman sejumlah 21 Juta Pohon. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan penanaman mangrove di Kecamatan Marangkayu sebanyak 20 ribu pohon pada tahun 2009 dan telah dilaksanakan kegiatan pengamanan hutan lindung di Kabupaten Nunukan, hutan lindung Sungai Wain di Kota Balikpapan serta konservasi kawasan hutan lindung. Pada tahun 2008 mangrove mengalami kerusakan berat seluas 329.579 Ha dan terus mengalami perbaikan dengan menanam pohon mangrove dan pemeliharaan, diantaranya Marangkayu dan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanjung Batu Kabupaten Berau, sehingga pada tahun 2011 mengalami penurunan kerusakan seluas 178.202 Ha atau turun 15,05%. Selain mangrove telah dilakukan monitoring Terumbu Karang di lima Kabupaten/Kota, hasil menunjukkan bahwa  kondisi mangrove rata-rata berada pada kategori baik; diantaranya Kabupaten/Kota Nunukan, Paser, Bontang, Berau dan Paser Penajam Utara. Kerusakan padang lamun dan terumbu karang salah satu penyebabnya adalah bom ikan dan sedimentasi. 
50. Dalam rangka mendukung tekad Pemerintah untuk mengurangi emisi karbon, Pemeritah Provinsi Kalimantan Timur kita bersama semua elemen masyarakat telah mendeklarasikan program Kaltim Hijau pada Kaltim Summit 2010 pada Tanggal 7 Januari 2010, sebagai komitmen pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan (green development).
51. Saat ini Kaltim juga aktif dalam pembangunan demonstration activity (DA) pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD). Kabupaten Berau dan Kabupaten Malinau menjadi dua kabupaten pertama yang terlibat dalam DA-REDD yang akan di dukung oleh Pemerintah Jerman (melalui GTZ, KfW) dan TNC. Demonstration Activities (DA) – Reducing Emission from Deforestation dan Forest Degradation (REDD) kerjasama Pemerintah Indonesia-Jerman di Kaltim, merupakan bagian dari Forests and Climate Change Program (FORCLIME), yang terbagi kedalam dua fase, yaitu mendukung kegiatan readiness dan investasi dalam implementasi DA di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Malinau dan Berau. 
52. Kalimantan Timur juga mencanangkan Program OMFIT (One Man Five Trees) periode 01 Februari 2011 hingga 31 Januari 2013 telah berhasil menanan pohon sebanyak 128.004.400 pohon.
53. Kalimantan Timur berkomitmen untuk beralih ke jalur pembangunan berbasis perubahan iklim. Bagi Provinsi yang sedang mengembangkan perekonomian seperti Kaltim, tidak akan memilih opsi menurunkan emisi jika hal ini akan menahan pertumbuhan ekonomi, dan oleh karena itu strategi yang dipilih adalah pembangunan ekonomi dan mitigasi CO2 dapat di kuatkan secara bersama sama. Strategi tersebut dtuangkan dalam dokumen strategi dan Rencana Aksi Penurunan Emisi. 
54. Kalimantan Timur telah memiliki 3 dokumen Strategi  dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon yaitu :
a. Dokumen Strategi Pembangunan Kalimantan Timur Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

b. Dokumen Rencana Aksi Daerah penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang telah di legalkan berdasarkan keputusan Gubernur No. 54 Tahun 2012.

c. Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD + (SRAP REDD)

55. Pada Januari 2011, Kaltim telah membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) di tingkat Provinsi. DDPI ini mewadahi, mengkoordinasikan dan mendukung semua hal yang berhubungan dengan inisiatif perubahan iklim. Semua kelompok kerja yang berkaitan dengan REDD, digabung sebagai subkomite dan sektor swasta, serta LSM juga berpartisipasi melalui dewan penasehat teknis. Para Bupati/Walikota mendampingi steering committee, dan memberi laporan secara langsung kepada Gubernur. Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012, menyusun dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SARP REDD) serta melaksanakan kegiatan penanaman 1 (satu) Juta Pohon di Samboja dan Kota-kota lainnya di Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2013.

56. Penilaian kinerja perusahaan Industri dan Jasa (proper) dalam pengelolaan lingkungan hidup, telah dilakukan  penilaian 28 perusahaan Industri dan Jasa tahun 2009 dengan perolehan   1 emas, 9 hijau, 13 biru dan 5 merah. Tahun 2010 penilaian terhadap 34 perusahaan Industri dan Jasa dengan perolehan  1 emas, 10 hijau, 16 biru, 6 merah dan 1 hitam. Pada tahun 2011 sebanyak 33 perusahaan Industri dan Jasa dengan perolehan  2 emas, 10 hijau, 19 biru dan 2 merah. Tahun 2012 sebanyak 35 perusahaan Industri dan Jasa dengan perolehan 2 emas,                    11 hijau, 21 biru dan 1 merah. Tahun 2013 sebanyak                  35 perusahaan Industri dan Jasa dengan perolehan 6 emas, 6 hijau, 21 biru dan 2 merah. 
57. Sedangkan pertambangan batubara (proper) telah dilakukan penilaian 24 perusahaan pada tahun 2009 dengan perolehan  2 emas, 12 hijau, dan 10 biru. Tahun 2010 penilaian 34 perusahaan dengan perolehan 1 emas, 13 hijau, 15 biru dan 5 merah. Tahun 2011 penilaian 37 perusahaan dengan perolehan 2 emas, 17 hijau, 14 biru dan 4 merah. Tahun 2012 penilaian 67 perusahaan dengan perolehan 2 emas, 26 hijau, 24 biru dan  15 merah. Tahun 2013 penilaian 70 perusahaan dengan perolehan 4 emas, 31 hijau, 26 biru dan 9 merah.
58. Untuk penilaian kinerja perusahaan HPHTI/IUPHHK-HT, telah dilakukan penilaian 9 perusahaan pada tahun 2009, dengan perolehan 2 hijau dan 7 biru, pada tahun 2010 telah dilakukan penilaian 6 perusahaan dengan perolehan 2 hijau, dan 4 biru. Tahun 2011, 5 perusahaan dengan perolehan 1 hijau dan 4 biru. Tahun 2012, 7 perusahaan dengan perolehan 1 emas, 2 hijau dan 4 biru. Tahun 2013,  7 perusahaan dengan perolehan 2 emas, 2 hijau dan 3 biru.
59. Untuk penilaian kinerja perusahaan HPH/IUPHHK-HA, telah dilakukan penilaian 6 perusahaan pada tahun 2009, dengan perolehan 2 hijau dan 4 biru, pada tahun 2010 telah dilakukan penilaian 7 perusahaan dengan perolehan 1 hijau, dan 6 biru. Tahun 2011, 8 perusahaan dengan perolehan 4 hijau dan 4 biru. Tahun 2012, 6 perusahaan dengan perolehan 3 hijau dan 3 biru. Tahun 2013,  6 perusahaan dengan perolehan, 2 hijau dan 4 biru. Untuk penilaian kinerja perusahaan Industri Pengolahan Kelapa Sawit, telah dilakukan penilaian 9 perusahaan pada tahun 2009, dengan perolehan 1 hijau, 7 biru dan 1 merah, pada tahun 2010 telah dilakukan penilaian 10 perusahaan dengan perolehan 3 hijau, 4 biru dan 3 merah. Tahun 2011, 19 perusahaan dengan perolehan 3 hijau, 14 biru dan 2 hitam. Tahun 2012, 20 perusahaan dengan perolehan 4 hijau, 15 biru dan 1 merah. Tahun 2013,  22 perusahaan dengan perolehan 9 hijau dan 12 biru dan 1 Merah.
60. Pekan Lingkungan Indonesia, pada tahun 2009, Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2009 peringkat juara I, tahun 2010 juara I dan tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 sukses menjadi juara umum nasional.
61. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim mendapatkan Piagam Penghargaan Terbaik III selaku SKPD Pelaksana  Pemerintahan dalam rangka HUT Provinsi ke 56 tahun 2013.
62. Dari diterapkannya mekanisme Izin Lingkungan pada bulan April 2012 hingga bulan Juni 2013, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Gubernur Kaltim telah menerbitkan 25 (dua puluh lima) izin lingkungan terhadap 25 (dua puluh lima) rencana usaha dan/atau kegiatan, baik yang wajib AMDAL atau UKL-UPL, yang merupakan kewenangan Pemerintah Prov. Kaltim. Sedangkan dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2009 s/d Juni 2013 telah diterbitkan 59 (Lima puluh sembilan) Izin Lingkungan atau yang dipersamakan dengan Izin Lingkungan (Rekomendasi UKL-UPL, SK Kelayakan Lingkungan).
63. Sedangkan pada pos pengaduan, kasus yang masuk  pada tahun 2009 sebanyak 30 kasus , jumlah kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 17 kasus, 13 bukan termasuk kasus lingkungan , tahun 2010 kasus yang masuk sebanyak 10 dan semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Tahun 2011 kasus yang masuk 19 dan dapat diselesaikan sebanyak 17, karena 2 bukan kasus lingkungan. Pada tahun 2012 kasus yang masuk sebanyak 33, jumlah kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 27 , bukan kasus lingkungan  4, yang belum ditindak lanjuti 6 kasus. Pada tahun 2013 kasus yang masuk ada 28 (termasuk kasus-kasus yang belum tuntas pada tahun 2012) semuanya masih dalam tahap  proses   penyelesaian.
64. Penghargaan Adipura Pada tahun 2009 diraih oleh Kota Balikpapan (Kota Besar), Bontang (Kota Sedang), Tarakan (Kota sedang), Penajam Paser Utara (kota kecil), tahun 2010 diraih Kota Balikpapan, Bontang dan Tarakan. Tahun 2011 hanya diraih kota Bontang. Tahun 2012 adipura diraih kembali Kota Balikpapan, Bontang dan Tarakan.  Sedangkan pada tahun 2013 Kota Balikpapan dan Kota Bontang meraih Anugerah Adipura Emas (Tropy Emas),  Tarakan dan Penajam Paser Utara meraih anugerah adipura penghargaan Adipura disampaikan oleh Presiden RI.
65. Penghargaan Piagam Adipura (best effort) diraih Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2011 dan 2012, Kota Samarinda  dan Kutai Timur tahun 2013 diberi penghargaan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI.
66. Penghargaan Plakat Adipura (sarana dan prasarana terbaik, best location), Balikapan tahun 2010 meraih pasar terbaik (pasar klandasan), terminal terbaik (batu ampar), tahun 2012 taman kota terbaik nomor  2 Bontang tahun 2012  terminla terbaik, tarakan tahun  2012 taman terbaik nomor 3, dan Berau tahun 2012 taman terbaik  diberikan penghargaan oleh Presiden RI.
67. Penghargaan lingkungan Kalpataru dari Presiden RI yang telah dicapai oleh Kalimantan Timur tahun 2009 diraih  H. Imdad Hamid,SE (Balikpapan) kategori Pembina lingkungan, Anyie Apuy (Malinau) kategori Perintis Lingkungan, Lembaga Adat Dayak Wehea (Kutai Timur) kategori penyelamat lingkungan, Laing Usat (Bulungan) kategori  Piagam Penghargaan Perintis, tahun 2010 diraih  M. Irsanie,SIP,SH (Berau) kategori Satya Lencana Pembangunan , tahun 2011 diraih  Dr. Kade Sidiyasa (Kutai Kertanegara ) kategori Satya Lencana Pembangunan , tahun 2013 diraih Drs. H. Arbain (Balikpapan) kategori Pengabdi Lingkungan.
68. Penghargaan sekolah Adiwiyata yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2013, penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri (Diserahkan oleh presiden)  sebanyak 16 sekolah   (Balikpapan 6, Samarinda 1, Bulungan 1, Tarakan 2, Kutai Timur 6)   , Sekolah Nasional (Diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup) sebanyak 5 sekolah (Samarinda 1, Tanah Grogot 1, Bontang 2, Berau 1) Tingkat provinsi (diserahkan oleh Gubernur Kaltim)  sebanyak 102 sekolah (13 Kab/Kota tidak termasuk Kab. Tana Tidung).
69. Ekspor ke luar negeri Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar US$ 36,52 Milyar mengalami kenaikan sebesar 52,41% dibanding tahun 2010 sebesar US$ 23,96 Milyar dan pada tahun 2009 sebesar US$ 19,24 Milyar. Kenaikan ekspor tahun 2011 disebabkan oleh naiknya ekspor migas sebesar 57,44% yakni dari US$ 11,00 Milyar menjadi US$ 17,32 Milyar. Sementara ekspor non migas juga mengalami peningkatan sebesar 48,14% dari US$ 12,96 Milyar menjadi US$ 19,19 Milyar. Ekspor Kalimantan Timur tahun 2012 sebesar US$ 33,79 Milyar terdiri dari Ekspor Migas sebesar US$ 15,00 Milyar dan Non Migas sebesar US$ 18,79 Milyar. Penurunan ekspor ini terutama disebabkan turunnya harga dan lesunya permintaan batubara.
70. Ekspor ke luar negeri Kalimantan Timur dengan Negara tujuan Jepang pada tahun 2012 adalah yang tertinggi mencapai US$ 9,39 Milyar atau sebesar 27,79% dari total seluruh ekspor Provinsi Kalimantan Timur. Negara tujuan ekspor terbesar kedua adalah China termasuk Taiwan dengan nilai ekspor mencapai US$ 9,03 Milyar atau 26,44% dan selanjutnya Republik Korea Selatan dengan nilai ekspor US$ 5,16 Milyar atau 15,26%. Sehingga nilai ekspor ketiga Negara ini mencapai 69,49% dari total ekspor Kalimantan Timur.
71. Sementara itu, realisasi impor ke luar negeri tahun 2012 mencapai US$ 8,14 Milyar yaitu dengan migas sebesar US$ 5,34 Milyar dan non migas sebesar US$ 2,81 Milyar yang berasal dari negara Asia, seperti  Aljerbaijan senilai US$ 1,12 Milyar atau 13,72, Nigeria US$ 1,10 Milyar atau 13,53%, Singapura US$ 1,01 Milyar atau 12,46%.
72. Dengan memperhatikan besaran ekspor impor, tahun 2011 Kalimantan Timur mengalami surplus neraca perdagangan sebesar US$ 30,20 Milyar dan pada tahun 2012 juga mengalami surplus sebesar US$ 25,65 Milyar.
73. Cluster industri yang berbasis gas dan kondensat, terutama produk petrokimia yang terletak di kawasan industri Bontang dengan produk kimia berupa urea, amoniak, soda ash dan methanol. Sedang yang dalam proses penyelesaian proyek pembangunannya adalah ammonium nitrat. Selain itu, telah dilakukan penambahan kapasitas produksi urea dengan pembangunan  pabrik urea unit 5, yang saat ini telah mencapai 30%.
74. Batubara menjadi primadona Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai cadangan sampai tahun 2012 sebesar 9,2 Milyar Ton, produksi tahun 2009 sebesar 146,464 Juta Ton, tahun 2010 sebesar 178,450 Juta Ton atau naik 14,19% dan tahun 2011 produksi sebesar 208,066 Juta Ton atau naik 45,64%, dan produksi pada tahun 2012 sebesar 203,365 juta ton. Jumlah produksi tersebut terdiri dari 33 ijin PKP2B., Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 1.384 atau total ijin di Kalimantan Timur sebanyak                 1.417 ijin. Laporan Produksi batubara sampai dengan triwulan 1 tahun 2013 PKP2B sebesar 13,5 Juta Ton dan IUP sebesar 9 Juta Ton, dengan target produksi PKP2B sebesar 157 Juta Ton dan IUP 60 Juta Ton.
75. Penerimaan negara dari royalty batubara di Kalimantan Timur tahun 2009 Rp.680,219 Milyar, tahun 2010 Rp. 692,305 Milyar, tahun 2011 Rp.1,017 Trilyun, Dan tahun 2012 Rp. 1,251 Triliun. Iuran tetap Tahun 2009 sebesar Rp. 4.017 Milyar, tahun 2010 sebesar Rp.4,263 Milyar, tahun 2011 sebesar   Rp.8,362 Milyar, dan tahun 2012 sebesar Rp.8,423 Milyar.
Sampai dengan triwulan I tahun 2013 penerimaan negara dari royalty batubara sebesar Rp.444 Milyar dan iuran tetap sebesar  Rp. 1,3 Milyar.
76. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) untuk migas dan Gas Metana Batu Bara (GMB) terdapat  79 WKP, yang terdiri dari 33 WKP status eksploitasi, dengan potensi gas bumi pada tahun 2013 17,12 TCF, Minyak Bumi 514 Juta Barel dan GMB sebesar 108 TCF. Pada tahun 2009 produksi minyak bumi sebesar  ,15 juta barrel, tahun 2010 sebesar 56,79 juta barrel relatif stabil, tahun 2011  sebesar 53,02 juta barrel atau sedikit menurun dari tahun 2010 yang disebabkan menurunnya produksi sumur-sumur tua. Tahun 2012 tercatat produksi minyak mentah di Kaltim sebesar 47,44 juta barel, target produksi minyak bumi tahun 2013 sebesar 44 juta barrel. Produksi gas bumi tahun 2009 sebesar 1.048 juta MMBTU, tahun 2010 sebesar 1.045 Juta MMBTU sedangkan untuk tahun 2011 sebesar 911 Juta MMBTU dengan beroperasinya proyek South Mahakam 1 dan 2 akan beroperasi untuk meningkatkan produksi gas alam meningkat. Tahun 2012 produksi gas bumi di Kaltim sebesar 822 juta MMBTU, target produksi gas bumi tahun 2013 sebesar 760 juta MMBTU.
77. Pembangunan jaringan gas kota (City Gas) oleh Kementerian ESDM di kota Tarakan dengan jumlah cakupan sebanyak 3.366 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2011, kemudian di Kota Bontang dengan jumlah cakupan sebanyak 3.960 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2012. Kemudian telah diusulkan kembali untuk Kota Samarinda dan Balikpapan.
78. Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009, telah melaksanakan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 Kg ke rumah tangga dan usaha kecil, yang sebelumnya dilakukan sosialisasi bersama SKPD terkait dan PT. Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, sampai tahun 2011 telah terealisasi sebesar 82,02%, dan untuk tahun 2012 terealisasi 98,05% dengan ini ditargetkan pada tahun 2013 mencapai 100%.
79. Capaian hasil pembangunan bidang ketenagalistrikan tahun 2009 daya terpasang sebesar 561,34 MW, daya mampu sebesar 402,43 MW dengan beban puncak 374,22 MW, tahun 2010 daya terpasang sebesar 622,57 MW, daya mampu sebesar 478,35 MW, beban puncak sebesar 447,8 MW, tahun 2011 daya terpasang menjadi 652,18 MW atau naik 4,76%, mampu menjadi 488,31 MW atau naik 2,08%, beban puncak menjadi 425,04 MW. Tahun 2012 daya terpasang 667,7 MW atau naik 2,09%, daya mampu 496,10 MW atau naik 1,27%, beban puncak 430,3 MW. Tahun 2013 Tahun daya terpasang 689,7 MW, daya mampu 505,10 MW, beban puncak 439,9 MW. Sedangkan tahun 2009 untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.567,48 Kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 5.432,28 Kms, tahun 2010 untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.715,36 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 5.570,01 kms, tahun 2011 untuk JTM menjadi sepanjang 4.727,08 Kms atau naik 0,25%, JTR menjadi sepanjang 4.915,74 Kms. Tahun 2012 untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.751,31 kms, JTR sepanjang 4.976,67 kms. Tahun 2013 untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.842,04 kms, JTR sepanjang 5.000,56 kms.
80. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) tahun 2009 terpasang 7 unit, tahun 2012 terpasang 9 unit, hingga tahun 2013 terpasang 16 unit, sedangkan pembangkit listrik tenaga biogas tahun 2009 sebanyak 1 unit, tahun 2010 menjadi 7 unit, tahun 2011 menjadi 11 unit, tahun 2012 menjadi 12 unit, hingga tahun 2013 menjadi 399 unit (367 dibangun oleh Dinas Peternakan Prov. Kaltim dan 32 unit oleh Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim). PLTS tahun 2009 terpasang 22.867 unit di 415 desa, PLTS Tahun 2010 terpasang 23.466 unit di 468 desa, tahun 2011 terpasang 24.300 unit yang tersebar 469 desa dan tahun 2012 terpasang 24.798 unit yang tersebar 512 desa, tahun 2013 sedang dipasang 2.939 unit pada 28 Desa oleh Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim. Rasio rumah tangga berlistrik/rasio elektrifikasi (RE) tahun 2009 sebesar 61,75%, tahun 2010 sebesar 63,90%, tahun 2011 sebesar 64,13% dan tahun 2012 sebesar 65,42% atau naik 1,59% dari tahun 2011, hingga Juni 2013 naik menjadi 65,45%.
81. Jika cadangan tenaga listrik seharusnya 35% dari beban puncak maka total daya listrik menjadi 950 MW hingga tahun 2013. Untuk mengatasi persoalan kekurangan kelistrikan di Kalimantan Timur, langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :  pembangunan PLTU 2x110 MW bekerjasama dengan PLN yang telah di-ground breaking oleh Bapak Gubernur pada tanggal 25 Maret 2011 dan progress pembangunannya hingga Juni 2013 mencapai 64,95 %. PLTU Gunung Bayan 2x15 MW kerjasama dengan Perusda Balikpapan dengan PT. Gunung Bayan di Kariangau yang telah dilaksanakan topping out oleh Bapak Gubernur pada tanggal 12 Januari 2012 dan progress pembangunannya 2013 mencapai 75%. PLTG Peaking PLN 2 x 50 MW progress pembangunannya hingga Juni 2013 mencapai 95,09%, PLTG Senipah 2 x 41 MW yang telah di-ground breaking oleh Bapak Gubernur pada tanggal 21 November 2011 dan progress pembangunannya hingga Juni 2013 mencapai 90% dan PLTU Cahaya Fajar Kalimantan Timur (CFK) 1 x 50 MW, progress pembangunannya pada saat ini mencapai 30%.
82. Pada tanggal 22 November 2011 Pemerintah Provinsi mendapatkan Juara Pertama dalam Kompetisi Usaha Energi Baru dan Terbarukan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui  pembangunan Instalasi Biogas Untuk Kelistrikan di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur yang dibangun pada tahun 2008-2010.
83. Pada Tanggal 12 September 2012 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan dari ASEAN Centre For Energy di Kamboja sebagai Runner-Up untuk Category Off-Grid pada  ASEAN Renewable Energy Project Competition 2012 “The Development of Biogas Power Plant in Bukit Harapan Village Kutai Timur District East Kalimantan”.
84. Peran Bidang Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat.

1) Tahun 2009 Dinas Kominfo Prov. Kaltim memperoleh alokasi APBD sebesar Rp 9.500.000.000,- (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.747.545.683,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), dimana fokus program yaitu pemenuhan sarana dan prasarana Dinas serta peningkatan sumber daya aparatur, serta kerjasama dengan PT.Telkom Divisi Regional VI Kalimantan guna pemasangan AIM (Anjungan Internet Mandiri pada 1000 titik lokasi di Kalimantan Timur).

2) Tahun 2010 Dinas Kominfo Prov. Kaltim mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp 19.140.900.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 16.941.711.056 atau 88.51% dengan fokus program pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi seperti :

· Sewa bandwith dan pemeliharaan jaringan intra dan internet SKPD Provinsi Kaltim dan menunjang operasional LPSE Kaltim serta program E-Gov.

· Program kerjasama informasi dengan mass media (media cetak dan elektronik) dan pembangunan ruang studio untuk RRI, serta pembelian peralatan pendukung informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2010 ini Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika.

3) Tahun 2011 Dinas Kominfo Prov. Kaltim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14.915.311.400,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 11.158.456.914 (Sebelas Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) dan capaian keuangan 79,74%. Pada tahun anggaran 2011 program yang telah dilaksanakan terdiri dari :

a. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi.

b. Pendayagunaan revitalisasi media center daerah.

c. Peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika melalui kegiatan komunikasi publik seperti dialog interaktif di TVRI dan RRI.

d. Partisipasi pada pameran expo di dalam dan luar daerah.

e. Pelaksanaan pemeringkatan e-Government melalui sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

f. Pelaksanaan MCAP (Mobile Community Access Point) yang merupakan bantuan dari Kementerian Kominfo RI.

g. Pembangunan menara telekomunikasi di desa Long Nawang namun tidak dapat direalisasi karena terjadi eskalasi harga.

h. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa melalui kegiatan call center dan contact center.

i. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun jaringan VPN-IP (Virtual Private Network – Internet Protocol) sebagai implementasi e-Government  sebesar 256 Kbps (Kilo Bit Per Second).

j. Perencanaan dan pengembangan komunikasi dan informasi dengan kegiatan pembuatan cell plan menara telekomunikasi 3 Kab/Kota.

Pada tahun 2011 ini manfaat bagi masyarakat adalah mempermudah akses mengunggah dan mengunduh informasi sampai ke daerah kecamatan khususnya para petani, nelayan, dan pedagang yang mendapat bantuan alat komunikasi berupa telepon seluler (1.400 buah) yang didistribusikan ke 14 Kab/Kota.

4) Tahun 2012 Dinas Kominfo Prov. Kaltim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 28.905.600.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.032.253.652,-  (Tujuh Belas Miliar Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau 59,97% dan realisasi fisik sebesar 65,09%. Pada tahun 2012 ini telah melaksanakan program yaitu :

a. Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah seperti pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Kerjasama swakelola dengan LPP TVRI Kaltim dan LPP RRI Samarinda. Kerjasama swakelola dimaksud berupa penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui  LPP TVRI Kaltim dan LPP RRI Samarinda.

c. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa dengan kegiatan sewa bandwith satelit untuk kebutuhan TVRI Kaltim sebesar 2 MHz (Mega Hertz), bandwith teresterial 30 MBps (Mega Byte Per Second), bandwith pendukung MCAP 1 MBps (Mega Byte Per Second), sewa VPN-IP beserta perangkat pendukungnya untuk aplikasi simda online 50 MBps (Mega Byte Per Second), serta sewa peralatan call center dan contact center.

d. Pengembangan aparatur di bidang telematika dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Kominfo dalam rangka pemeringkatan e-Government Kabupaten/Kota.

e. Perencanaan dan pengembangan komunikasi dan informasi dengan kegiatan pembuatan cell plan menara telekomunikasi di 2 Kab/Kota.

f. Kegiatan pameran/expo, pada tahun ini telah mengikuti 2 (dua) kali pameran dalam daerah. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempublikasikan informasi program, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai melalui media pameran/expo.

g. Sosialiasi pemanfataan M-CAP (Mobile Community Access Point) yang dilaksanakan di beberapa kecamatan Kabupaten/Kota yang dapat dijangkau oleh mobil M-CAP (Mobile Community Access Point) dalam mendukung internet sehat dan aman.

h. Pembangunan menara telekomunikasi di Desa Long Nawang Kab. Malinau tidak terealisasi sepenuhnya, karena mengalami kendala yaitu sulitnya transportasi untuk mengangkut material, kondisi geografis yang sulit tanpa didukung infrastruktur jalan/jembatan yang memadai, serta curah hujan yang tinggi.

Pada tahun 2012 ini keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Timur semakin terbuka dan masyarakat semakin mudah untuk mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

5) Pada tahun 2012 telah mendapatkan beberapa penghargaan :

a. Penghargaan Museum Rekor – Dunia Indonesia kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur atas rekor Pemrakarsa dan Penyelenggara Instalasi Linux Blank On Terbanyak pada bulan Maret 2012.

b. Penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi RI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Publik Provinsi Terbaik V pada bulan September 2012.

6) Tahun 2013 Dinas Kominfo Prov. Kaltim mendapatkan alokasi anggaran Rp 52.076.000.000,- (Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) dengan realisasi hingga bulan Juli 2013 sebesar Rp 26.677.668.455,- (Dua Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau 51.23%. Program yang dilaksanakan Januari – Juli 2013 sebagai berikut:

a. Pembangunan menara telekomunikasi di daerah perbatasan masing-masing 1 (satu) menara yaitu di desa Long Apari Kab. Kutai Barat, desa Long Layu Kab. Nunukan, dan desa Agung Baru Kab. Malinau, yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan TNI AD (Kodam VI Mulawarman).

b. Perencanaan dan pengembangan komunikasi dan informasi dengan kegiatan pembuatan cell plan menara telekomunikasi di 2 Kab/Kota.

c. Peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika melalui kegiatan pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho, dll dalam bentuk sewa kerangka baliho di luar daerah, serta komunikasi publik melalui dialog interaktif di TVRI dan RRI baik dalam daerah maupun nasional.

d. Fasilitasi dan koordinasi komisi informasi daerah Prov. Kaltim.

e. Pembangunan Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK) sebagai wadah komunitas media dan TIK serta media center.

f. Pengadaan perangkat aplikasi telematika dalam bentuk pengembangan / pembenahan aplikasi Website di 5 (lima) SKPD Prov. Kaltim sebagai pilot project.

g. Pengembangan komunikasi dan informasi melalui kegiatan M-CAP (Mobile Community Access Point) di 3 (tiga) Kabupaten/Kota.

h. Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi melalui pelatihan dasar-dasar aplikasi dan telematika pada masyarakat termasuk kerjasama dengan PT. Telkom sebanyak 1.025 orang yang terdiri dari guru, pengawas sekolah, dan petugas sekolah dari TK sampai dengan SLTA.

i. Peningkatan pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa dengan kegiatan sewa bandwith satelit untuk kebutuhan TVRI Kaltim sebesar 2 MHz (Mega Hertz) menjadi 4 MHz, bandwith teresterial 30 MBps (Mega Byte Per Second) menjadi 100 MBps, bandwith pendukung MCAP 1 MBps (Mega Byte Per Second) dan backup 3 MBps, pemasangan hotspot 12 titik di wilayah Samarinda, sewa VPN-IP beserta perangkat pendukungnya untuk aplikasi simda online 50 MBps (Mega Byte Per Second), serta sewa peralatan call center dan contact center.

Sampai bulan Juli 2013 ini, manfaat bidang Komunikasi dan Informatika semakin terasa bagi masyarakat (termasuk masyarakat didaerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan) karena kualitas dan kapasitas jaringan serta perangkat komunikasi dan informasi semakin meningkat dan berkurangnya daerah blank spot.
AGENDA TIGA,  Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial.
Disamping pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Kalimantan Timur. Pembangunan SDM dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. yang tercakup dalam Program Pro Rakyat, Millenium development Goals (MDG’s), dan Justice For All.

Beberapa capaian hasil pembangunan bidang pendidikan selama RPJMD 2009-2013 diantaranya: 

Program “KALTIM CEMERLANG“ (Cerdas, Merata, Prestasi Gemilang) dan Program Wajib Belajar 12 tahun dengan upaya pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan 20%, alokasi dana fungsi pendidikan mengalami peningkatan dari Rp. 798,98 M pada Tahun 2008 menjadi Rp 1,630 Trilyun Tahun 2012. Melalui Alokasi dana tersebut Angka Partisipasi Kasar (APK) mengalami fluktuatif, dimana untuk jenjang pendidikan SD/MI  dari 110,95% di tahun 2008 menjadi 107,76% di tahun 2012. Sementara untuk APK SLTP/MTs dari 87,53%  menjadi 93,24% dan APK SLTA/MA dari 69,89% di tahun 2008 menjadi 80,08% tahun 2012.

Selanjutnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan, dimana untuk usia 7-12 tahun 93,59% di tahun 2008 dan tahun 2012 menjadi 94,37%. Pada usia 13-15 tahun 71,19% meningkat menjadi 74,37%. Sedangkan pada anak usia 16-18 tahun, angka partisipasi murni 53,94% di tahun 2008 dan tahun 2012 naik menjadi 59,75%. Kemudian untuk melek huruf penduduk usia 10 tahun keatas di Kalimantan Timur mengalami peningkatan dimana pada tahun 2008 mencapai 96,71% dan pada tahun 2011 menjadi 97,26%

Melalui pendidikan Pemerintah Provinsi dari tahun ke tahun secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu pendidikan antara lain melalui (1) Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tahun 2010 sebanyak 24 RSBI, hingga  tahun 2012 menjadi 44 RSBI  . (2) Penambahan penghasilan Guru (insentif) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Guru di semua jenjang pendidikan baik Negeri maupun Swasta dengan alokasi dana Rp.233,535 Milyar tahun 2011 dan meningkat pada tahun 2012 Rp. 234,989 Milyar dengan jumlah guru 61.734 orang; (3) BOSDA, diarahkan untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas dan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana sebanyak Rp. 144,076 Milyar tahun 2010 untuk siswa SMA/MA/Kejuruan sebanyak 115.261 siswa dan terus meningkat hingga tahun 2012 menjadi Rp.179,338 Milyar sebanyak 133.500 siswa; (4) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru ke jenjang S1/D IV,  ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sampai pada tahun 2012 sebesar 51,99% (5) PAUD diarahkan untuk menitikberatkan dasar-dasar pendidikan bagi anak usia dini agar mempunyai kemampuan bermasyarakat, beragama serta kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk bantuan Tutor PAUD sebesar Rp.19,256 Milyar dan pada tahun 2012 alokasi dana bantuan Tutor PAUD meningkat menjadi sebesar  Rp.25,704 Milyar (6) Pemberian beasiswa melalui “Kaltim Cemerlang” pada tahun 2012  dengan jumlah penerima 10.571 orang dengan dana sebesar Rp. 59 Milyar dan meningkat pada tahun 2013 dengan jumlah penerima 23.212 orang sebesar Rp. 101 milyar, sehingga pada tahun 2013 Gubernur Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan 2 (dua) penghargaan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori pemberi beasiswa terbesar se-Indonesia melalui sumber dana APBD. 

Selain rekor dari MURI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bidang pendidikan telah memperoleh prestasi bagi siswa dan siswi SD, SMP, SMA dan pengelola PAUD sebagai berikut:
1. Pada Tahun 2010 Dinas Pendidikan Prov.Kaltim telah memperoleh prestasi peringkat 1 lomba seni lukis tingkat nasional 
2. Pada Tahun 2011 Dinas Pendidikan Prov.Kaltim telah memperoleh prestasi peringkat 1 tingkat nasional pada olimpiade olimpiade olahraga Siswa Nasional-IV SD di Surabaya pada cabor Kid's Athletic's  yaitu turbo throwing, catur standar perorangan putra, catur cepat perorangan putri, dan catur cepat beregu putri.
3. Pada Tahun 2012 Dinas Pendidikan Prov.Kaltim telah memperoleh prestasi tingkat nasional yaitu peringkat 1 lomba athletik turbo throwing, medali emas dalam lomba membaca al Quran, serta  medali emas dalam cabang olahraga atletik.
4. Pada tahun 2013 Dinas Pendidikan Prov.Klatim telah memperoleh prestasi tingkat Nasional pada cabang olahraga Atletik Kid’s Slalom memperoleh juara I,  medali emas pada cabor Renang, dan medali emas pada cabor pencak silat. 
5. Pada Tahun 2012 Dinas Pendidikan Prov.Kaltim telah memperoleh prestasi tingkat nasional pada kegiatan pemilihan Pengelola PAUD memperoleh peringkat I Terbaik.

Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, maka akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Alokasi anggaran kesehatan melalui APBD Provinsi tahun 2009 sebesar 8,56%, dan pada  tahun 2013 mencapai 9% dari total APBD. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling. Ketiga fasilitas kesehatan tersebut mampu  menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Disamping ketersediaan Puskesmas, jumlah Rumah Sakit di Kalimantan Timur hingga tahun 2013 tercatat 51 unit yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah 16 unit, Rumah Sakit swasta 13 unit, Rumah Sakit TNI 5 unit, Rumah Sakit BUMN 2 unit dan Rumah Sakit khusus 15 unit.  Sampai dengan semester I tahun 2013, jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi mengalami peningkatan yaitu sebanyak 22 buah, jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang baru berjumlah 4 buah. Selanjutnya mulai tahun 2014 akan diberlakukan standart JCI ( Join Commitee International) menuju rumah sakit kelas Internasional. Disamping itu terdapat UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah raga Masyarakat Samarinda yang telah memberikan pelayanan operasi buta katarak sebanyak 1573 orang dari target 1550 orang (101%).  Selanjutnya untuk peningkatan pelayanan kesehatan mata yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat (BKMOM) sejak tahun 2010 telah tersedia peralatan Laser-Assisted in Situ Keratomileusis (LASIK) dan di Launching pada tahun 2012. Untuk pelayanan penunjang diagnostik terdapat UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda yang telah terakreditasi ISO: 17025 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun 2010.


Peningkatan jumlah sarana kesehatan tersebut juga diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan yang tersebar diseluruh kawasan daerah Kalimantan Timur. Ketersediaan tenaga Kesehatan di wilayah Kalimantan Timur hingga tahun 2013, yang meliputi Dokter Umum sebanyak 1.121 orang (30/100 ribu penduduk), dibandingkan tahun 2009 sebanyak  786 orang (25/100 ribu penduduk), dokter spesialis pada tahun 2013 sebanyak 420 orang (11/100 ribu pendduk) sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 288 orang (9/100 ribu penduduk), dokter gigi sebanyak 421 orang (11/100 ribu penduduk) pada tahun 2013 dan tahun 2009 sebanyak 246 orang (8/100 ribu penduduk). Untuk tenaga bidan juga mengalami peningkatan jumlahnya yaitu pada tahun 2009 sebanyak 1.339  orang (43/100 ribu penduduk) dan tahun 2013 sebanyak 2.596 orang (70/100 ribu penduduk).  Untuk tenaga perawat tahun 2009 sebanyak 4.945 orang (160/100 ribu penduduk) dan pada tahun 2013 sebanyak 5.633 orang (153/100 ribu penduduk). Disamping itu para tenaga ahli kesehatan juga semakin berkembang seiring dengan kebutuhan tenaga kesehatan.

Prevalensi penyakit malaria yang disebabkan kondisi geografis Kalimantan Timur dengan kawasan hutan yang luas yang merupakan daerah endemi malaria, prevalensinya 2,12 o/oo pada tahun 2010, dan menurun pada tahun 2012 hingga 1,69 o/oo,  namun masih berada di bawah rata-rata nasional (5/1000 penduduk). 

 Prevalensi HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung ada peningkatan.  Pada tahun 2010 prevalensi HIV/AIDS sebesar 0,13 %  dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 0,18%. Angka ini berada diatas rata-rata nasional sebesar 0,15%.  Masalah HIV/AIDS ini merupakan masalah serius yang dihadapi, mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah sentra industri, sehingga terjadi mobilisasi penduduk pekerja industri dari luar provinsi yang dimungkinkan dapat menjadi salah satu pemicu peningkatan HIV/AIDS.  

Program Pengendalian TB di Kalimantan Timur masih belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya angka penemuan kasus TB dengan BTA+ sebesar 34,9 per 100.000 penduduk dari target nasional 75 per 100.000 penduduk. Dari kasus yang ditemukan, keberhasilan pengobatan penyakit TB mencapai 73,4 % pada tahun 2012 dari target 80 %.

Disamping permasalahan penyakit menular, juga terdapat permasalahan penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, kanker, diabetes dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  dalam upaya menekan kejadian  penyakit tidak menular ini adalah dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur No 1 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Selain itu Gubernur Kaltim telah menerima penghargaan di bidang kesehatan antara lain Manggala Karya Bakti Husada oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Dibidang penanggulangan kemiskinan, telah dilakukan upaya-upaya guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga seperti :

a. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), terealisasi sebanyak    6.730 KK, dengan rincian tahun 2009 sebanyak 400 kk, tahun 2010 sebanyak 1550 kk, tahun 2011 sebanyak 1880 kk, tahun 2012 sebanyak 1860 kk. 

b. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH), terealisasi sebanyak 26.008 RTSM dengan rincian tahun 2012 sebanyak 4.532 RTSM. 

c. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tidak layak huni, terealisasi sebanyak 440 KK dengan rincian tahun 2009 sebanyak 78 kk, tahun 2010 sebanyak 50 kk. 

d. Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) terealisasi sebanyak 490 KK dengan rincian pada tahun 2009 sebanyak 130 kk, tahun 2010 sebanyak 140 kk, tahun 2011 sebanyak 12 kk dan tahun 2012 sebanyak 30 kk.
Penurunan jumlah PMKS juga menunjukkan hasil yang signifikan selama tahun 2008 sampai tahun 2012, dari  jumlah 92.520 orang,  sampai tahun 2012 penurunan PMKS sebesar 89,56 % Sehingga selama kurun waktu 5 tahun tersebut Pemprov Kaltim mampu menurunkan sebanyak 78.608 orang  PMKS, dan tersisa  sebanyak 13.912 orang p-ada tahun 2013. 
2. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak :

a. Pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar termasuk anak cacat terlantar melalui dana subsidi APBD Provinsi, baik kepada 130 Panti Asuhan maupun Non Panti  terealisasi sebanyak 7945 Anak.

b. Pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan, terealisasi sebanyak 881 Anak, dengan rincian tahun 2009 sebanyak 295 anak, tahun 2010 sebanyak 100 anak, tahun 2011 sebanyak 138 anak, dan pada tahun 2012 sebanyak 129 anak. 

3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial kepada wanita bermasalah sosial/wanita korban tindak kekerasan, terealisasi sebanyak 642 Orang 

4. Pemberdayaan masyarakat terasing/komunitas adat terpencil, terealisasi sebanyak 453 KK dengan rincian tahun 2009 sebanyak 30 kk, tahun 2010 sebanyak 90 kk, tahun 2011 sebanyak 219 kk, dan pada tahun 2012 sebanyak 77  kk 

5. Sedangkan untuk tahun 2013 ditargetkan Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 1700 kk, Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 21.477 RTSM, Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tidak layak huni sebanyak 80 kk, Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK)  sebanyak 170 kk, Pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar termasuk anak cacat terlantar sebanyak 3450 Anak, Pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan sebanyak 160 anak, Pemberdayaan masyarakat terasing/komunitas adat terpencil sebanyak 100 kk 

Selain itu untuk pengentasan kemiskinan dilakukan juga upaya yaitu pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis potensi unggulan daerah di Bontang, Balikpapan, Samarinda dan Tarakan; peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan. Selain itu pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan melalui fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan); PNPM-Mandiri Perkotaan, Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan dilaksanakan             di 14 Kabupaten/Kota; pendayagunaan teknologi tepat guna, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu dan pengembangan kawasan pemukiman; jalan dan jembatan di wilayah perbatasan; bantuan permodalan bagi UMKM; modal usaha dan saprodi bagi usaha tani, perkebunan rakyat, nelayan dan peternak; fasilitasi bantuan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), serta pemberdayaan pemerintah desa.
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan telah mampu mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat perdesaan. Kebebasan dan kepercayaan pembangunan yang dilakukan masyarakat perdesaan dapat memberikan ruang untuk belajar menganalisa dan memutuskan kegiatan yang bermanfaat langsung bagi kelompok masyarakat.
Sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 melalui PNPM Mandiri Perdesaan telah berhasil membantu masyarakat miskin perdesaan pada berbagai bidang, seperti pada bidang kesehatan (Pos Pelayanan Terpadu, Pos Persalinan Perdesaan, MCK, Sarana  Air Bersih, Makanan Tambahan untuk  bayi dan Honor petugas kesehatan), bidang pendidikan (Gedung SD, TK, PAUD, Beasiswa, Mobil Sekolah), bidang Infrastruktur Desa (Jembatan, Pasar Desa, Gedung Serbaguna, Pembukaan Badan Jalan, Pengerasan Jalan, Semenisasi, Sarana Transportasi Air, Ketinting dan Perahu, Listrik Desa, PLTMH, Solar Pump, Solar Cell, Genset), bidang Pelatihan Masyarakat (Peningkatan Kapasitas Masyarakat), dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) untuk Peningkatan usaha ekonomi produktif.
Dalam membuka kesempatan kerja dan berusaha, PNPM Mandiri Perdesaan juga telah mampu memberikan peluang berusaha bagi 142.767 orang miskin perdesaan, selain itu juga telah mampu menumbuhkan sebanyak 5.401 kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).
Keberhasilan pembangunan pada sektor pemberdayaan masyarakat ini tentunya memberikan bukti nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan.
Berbagai penghargaan tingkat nasional yang diraih terkait dengan keberhasilan dibidang pemberdayaan masyarakat antara   lain :

1. Tahun 2010, juara terbaik III Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan tingkat nasional, diraih oleh UPK Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau; dan Juara harapan I Perlombaan Kelurahan Tingkat Nasional diraih oleh Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

2. Tahun 2012, mendapat penghargaan tingkat nasional Juara III lomba Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), diraih oleh Posyantek Kumala, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Tahun 2013,  juara harapan I pelaksana terbaik Gotong Royong Masyarakat, diraih oleh Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Juara harapan I pelaksana terbaik Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), untuk kategori Sekolah diraih oleh SD 005 Malinau Barat, Kab. Malinau.

Juara harapan 3 pelaksana terbaik PMT-AS untuk kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diraih oleh Kabupaten Malinau.  
Pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dari tahun ke tahun tetap mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaannya. 

Tahun 2008 alokasi dana untuk PNPM-Mandiri Perdesaan mencapai Rp.87 Milyar dimana bersumber melalui APBD Kabupaten dan APBN, Tahun 2009 sebesar Rp. 92,900 Milyar, Tahun 2010 sebesar Rp.202,425 Milyar, Tahun 2011 sebesar Rp.174,435 Milyar, Tahun 2012 sebesar Rp. 191,265 Milyar, dan tahun 2013 sebesar Rp. 179,365 Milyar.
Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkewajiban memberikan dana pendamping untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, melalui APBD Provinsi tahun 2008 mengalokasikan dana sebesar Rp. 425 juta, tahun 2009 sebesar Rp. 514,280 juta, tahun 2010 sebesar Rp. 385,680 Juta, Tahun 2011 sebesar Rp. 1,122 Milyar, Tahun 2012 sebesar Rp. 1,143 Milyar, dan tahun 2013 sebesar Rp. 10,420 Milyar. Penggunaan dana tersebut adalah untuk rapat-rapat koordinasi, pembinaan, pelatihan bagi pelaku PNPM-M.Pd., dan untuk hadiah juara lomba Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-M.Pd. terbaik.  

Untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran, pemerintah provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan peluang kesempatan kerja disektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan) hal ini terlihat disubektor Perkebunan dengan menyerap Tenaga Kerja tahun 2008 sebanyak 324.137 orang, tahun 2009 sebanyak 344.671 orang, tahun 2010 sebanyak 374.312 orang, pada tahun 2011 sebanyak 447.402 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 488.634 orang yang bekerja pada perkebunan karet, kelapa dalam, kelapa sawit, lada, kopi dan komoditi lainnya. Sejalan dengan peningkatan potensi peluang kesempatan kerja berikut. Dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja dan berusaha maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Bontang, Kutai Barat dan Berau serta Revitalisasi BLKI Balikpapan dan Nunukan, disamping itu pada tahun 2012 telah dioperasikannya Bursa Kerja On Line (BKOL) untuk memfasilitasi kepentingan antara Pencari Kerja dengan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja secara Elektronik melalui Website www.infokerja-kaltim.com serta pelaksanaan Pelatihan keterampilan kerja di BLKI/PPD/LPKS sampai dengan tahun 2012 sebanyak 2.896 orang, lulus 2.896 orang, dan berhasil ditempatkan sebesar 100 %. 
Penghargaan Produktivitas Sidhakarya tingkat provinsi terhadap 22 UKM yang  telah menunjukkan kinerja unggul diserahkan oleh bapak Gubernur pada hari ulang tahun Provinsi Kalimantan timur dan Penghargaan Produktivitas Paramakarya tingkat nasional diserahkan oleh Presiden RI dan Pembentukan Desa Produktif sebanyak 9 desa setiap desa 15 sampai 20 orang. 
Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2013 telah mencapai sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp. 1.752.073,- atau 100 % KHL
Bidang transmigrasi selama 4 tahun (2009-2012) telah ditempatkan warga transmigrasi sebanyak 1.278 KK/4.816 jiwa yang tersebar di Kabupaten Bulungan, Nunukan, Kutai Timur dan Tana Tidung, dan ditargetkan pada tahun 2013 sebanyak 730 KK di lokasi SP5 dan SP9 Tanjung Buka Kab.Bulungan dan SP5 Seimanggaris Kab.Nunukan, telah merealisasikan penempatan sebanyak 150 KK/388 Jiwa di Lokasi SP.5 Tanjung Buka dan SP5 Seimanggaris. Program Transmigrasi telah mendukung pengembangan Food Estate and Rice Estate dengan telah ditempatkan sejak 2009 s.d. 2013 sebanyak 850 KK/2.381 Jiwa di Kawasan Delta Kayan Tanjung Buka Kab. Bulungan, dan di Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 450 KK. Program Tarnsmigrasi memberikan konstribusi dalam Pemekaran Wilayah pada Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Penyelenggaraan Transmigrasi di Kalimantan Timur telah mendapatkan Penghargaan MAKARTI NAYOTAMA pada TRANSMIGRATION AWARD TAHUN 2012 dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas Kesungguhannya dalam Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi, serta Salah satu Warga Transmigrasi Kaltim telah meraih Juara Nasional Tingkat Pertama pada Tahun 2012.

Selain dari hal tersebut diatas, sejak tahun 2009 s.d 2013 telah dilakukan upaya perlindungan terhadap sebanyak 1.711.697 tenaga kerja melalui Pembinaan Hubungan Industrial serta Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Melalui kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial telah dibentuk 2 (dua) Lembaga Kerjasama Tripartit dan 2 (dua) Dewan Pengupahan, dimana pada tahun 2008 baru terbentuk 12 LKS Tripartit dan 12 Dewan Pengupahan se Kalimantan timur. Dan hingga sekarang di provinsi ini telah terbentuk 14 LKS Tripartit dan 14 Dewan Pengupahan. Dengan kondusifnya hubungan industrial maka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja frekuensinya semakin tahun semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan Zore Accident dimana tahun 2009 s.d 2013 Provinsi Kalimantan timur berada pada posisi I, II dan II secara Nasional.

Melalui program-program PRO RAKYAT, khususnya program-program pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur terus mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin 284.440 orang (9,51%), tahun 2009 turun menjadi 239.220 orang (7,73%), pada tahun 2010 berjumlah 243.000 orang (7,66%) dan kemudian pada 2011 adalah 247.900 orang (6,77%) dan pada 2012 sebesar 253.340 orang (6,68%). Pada tahun 2013 penduduk miskin menurun menjadi 237.960 orang (6,06%) yang berarti terdapat penurunan persentasi jumlah penduduk miskin dari tahun 2008 sebesar 3,45%.  Dengan demikian selama lima tahun ini, terdapat 46.480 orang yang keluar dari kemiskinan Walaupun jumlah penduduk miskin turun signifikan dan jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, dilihat menurut Kabupaten/Kota, masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi kabupaten adalah masih minimnya infrastruktur transportasi yang memberikan akses pelayanan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam upaya peningkatan kesehatan bagi keluarga miskin, melalui APBD Provinsi periode tahun 2012-2013 dialokasikan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat  melalui UPTD Jamkesprov, Dinas Kesehatan sebesar Rp. 50 Milyar. Cakupan Jaminan Kesehatan masyarakat Kalimantan Timur Melalui Jamkesda Kab/Kota, Jamkesprov, Askes, Jamsostek dan Jaminan lainnya mencapai 92% telah melebihi angka target yang ditetapkan pada Jaminan Semesta (Universal Coverage) yaitu dengan capaian target sebesar 85%. Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah Provinsi telah melakukan persiapan antara lain :

1. Ketersediaan tenaga kesehatan diseluruh fasilitas kesehatan.

2. Kesiapan sarana kesehatan dasar dan rujukannya baik Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.

3. Perbaikan Sistem Rujukan.

4. Transformasi dari Jamkesmas, Jamkesprov dan Jamkesda menjadi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan.


Selain itu upaya-upaya yang telah dilaksanakan guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial periode tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga seperti :

a. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), terealisasi sebanyak    6.730 KK.

b. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH), terealisasi sebanyak 26.008 RTSM

c. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tidak layak huni, terealisasi sebanyak 440 KK

d. Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) terealisasi sebanyak 490 KK 

2. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak :

a. Pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar termasuk anak cacat terlantar melalui dana subsidi APBD Provinsi, baik kepada 130 Panti Asuhan maupun Non Panti  terealisasi sebanyak 7945 Anak.

b. Pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan, terealisasi sebanyak 881 Anak.

c. Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial kepada wanita bermasalah sosial/wanita korban tindak kekerasan, terealisasi sebanyak 642 Orang 

d. Pemberdayaan masyarakat terasing/komunitas adat terpencil, terealisasi sebanyak 453 KK


Selain itu untuk pengentasan kemiskinan dilakukan juga upaya yaitu pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis potensi unggulan daerah di Bontang, Balikpapan, Samarinda dan Tarakan; peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan. 

1. Terjadinya peningkatan perempuan dalam bidang eksekutif  (perempuan dalam jabatan pemerintahan) semula tahun 2008 hanya pada posisi 20% dan target tahun 2011 sebesar 25%. tahun 2011 telah mencapai 27%, adapun untuk tahun 2013 ditarget 30% ternyata pada akhir tahun 2012 sudah mencapai 30,16%, dan  sampai triwulan II tahun 2013 persentasenya mencapai 37,78.%. Kemajuan ini juga diikuti dengan komposisi perempuan dalam posisi legislatif yang semula tahun 2008 hanya mencapai 11 s/d 14% ternyata pada periode tahun 2009 s/d 2013 (sekarang) di Tingkat Provinsi Kaltim telah mencapai 20%.

2. Penghargaan Nasional daam keberhasilan sebagai pelaksana strategi pengarus utamaan gender dalam  upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Kaltim mendapatkan penghargaan berupa piala dan piagam APE (Anugerah Parahita Ekapraya) tingkat Pratama pada Tahun 2011 dan tingkat Madya pada Tahun 2012  yang diserahkan langsung kepada Gubernur Kaltim oleh Presiden RI pada Puncak Hari Ibu di Jakarta. Hal ini karena adanya koordinasi yang efektif antara SKPD dengan legislatif

3. Penghargaan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak adalah terpilihnya Kaltim sebagai pengembang Kab/Kota Layak Anak bersama-sama dengan 10 Provinsi di Indonesia 

4. Dan telah ditetapkan sebagai Pengembang Kota Layak Anak terbaik yaitu tiga kab/kota di Kaltim yang berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian PP & PA RI tingkat PRATAMA tahun 2013 yaitu Berau, Paser dan Kukar, sedangkan pada tahun sebelumnya (tahun 2012) hanya kota Balikpapan

5. Pada Perlindungan Anak sinergi dengan DPRD Prov. Kaltim dalam ditetapkannya Perda Kaltim No. 06 tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

6. Pada 28 Oktober 2013 Provinsi Kalimantan Timur menjadi tuan rumah bagi Penyelenggaraan kegiatan Jambore Pemuda Indonesia, Merajut Indonesia dan sekaligus penyelenggara Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) yang akan dipusatkan di Stadion Utama Palaran. Kegiatan ini melibatkan 33 Provinsi dan 10 Negara Anggota Asia Tenggara serta 3 Negara Non Asean.

7. Peningkatan peran kepemudaan meliputi seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi berjumlah 40 orang dan seleksi tingkat Nasional berjumlah 2 orang, Jambore Pemuda Daerah, seleksi kapal pemuda dan penilaian pemuda pelopor serta pertukaran pemuda antar Negara meliputi Kanada, Australia, Malaysia, China dan Jepang dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pengembangan diri dan berperan dalam pembangunan generasi muda Kalimantan Timur.

8. Peningkatan Sumber Daya Manusia tidak terlepas dari upaya peningkatan kesegaran jasmani masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya dan generasi muda padak hususnya, pengembangan olahraga di Kalimantan Timur terus diupayakan peningkatannya melalui kegiatan pemasalan dan pembudayaan olahraga, Pembinaan Klub Olahraga, pembibitan para atlet muda yang berbakat serta peningkatan prestasi bidang olahraga melalui even Regional, Nasional dan Internasional seperti PON 2012 peringkat 5, POPNAS Pekanbaru peringkat 8, SEAGAMES, Olimpiade 2012 pada Cabor Angkat besi serta Kejuaraan Asia 2012 di Dubai pada cabor angkat besi.

9. Untuk mencetak atlet muda berprestasi melalui pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) yang diresmikan pembangunannya pada 11 Juni 2013. Fasilitas daya tampung hingga 600 siswa dengan lokasi pembangunan berada di sekitar Kompleks Stadion Utama Palaran, hal ini dimaksudkan agar fasilitas stadion utama dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jumlah Siswa SKOI Tahun Ajaran 2013/2014 berjumlah 112 siswa dengan 20 cabang olahraga dan sejak tahun 2010 hingga 2013 telah diraih sejumlah 683 medali tingkat Regional, Nasional dan Internasional, prestasi Siswa SKOI dalam PON XVII Riau menyumbang 11,4 % perolehan medali bagi Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan dalam PON XVIII 2016 di Jawa Barat mendatang kualitas dan kuantitas perolehan medali dapat ditingkatkan.

10. Sebagai upaya peningkatan nilai tambah pada asset strategis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kerjasama pemanfaatan Hotel Atlet pada Kompleks Stadion Madya Sempaja Samarinda dengan pihak investor PT. Bakrie Nirwana Semesta, penandatanganan kerjasamanya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2013. Hotel Atlet yang akan menjadi “Grand Elty Atlet Hotel Samarinda” selain berstandar bintang 3, dalam perjanjian kerjasamanya tetap akan mendukung bagi pemanfaatan pengembangan keolahragaan di Kalimantan Timur.

B. Urusan Wajib yang Dilaksanakan 
1. Urusan Pendidikan, dengan SKPD pelaksana 

Dinas Pendidikan
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :

· Telah dilaksanakannya pembangunan 2 Unit Pembangunan TK Provinsi di Kota Samarinda dan Tenggarong.

· Telah disalurkan bantuan insentif tutor PAUD ke    14 Kabupaten Kota se Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:

· Pembangunan PAUD IT dan Gedung Serba Guna TK sebanyak 3 unit
· Pengadaan alat praktik dan peraga siswa  1 paket
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan 
· Telah dibangunkan laboratorium untuk Sekolah Dasar sebanyak 2 Unit di Kota Bontang dan Penyelesaian Rehab sekolah 1 unit di Kota Balikpapan dan Finishing SLB di Kabupaten Pasir.
· Telah dilaksanakan pengadaan peraga IPS sebanyak 240 Set untuk 120 Sekolah Dasar dan IPA sebanyak 20 Set untuk Sekolah Dasar yang tersebar di 14 Kabupaten dan Kota.
· Telah dilakukan lomba-lomba pertandingan kreatifitas siswa tingkat SMP kepada 7.000 siswa se Kalimantan Timur.
· Telah didistribusikan buku-buku bahan ajar SD lima mata pelajaran sebanyak 60.000 siswa di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Malinau, Nunukan dan Kutai Barat.
· Telah didistribusikan buku perpustakaan, kamus, buku lalu lintas sebanyak 333.900 eks dan buku BSE sebanyak 287.600 eks ke Kabupaten Malinau, Nunukan dan Kutai Barat.

· Telah didistribusikan buku peraga pembelajaran    Al-Qur’an ke 14 Kabupaten Kota se Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:

· Pembangunan Sekolah sebanyak 2 unit
· Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, yakni alat peraga matematika, alat peraga al Quran, alat peraga SLB, buku penunjang ensiklopedia tematik ilmuan besar, lab multieducation, media pembelajaran robotika, alat peraga IPS SD, dan alat perag kesenian sebanyak 1 paket
· Pengadaan buku pelajaran SD/MI, SLTP/MTs sebanyak 1 paket
· Pengadaan buku untuk guru SLB sebanyak 1 paket
· Pembangunan RKB Sekolah sebanyak 3 unit
· Rehab berat bangunan sekolah sebanyak 3 unit
3) Program Pendidikan Menengah

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :
· Tersalurnya beasiswa berprestasi kepada 60 siswa pasiat, 15 siswa di Turki, dan 420 siswa SMA Negeri 10 Samarinda selama 1 tahun.
· Telah dilakukan lomba-lomba pertandingan tingkat SMP kepada 7.000 siswa se Kalimantan Timur.
· Telah dilakukan lomba-lomba pembinaan minat, bakat serta kreatifitas siswa berupa pertandingan tingkat SMA kepada 3.628 siswa se Kalimantan Timur.
· Telah dilakukan lomba keterampilan siswa SMK kepada 210 siswa tingkat provinsi dan telah dilaksanakannya Liga Pelajar Indonesia dengan peserta 8.400 orang.
· Telah dibuat Detail Enginering Design (DED) Education Centre di Kota Samarinda.
· Telah dibangun ruang kelas baru untuk SMA dan SMK sebanyak 20 ruangan untuk Kabupaten Bulungan, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
· Telah dilakukan pembangunan Sekolah Terpadu sebanyak 3 unit di Kabupaten Nunukan, Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan.
· Telah dibangun ruang kelas baru sebanyak 6 ruangan untuk SMK Unggulan di Kota Samarinda.
· Telah dilakukan pembangunan MTs dan MAN di Kota Balikpapan, Kabupaten Bulungan dan Tarakan.
· Telah dibangun Asrama Siswa Mutiara Bangsa di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.
· Telah dilaksanakan pengadaan alat praktek dan peraga siswa sebanyak 6 jenis sebanyak 25 set untuk 62 sekolah.
Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:
· Beasiswa berprestrasi kepada 60 siswa pasiad, 15 siswa di Turki, dan 460 siswa SMA Negeri 10 Samarinda selama satu tahun, pemberian anugerah, parlemen remaja, kreativitas guru pelayanan khusus dan Iptek guru, penghargaan siswa berprestasi ke dalam negeri sebanyak 115 siswa
· Lomba-lomba pembinaan minat,  bakat serta kreatifitas siswa berupa pertandingan tingkat SMA siswa se Kalimantan Timur

· Pelaksanaan ujian akhir nasional paket A, B dan C periode I dan II serta temu koordinasi pengelola PKBM se Kaltim

· Pelaksanaan Liga Pelajar Indonesia, LKS, duta narkoba tingkat provinsi, debat bahasa, olimpiade olahraga, FLS2N.

· Pembangunan gedung sekolah 

· Pembangunan Education Centre yang berlokasi di Kota Samarinda
· Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

· Pengadaan meubelair
· Pelatihan kompetensi tenaga pendidik yakni guru seni, guru olahraga dan operator komputer 

· Rehabilitasi sedang/berat sarana & prasarana pendidikan
· Pelatihan guru SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) dan guru BK (Bimbingan Konseling)
4) Program Pendidikan Non Formal

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :
· Pemberdayaan tenaga pendidik non formal.

· Pengembangan Pendidikan keaksaraan.

· Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.

· Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal.

· Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.

Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:
· Diklat pendidikan non formal kepada penyelenggaran TPA, PAUD dan SPS se Kalimantan Timur

· Beasiswa stimulan S1 guru PAUD sebanyak 375 orang dan S2 praktisi mitra PNFI sebanyak 36 orang
· Pelatihan untuk program pendidikan keaksaraan
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :
· Telah dilaksanakan pelatihan bagi guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 5 mata pelajaran.
· Telah dilaksanakan peningkatan kualifikasi ke S1/D4/S2 sebanyak 3.453 guru.
· Telah didistribusikan sebanyak 500 laptop untuk guru.
Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:

· Pelatihan bagi guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK dan pembinaan KKG dan MGMP  
· Peningkatan kualifikasi  ke S1/D4/S2 sebanyak 3.707 guru yang aktif

· Pengadaan laptop untuk guru sebanyak 500 unit
· Pemilihan guru, kepala sekolah & pengawas berprestasi/berjasa

6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :
· Uji kompetensi dan pemetaan kualitas guru
· Pengembangan sekolah unggulan RSBI/SBI yakni, diadakannya media pembelajaran matematika dan fisika RSBI, peralatan peraga (Meqip), Peta interaktif, pengadaan lab.IPA, pengadaan bahan kimia/biologi lab IPA, dan penyusunan grand design sekolah unggulan
· Pengadaan laptop untuk guru RSBI/SBI

· Insentip guru, Bosda dan Tutor PAUD (Dana BOS)
Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:

· Pengadaan laptop untuk guru perbatasan/terdepan/terpencil

· Malam Penganugerahan Education Awards
· Kaltim Bangkit dengan Seni

b) Alokasi dan realisasi 
Untuk Urusan Pendidikan pada Tahun 2009 telah dialokasikan Rp.374.490.706.854,- dan realisasi mencapai 69,22%.  Pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran Rp.330.546.187.000,- dan telah direalisasikan 74,98%.  Tahun 2011 telah dialokasikan anggaran Rp.324.220.484.440,- dan telah direalisasikan sebesar 84,69%.  Tahun 2012 telah dialokasikan anggaran Rp. 407.325.793.000 dan telah direalisasikan 87,64%.  Tahun 2013 telah dialokasikan anggaran Rp.589.468.380.000,- dan telah direalisasikan sampai dengan bulan April Tahun 2013 realisasi sebesar 5,04%.  
c) Permasalahan dan solusi
1) Permasalahan

· Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari segi kualifikasi pendidikan sehingga tidak sesuai dengan beban kerja yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Subbag.Perencanaan Program dikarenakan struktur organisasi yang berubah, sehingga kurang memadai dibanding dengan volume pekerjaan yang ada.

· Kurangnya jumlah SDM Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

· Belum optimalnya pelaksanaan PAUD non formal dan informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0-6 tahun serta masih kurangnya pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (parenting education), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis.

· Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan masih terkendala oleh permasalahan distribusi yang tidak merata dan kualitas guru yang masih terbatas.  Distribusi guru masih terkonsentrasi di daerah perkotaan.  Kualitas rata-rata guru di daerah perbatasan dan terpencil juga masih rendah.

2) Solusi 

· Peningkatkan kualitas SDM pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

· Meninjau ulang struktur organisasi SKPD yang sudah ada.

· Memberikan kesempatan kepada karyawan/karyawati untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa.

· Pelaksanaan updating data ke Kabupaten/Kota sebagai bahan perencanaan penyusunan anggaran melalui jaringan.

· Peningkatan kualifikasi guru terus ditingkatkan, diharapkan kualifikasi guru tidak memberatkan khususnya bagi guru di daerah perbatasan dan terpencil dan perekrutan tenaga honor guru minimal harus berijazah D4/S1.

· Pendataan yang dilaksanakan oleh tim pendataan di kab/kota harus lebih ditingkatkan lagi dengan data-data yang lebih valid.

2. Urusan Kesehatan, dengan SKPD Pelaksana
 Dinas Kesehatan

a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :

· Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat, melalui rapat koordinasi teknis pengelola pembiayaan kesehatan, sosialisasi pola pengelolaan keuangan BLUD, pertemuan penyusunan pola tarif unit pelayanan kesehatan, advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pembelajaran pengelola keuangan BLUD. Sampai tahun 2012 cakupan jaminan kesehatan masyarakat telah mencapai sebesar 92 %, sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 95 %.

· Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu, melalui pertemuan rakor dan midterm pengelolaan jamkesmas/jamkesda, bantuan transport rujukan bagi petugas dan keluarga pasien, bimbingan teknis pengelolaan pembiayaan. Sampai tahun 2012 cakupan pelayanan masyarakat kurang mampu sebesar 100 % dan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 97 %.

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan :

· Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, melalui kegiatan Pemantauan/ monitoring kegiatan fogging fokus

· Pengadaan alat dan bahan-bahan fogging (larvasida)

· Pengadaan vaksin penyakit menular (vaksin anti rabies, Anti difteri serum, Anti tetanus serum)

· Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, melalui kegiatan Sweeping vaksinasi bagi bayi dan balita, Evaluasi Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

· Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, melalui kegiatan Pelatihan konseling dan testing HIV (VCT), Pelatihan IMAI/HIV AIDS, pengadaan reagen/logistik sífilis dan HIV, Pengadaan kelambu berinsektisida, Sosialisasi pengobatan penderita HIV dengan ART, Sosialisasi pengobatan penderita malaria dengan ACT

·   Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, melalui kegiatan Rakor teknis dan pertemuan LS/LP penanggulangan DBD dan TB, Fasilitasi penjaringan tersangka/pasien baru TB, Monitoring dan pemantauan program zoonosis, Monitoring pengendalian penyakit Flu Burung dan penyakit Kusta. Pada tahun 2012 capaian keberhasilan pengobatan penderita TBC BTA+ sebesar 82 %, sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 85 %. Penderita DBD yang ditangani pada tahun 2012 sebesar 100 % dan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 97 %. 

· Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular, melalui survei evaluasi filariasis (kaki gajah), Survei resistensi insektisida terhadap vektor dan survei uji petik jentik DBD, Survei dinamika penularan malaria dan Survei resistensi insektisida.

· Peningkatan imunisasi, melalui pertemuan evaluasi pemantauan wilayah setempat (PWS), Pertemuan pelaksanaan crash program campak, Pemantauan cold chain/ rantai dingin, Supervisi suportif program imunisasi pada daerah dropout follow up (DOFU). Sampai tahun 2012 capaian jumlah desa UCI sebesar 65,4 % dan di tahun 2013 ditargetkan sebesar 98 %. 

· Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah, melalui Pembuatan buku pedoman penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana, Pembuatan buletin epidemiologi, Penyusunan profil penanggulangan bencana, Surveilan terpadu penyakit puskesmas/rumah sakit, Penggandaan buku pedoman penyakit tidak menular, Sistem kewaspadaan dini penyakit potensial KLB dan Surveilan kesehatan haji embarkasi/debarkasi

· Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan penyakit menular, melalui kegiatan Pengembangan jejaring pengendalian penyakit tidak menular, Monev pengamatan surveilan epidemiologi.

· Monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui kegiatan Pertemuan evaluasi program Pengendalian penyakit, dan Asistensi teknis surveilan kesehatan haji.

3) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan :

· Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, melalui kegiatan seleksi dan fasilitasi program Kab/Kota sehat, Pemantauan kualitas lingkungan, Pengawasan kualitas limbah rumah sakit

· Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

· Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat, melalui pengembangan wilayah sehat, Kabupaten/Kota sehat dan pasar sehat. Capaian tatatan wilayah sehat tahun 2012 sebesar 35,7 % dan target tahun 2013 sebesar 70%. Capaian rumah sehat tahun 2012 sebesar 72,3 % dan target tahun 2013 sebesar 75 %. 

· Monitoring, evaluasi dan pelaporan, melalui pertemuan evaluasi kota sehat

4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan :

· Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, melalui kegiatan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, Konfirmasi/penyelidikan kasus gizi buruk dan Pengumpulan data peta rawan gizi.

· Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, melalui kegiatan Sosialisasi dan advokasi penanggulangan gizi buruk, Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi tenaga kesehatan di puskesmas perawatan, Pengadaan larutan penanggulangan gizi buruk, Pengadaan makanan pendamping ASI. Capaian pemberian MP-ASI pada anak balita 6-24 bulan keluarga miskin tahun 2012 sebesar 96 % dan target tahun 2013 sebesar 100 % anak. Sedangkan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 %. 

· Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi, melalui pertemuan Sosialisasi dan advokasi peningkatan ASI eksklusif, Semiloka peningkatan ASI eksklusif.

· Monitoring, evaluasi dan pelaporan program gizi dan penggunaan garam beriodium

5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan :

· Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, melalui pameran dan kampanye kesehatan, liputan dan siaran radio, serta penyuluhan kelompok dan keliling, Pencetakan poster, leaflet, booklet, naskah koran, spanduk, banner dan billboard. Cakupan rumah tangga PHBS tahun 2012 sebesar 55,5 % dan tahun 2013 ditargetkan sebesar 50 %.

· Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dalam promosi kesehatan dengan melaksanakan Rakor pokjanal posyandu. Cakupan Posyandu aktif tahun 2012 sebesar 38 % dan target tahun 2013 sebesar 55 %.

· Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan, melalui workshop desa siaga, pemantapan pola hidup bersih dan sehat.

· Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan program promosi kesehatan, Monev desa siaga. Cakupan desa siaga aktif taun 2012 sebesar 32,6 %, dan target tahun 2013 sebesar 55 %. 

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan :

· Revitalisasi Sistem Kesehatan, melalui kegiatan Pertemuan monitoring puskesmas 24 jam, Pelatihan pelayanan mutu puskesmas 24 jam, Pembinaan puskesmas 24 jam, UGD, PONED dan pelayanan spesialis. Sampai tahun 2013 jumlah puskesmas 24 jam telah mengalami peningkatan yaitu sebanyak 165 puskesmas, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 98 puskesmas.

· Peningkatan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP), Kemitraan bidan dan dukun, Pelacakan kasus kematian ibu di puskesmas. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2012 sebesar 76,2 % dan target tahun 2013 sebesar 93 %. Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes tahun 2012 sebesar 79 % dan target tahun 2013 sebesar 88%.

· Advokasi dan sosialisasi kesehatan jiwa masyarakat, Pembinaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja, Penjaringan kesehatan anak sekolah, Orientasi pedoman buku KIA Balita, Penggerakan puskesmas santun Usila, Sosialisasi uji kompetensi injeksi vit.K dan otopsi verbal Balita, serta pertemuan koordinasi Obgynsos.  Capaian penjaringan kesehatan siswa SD/MI tahun 2012 sebesar 63 %, dan tahun 2013 ditargetkan sebesar 100 %. 

· Pembinaan teknis dan pelayanan kesehatan indera oleh UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat. Pada tahun 2012 pelayanan operasi katarak sebanyak 1573 orang. Untuk tahun 2013 ditargetkan sebesar 1600 orang. 

7) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan :

· Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan seperti obat gizi, obat anti tuberkulosis, obat malaria dan obat buffer stock. 

· Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, melalui Pembinaan  teknis program farmasi dan makanan, Pengiriman/distribusi dan pemusnahan obat. Cakupan obat generik berlogo yang tersedia tahun 2012 sebesar 89 % dari target 85 %.

· Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan RS, melalui pertemuan implementasi pelayanan informasi obat di sarana pelayanan.

· Monitoring, evaluasi dan pelaporan, melalui monitoring pelaksanaan penggunaan obat rasional, Monitoring pelaksanaan pelayanan informasi obat.

b)  Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2009 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 53,5 M (8,6  % total APBD), pada tahun 2010 sebesar Rp. 83,1  M  (13,8  %), tahun 2011 sebesar Rp. 64,6  M (10,8 %), pada tahun 2012 sebesar Rp. 95,9 M (9 %) dan pada tahun 2013 sebesar Rp.128,3 M   (9 %).  Realisasi anggaran pada tahun 2009 sebesar Rp. 40,3  M (75,3  %), tahun 2010 sebesar Rp. 61,1 M (73,5%), tahun 2011 sebsar Rp. 52,7 M (81,6%), pada tahun 2012 realisasi sebesar Rp. 69,5 M (72,4 %) sedangkan tahun 2013 sampai dengan semester I realisasi sebesar Rp. 29,8 M (23,2%).

c) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

· Angka kematian ibu (AKI) masih tinggi, data tahun 2011 sebesar 134 masih diatas target MDGs sebesar 102.

· Masih tingginya angka prevalensi HIV/AIDS sebesar 0,18 % pada tahun 2012 berada diatas rata-rata nasional (0,15%)

· Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.

2) Solusi

· Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan melalui pertemuan Kelas Ibu Hamil, Pembentukan Tim AMP (Audit Maternal Perinatal), KB Pasca Persalinan, Pelatihan Puskemas  mampu PONED dan Rumah Sakit mampu PONEK, Perbaikan sistem pelaporan dengan menggunakan data Kohort ibu, Surveilans kesehatan Ibu,  Pemantauan wilayah setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA), pertemuan koordinasi, perbaikan sistem rujukan untuk ibu bersalin,  pertemuan Audit Maternal Perinatal; meningkatkan fungsi dan peran bidan koordinator di setiap wilayah. Kerjasama untuk menurunkan AKI dengan berbagai pihak antara lain dengan Universitas Adelaide di Australia yang menitik beratkan pada kegiatan penurunan angka kematian ibu dengan membentuk Tim Tekhnis Kesehatan Maternal Provinsi Kalimantan Timur.

· Untuk mengatasi masalah HIV/AIDS dilakukan kegiatan sebagai berikut : (1) membentuk klinik KTS (Konseling Testing Sukarela) di beberapa puskesmas sentinel, seluruh rumah sakit di Kabupaten/kota, baik yang statis maupun mobile, (2) terapi ARV (Anti retroviral Virus) di beberapa rumah sakit seperti RSU. A.Wahab Syahrani Samarinda, RS Dirgahayu Samarinda, RSU Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RST. Harjanto Balikpapan, RSU Tarakan, RSUD Bontang dan RSUD Malinau, (3) Layanan IMS pada fasilitas pelayanan kesehatan, (4) Layanan Rumatan Methadon bagi para pengguna narkoba di RS. Jiwa Atma Husada Samarinda, (5) Program PPIA (Pencegahan Penularan HIV-AIDs) dari ibu ke anak, yang ada di RS. AW. Syahranie Samarinda, RS Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RST. Harjanto Balikpapan, RS Dirgahayu Samarinda dan RSU Tarakan, (6)Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis  individu dengan Sistem Informasi HIV-AIDs (SIHA).

·  Memberikan beasiswa bagi tenaga kesehatan yang berasal dari daerah dan kembali ke daerah asal setelah pendidikan, membuat usulan kebutuhan tenaga kesehatan ke pusat.

RSUD A.Wahab Syahranie.

Capaian program yang dicapai oleh RSUD Abdul Wahab Syahranie kurun waktu 2009-2013 sebagai berikut:
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan Kualitas SDM 
· Peningkatan jumlah tenaga dokter dari tahun 2009  hingga tahun 2013 sebanyak 280 dokter
· Peningkatan jumlah tenaga perawat dari tahun 2009-2013 sebanyak 2.411 perawat

· Peningkatan jumlah tenaga penunjang medis dari tahun 2009-2013 sebanyak 98 tenaga penunjang
2) Program Pengembangan Manajemen Aparatur Kegiatan

· Pembangunan gedung kantor, dari tahun 2009 -2013 telah dibangun 3 unit bangunan yaitu Gedung IGD, gedung IRJA dan Private Wing, dan Gedung bedah sentral

· Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor. Dari tahun 2009-2013 telah dilakukan rehab bangunan gedung rawat inap
3) Program Peningkatan Sarana & Prasarana 
· Realisasi pengadaan sarana private wing.

· Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor. Dari tahun 2009-2013 telah dilakukan rehab bangunan gedung rawat inap

· pengadaan  Alat klinik  kecantikan .

4) Program Standarisasi Pelayanan RS PONEK 

· Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah

· Penyusunan Standar Pelayanan RS Ponek

· Pengadaan Alat Kedokteran Umum Ruang Intensif.

· Pengadaan Alat ukur Elektromedik

· Peningkatan Manajemen Pengelolaan Darah

· Pengadaan Alat Kedokteran Umum Radiologi

7) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

· Pengembangan dan Peningkatan Status Kelas Rumah Sakit Akreditasi Penuh 16 Pelayanan & Lulus ISO 2001.

· Penetapan RS Pendidikan dengan Kelas B 

· Peningkatan Manajemen Pengelolaan Darah

· Pengadaan Alat Kedokteran Umum Radiologi

· Pengikatan kerjasama baru (Mou) dengan institusi pendidkan dan pelayanan seperti Unmul Samarinda, Unair Surabaya

b)  Alokasi dan realisasi anggaran
Alokasi anggaran tahun 2009 sebesar                                Rp. 419.988.735.477,98 dengan realisasi 96,49% . Tahun 2010 alokasi anggaran sebesar  Rp. 303.598.710.000,00 dengan realisasi sebesar 93,01%. Pada tahun 2011 alokasi anggaran sebesar  Rp. 344.665.110.400,00 dengan realisasi sebesar 82,43.% Pada tahun 2012 alokasi  Rp. 409.055.370.194,31 dengan realisasi 71,43% . Pada tahun 2013 alokasi anggaran Rp.   357.005.912.000,00 dengan realisasi sampai juni 2013 sebesar 49,69% 

c) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan 

· Mengusulkan pembangunan gedung rawat Inap Kelas III sebanyak 400 tempat tidur

· Mengusulkan penambahan tenaga medis dan Paramedis Ke BKD.
2) Solusi
· Daya Huni rumah sakit ( BOR) sudah melebihi standar kapasitas (lebih dari 85 %)
· Sumber daya Manusia masih kurang (Dokter Spesialis, Perawat,Bidan)
RSUD Kanujoso Djatiwibowo
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Capaian program RSUD Kanudjoso Jatiwibowo kurun waktu 2009-2013 sebagai berikut:

· Membentuk  Unggulan Rumah Sakit Sebagai Stroke Unit, Membentuk Poliklinik Eksekutif Kemitraan, Membentuk  High Care Unit, Membentuk Wisma “Wijaya Kusuma” , Membentuk TPA (Taman Penitipan Anak), Meningkatkan kemampuan kamar operasi (dari 6 kamar operasi menjadi 16 kamar operasi), Meningkatkan jumlah tempat tidur (dari  350 TT menjadi 550 TT) dengan dibangunnya Unit Rawat Terpadu “Anggrek Hitam”, dimana gedung 8 lantai tersebut menjadi sebuah One Stop Service untuk pasien dan dilengkapi dengan “Heliped”.

· Juni 2011 mendapat Piagam Akreditasi Rumah Sakit dengan status Penuh Tingkat Lengkap dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

· Desember 2011  mendapat  Sertifikat “Quality Management System” ISO 9001 : 2008  dari SAI GLOBAL.

· Mendapat Prestasi SKPD se-Kalimantan Timur  pada Januari 2013 yaitu :

· Terbaik  I
:

Pengelolaan Barang Milik Daerah

· Terbaik  II 
: 

Pengelolaan Kepegawaian

· Terbaik  II
:

Keseluruhan Penilaian SKPD  

· Terbaik Harapan  I
:
Penerapan SAKIP
· Meraih Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

· Maret 2013 mendapat Penghargaan RSKD yang Terbaik dan Tepat Waktu dalam Penyampaian Pelaporan Pasca Persalinan & Pasca Keguguran serta Peningkatan Pelayanan Akseptor Baru Keluarga Berencana MKJP dari BKKBN.

· April - Juni 2013 Meraih Penghargaan lagi,                   yaitu  :

· Penghargaan atas Kesungguhan dan Peran Aktif pada Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Tahun 2012.

· Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebelumnya ”Biru”  untuk Tahun  2012 – 2013 menjadi “Hijau”

· Penghargaan Pemenang  Pertama Lomba Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran (KB PP dan PK) Rumah Sakit Tipe B atau Setara Tingkat Nasional Tahun 2013 se-Indonesia.
· Juara  III  Penilaian Monev Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)  Secara Umum + TB untuk 15 RS di Indonesia.
b) Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan 

· Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terdapat permasalahan yang timbul           diantaranya :

· Setiap tahapan kegiatan tidak semua kegiatan terakomodir karena menyangkut tersedianya dana / biaya yang diperlukan serta ditinjau pula dari segi tingkat prioritas dan kebutuhan.

2) Solusi

· Solusi yang dapat diambil pada permasalahan ini adalah mengadakan analisa kebutuhan di setiap bidang kegiatan seperti analisa kebutuhan pegawai, analisa keuangan, peralatan dan perlengkapan yang menunjang  peningkatan pelayanan di rumah sakit.

RSJD Atma Husada
a) Adapun program dan kegiatan Rumah sakit Jiwa daerah atma Husada Mahakam tahun 2009-2013 adalah:

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

· Peningkatan pelayanan dan penanggulangan kesehatan

2) Program standarisasi pelayanan Kesehatan
· Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.

3) Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

· Penyuluhan kesehatan jiwa dan Narkoba

4) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru dan Rumah Sakit Mata

· pembangunan rumah sakit.
· pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/kedokteran  umum.

· pengadaan obat-obatan rumah sakit.

· pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit.

· pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.

Berikut Output utama yang dihasilkan program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam tahun 2009-2013 adalah

5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

· Terlaksananya pelayanan kesehatan Jiwa di Rumah sakit/ Puskesmas  14 kabupaten/kota se Kalimantan Timur.

· Terlaksananya bebas pasung dan perawatannya terhadap 36 orang   pasien gangguan jiwa, dengan rincian pasien pasung dari Nunukan 6 orang, Panajam Pasir Utara 8 Orang, Malinau 3 orang, Kukar 1 orang, Balikpapan 2 orang, Kubar 8 orang, Kutim 7 orang, dan dari Pasir 1 orang.

· Terlaksananya pelayanan unggulan MPKP, di ruang rawat inap RSJD Atma Husada Mahakam.

· Tertanganinya pasien gangguan jiwa:

· Tahun 2009

Jumlah pasien yang dirawat 79.788 orang

Dan sudah dinyatakan tenang dan diperbolehkan pulang oleh dokter berjumlah  961 orang

· Tahun 2010

· Jumlah pasien yang dirawat 74.298 orang

· Dan sudah dinyatakan tenang dan diperbolehkan pulang oleh dokter berjumlah 937 orang

· Tahun 2011

· Jumlah pasien yang dirawat 83.222 orang

· Dan sudah dinyatakan tenang dan diperbolehkan pulang oleh dokter berjumlah 1.102 orang

· Tahun 2012

· Jumlah pasien yang dirawat 79.025 orang

· Dan sudah dinyatakan tenang dan diperbolehkan pulang oleh dokter berjumlah 1.155 orang

· Tahun 2013

· Jumlah pasien  sampai bulan Juni yang dirawat 43.610 orang

· Dan sudah dinyatakan tenang dan diperbolehkan pulang oleh dokter  berjumlah 578 orang

6) Program Standarisasi pelayanan Kesehatan

· Terakreditasinya, 12 pelayanan di RSJD Atma Husada Mahakam pada tahun 2010.

· Tercapainya kenaikan type Rumah sakit Jiwa Daerah atma Husada mahakam dari type B menjadi tipe A pada tahun 2011.

7) Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

· Semakin meningkatnya angka kunjungan rawat jalan tahun pertahun, hal ini menunjukkan masyarakat mulai memahami dan menyadari akan deteksi dini kesehatan jiwa.

8) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru dan Rumah Sakit Mata

· Terlaksananya pembangunan IGD pada tahun 2011, dan sedang berjalannya pembangunan bangsal kelas III pada tahun 2013 

b) Alokasi dan realisasi anggaran
Alokasi  anggaran tahun 2009 sebesar                        Rp. 19.824.718.340 dengan realisasi sebesar 68,37%. Dan tahun 2010 alokasi anggaran sebesar Rp. 22.462.187.000 dengan realisasi sebesar 97.06%. Di tahun 2011 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 26.868.132. 600. Di tahun 2012 Pada tahun 2012 Anggaran RSK. Atma Husada dari APBD dialokasikan sebesar Rp.36.376.013.000,- setelah perubahan menjadi Rp.41.379.971.000,- dengan capaian kinerja 86,42 persen. Di tahun 2013 di alokasikan dana sebesar Rp. 57.000.000.000dengan realisasi hingga bulan juni 2013 sebesar 47,35%

c) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan 

Secara umum kondisi pelayanan RSJD. Atma Husada Mahakam tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup baik, namun masih ada beberapa permasalahan sebagai berikut:
· Kualitas pelayanan tidak dapat mencapai hasil yang maksimal dikarenakan jumlah tempat tidur kelas III di rumah sakit masih tidak mampu menampung seluruh pasien tidak mampu/kelas III yang sesuai standar. 
· Belum adanya rehabilitasi sosial sebagai perawatan lanjutan pasien pasca perawatan di rumah sakit jiwa. 
· Daya Manusia yang profesional di lingkungan RSJD Atma Husada Mahakam yang masih sangat terbatas.
2) Solusi 

· Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana RSJD. Atma Husada Mahakam agar dapat memenuhi kebutuhan pasien rumah sakit baik di rawat jalan dan rawat inap.

· Pada tahun anggaran berikutnya lebih memfokuskan penganggaran untuk menambah tempat tidur pada ruang rawat inap kelas III dengan membangun gedung baru khusus perawatan pasien kelas III, dan pada tahun 2013 ini dalam proses penyelesaian bangunan. 
· Menambah tenaga (SDM) RSJD. Atma Husada Mahakam yang memiliki potensi dan keahlian dalam rangka meningkatkan pelayanan serta manajemen rumah sakit.

· Memberikan pelayanan pasien JIWA selama 24 jam.

· Perlu pengembangan Rumah Sakit Jiwa yang terintegrasi dengan pelayanan Rehabilitasi Medik, Sosial dan NAPZA dengan relokasi RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

RSUD Tarakan, dengan:
Program RSUD Tarakan tahun 2009-2013 sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Rumah Sakit baik dokter, perawat dan tenaga penunjang pelayanan, sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 dilaksanakan Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan sebagai berikut :

· Diklat Fungsional bagi tenaga medis sebanyak 588 orang dengan target tahun 2013 sebanyak 500 orang

· Diklat teknis bagi tenaga non medis sebanyak 1.096 orang dengan target tahun 2013 sebanyak 300 orang
Disamping pelatihan formal dalam rangka peningkatan kompetensi SDM fungsional dan Non Fungsional seperti tersebut di atas saat ini (2013)  RSUD Tarakan, sedang melaksanakan pelatihan pelayanan keperawatan menuju World Class Hospital yang pertama dilaksanakan di Indonesia di luar Rumah Sakit Vertikal.

2) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dari tahun 2009 – 2013
· Tercapainya Akreditasi Penuh Rumah Sakit 16 Pelayanan pada tahun 2012 yang terdiri dari :

· Administrasi Manajemen

· Pelayanan Medis

· Gawat Darurat

· Keperawatan

· Rekam medis

· Farmasi

· K3RS

· Radiologi

· Laboratorium

· Infeksi Nosokomial

· Perinatal Risiko Tinggi

· Rehab medis

· Gizi

· ICU

· Pelayanan Darah

· Didapatnya sertifikat ISO:

· Dalam bidang pelayanan emergency dan rawat inap (wqa=worldwide quality assurance, no. qsj1986 ) ISO 9001: 2008. tahun 2012

· Dalam bidang risk management ISO 31000 : 2008. Tahun 2012 dan pada 2013 ditargetkan dalam bidang business continuity management systems mendapat  ISO 22301:2012

3) Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
· Pembangunan Gedung Rumah Sakit.

· Pada tahun 2009 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 ini telah terbangun gedung Rumah Sakit 7 lantai dengan target ruang VVIP, VIP, Kls I,II,III, serta ruang khusus ICU/ICCU, PICU, NICU, Burn Unit, Trauma Centre dan Stroke Centre yang saat ini telah mencapai 70 % diharapkan pada bulan Nopember selesai 100%.
· Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit / kedokteran umum.

Permasalahan dan Solusi

Masih kurangnya Pemenuhan jenis pelayanan Spesilistik di RSUD Tarakan diakibatkan kurangnya dokter spesialis yang bersedia menetap di Kota Tarakan karena Pemprov. Kaltim belum bisa memberikan fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dan insentif yang memadai disebabkan belum adanya aturan yang mendukung.
Solusi atas permasalahan di atas adalah dengan menyediakan fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dan insentif yang memadai. 

3. Urusan Lingkungan Hidup, dengan SKPD pelaksana
Badan Lingkungan Hidup
Program dan kegiatan yang dilaksanakan hingga tahun 2013 sebagai berikut
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengkajian dampak Lingkungan

· Tertanganinya  penanganan kasus-kasus lingkungan dan sengketa Lingkungan Hidup.

· Terbentuknya Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  yang akan disahkan oleh DPRD Prov.Kaltim.

· Terlaksananya peran  dan fungsi Pos Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup  (Pos P3LSH).

· Terlaksananya  Peningkatan  Kapasitas  PPNS – LH dan PPLHD se Kalimantan Timur.

· Terlaksananya  Peningkatan  Penaatan Hukum Lingkungan pada seluruh  Perusahaan yang menjadi Kewenangan  Provinsi.

· Terlaksananya Rapat Koordinasi Amdal se- Kalimantan Timur.

· Terlaksannya Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi.

· Pengawasan  UKL/UPL  bagi kegiatan yang merupakan  kewenangan  Pemerintah Provinsi.

· Pembinaan  pelaksanaan Manajemen  Komisi  penilai AMDAL dan Kelengkapan data AMDAL  serta UKL/UPL  pada BLH se-Kaltim.

· Terlaksananya  Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Daerah.

· Terlaksannya Rapat Koordinasi Pembinaan Evaluasi Mutu Dokumen AMDAL Kab/Kota se-Kaltim.

· Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan RKL/RPL Kab/Kota se Kalimantan Timur.

· Terlaksananya Rapat Koordinasi PPLH se-Kaltim dan Rapat Kordinasi Regional Se Kalimantan

Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER)

· Terlaksananya pengawasan dan meningkatnya ketatan dunia usaha terhadap Peraturan-peraturan Bidang Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kinerja Perusahaan (Proper).

· Proper Industri dan Jasa, telah dilakukan penilaian terhadap 28 Perusahaan Industri dan Jasa pada tahun 2009, tahun 2010 penilaian terhadap 34. Pada tahun 2011 sebanyak 33 perusahaan, Tahun 2012 telah dilakukan penilaian terhadap 35 Perusahaan.  Dan tahun 2013 tetap 35 perusahaan.

· Sedangkan Perusahaan Pertambangan Batubara Tahun 2009 telah dilakukan penilaian 24 perusahaan, tahun 2010 telah dilakukan penilaian 34 perusahaan, tahun 2011Penilaian 37 perusahaan, tahun 2012 penilaian 67 perusahaan. Tahun 2013 sebanyak 70 perusahaan.

· Untuk penilaian kinerja perusahaan HPHTI/IUPHHK-KT, telah dilakukan penilaian 24 perusahaan pada tahun 2009, pada tahun 2010 telah dilakukan penilaian 33 perusahaan. Tahun 2011, 32 perusahaan. Tahun 2012 perusahaan yang dinilai 33. Tahun 2013 sebanyak 35 perusahaan.

· Pengendalian kerusakan dan Perusakan Lingkungan Hidup.

· Terinventarisirnya Kerusakan Mangrove di Kalimantan Timur. Dari jumlah luas mangrove 883.379 ha dan yang rusak 329.579 ha.

· Kerusakan Hutan dan Lahan

· Terinventarisnya  lahan  kritis  di  Kaltim tahun 2008 seluas5762.225 ha, Tahun  2009 seluas 5.186.002ha (mengalami penurunan menjadi 4.663.352 ha) dan tahun 2010 7.982.749 ha.

· Upaya Menghadapi Perubahan Iklim antara             lain :

· Adanya Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012.

· Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SARP REDD).

· Penanaman 1 Juta Pohon di Samboja dan Kota-kota lainnya di Kalimantan Timur.

· Program  One Men Five Tree.

· Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Konservasi Insitu dan exsitu
· Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kota sehat/adipura  dari tahun 2009 sampai tahun 2013 

· Tersosialisasinya upaya produksi ramah Lingkungan untuk meminimalisasi limbah industri

· Terbinanya Laboratorium Lingkungan kearah akreditasi nasional dari tahun 2009 sampai tahun 2013

· Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil bidang LH

2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengembangan Kapasitas.
· Adanya laporan Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH)/SLHD

· Meningkatnya Kemampuan Kapasitas personil dilingkungan BLH Prov. Kaltim melalui Kursus dan Bimtek.

· Terciptanya Sekolah Hijau yang perduli terhadap Lingkungan hidup (Adiwiyata).

· Pekan Lingkungan Indonesia 

· Pekan Lingkungan Indonesia, pada tahun 2009 Provinsi Kalimantan Timur, Melalui Badan Lingkungan Hidup mendapat Peringkat Pertama, tahun 2010 dan tahun 2011 Juara Pertama, tahun 2012 sukses menjadi Juara Umum dan Tahun 2013 masih meraih juara Pertama.

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Adanya  penerima Kalpataru dari Kalimantan Timur dari tahun 2009 – 2013.
Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran di tahun 2009 sebesar                           Rp. 13.928.427. Di tahun 2010 memiliki anggaran                        Rp. 17.790.758.000 dengan capaian kinerja 74,18%. Di tahun 2011 alokasi anggaran sebesar Rp. 15.268.777.400 dengan capaian kinerja 84,44%. Pada tahun 2012 Anggaran BLH dialokasikan sebesar Rp.23.986.978.000,- setelah perubahan menjadi Rp.24.836.978.000,- dengan capaian kinerja 79,24 persen dan pada tahun 2013 dialokasikan dana sekitar Rp. 23.461.000.000 dengan capaian kinerja sampai Juli 2013 sebesar 43,33%.
Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan 

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi dalam pelaksaaan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur  pada dasarnya menuntut perhatian seluruh pelaku pembangunan yakni pemerintah (stake holder), masyarakat  dan pihak swasta/perusahaan, agar masalahnya tidak menjadi semakin besar dan lebih komplek.
2) Solusi
Saat ini sedang  dibahas rancangan Perda tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kaltim, diharapkan dapat segera disetujui dan disahkan.

4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Tata Ruang & Perumahan  , dengan SKPD pelaksana
Dinas Pekerjaan Umum
a) Program dan Kegiatan

Sebagaimana pelaksanaan Program prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiKalimantan Timur tahun 2009-2013 telah melaksanakan 61 program dengan 293 kegiatan. Penjabaran program dalam kegiatan-kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. 

b) Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Pagu anggaran SKPD DPU ProvinsiKaltim tahun 2009  Rp. 1.213.936.136.936,- Realisasi                                      Rp. 984.135.930.987,- (81,07 %) 2010 sebesar                      Rp. 1.102.189.609.000,- RealisasiRp. 1.000.808.563.690 (90,80 %) 2011 sebesar Rp. 1.860.989.554.918,- Realisasi Rp. 1.548.734.778.241 (83,22 %) 2012                   Rp. 3.291.736.493.792,- Realisasi Rp. 2.485.268.287.53 8,- (75,50 %) dan di tahun 2013 sebesar Rp. 2.795.186.020.400,-Realisasi anggaran per 30 juni 2013 sebesarRp. 622.055.798.965,- (23,69 %)

1) Program Pembangunan jalan dan jembatan

· Perencanaan pembangunan jalan.

· Survey kontur jalan dan jembatan.

· Pembangunan jalan.

· Perencanaan pembangunan jembatan.

· Pembangunan jembatan.

2) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

· Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

· Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

3) Pembangunan turap/talud/bronjong

· Perencanaan turap/talud/bronjong.

· Pembangunan turap/talud/bronjon.

4) Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan

· Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

· Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.

· Rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

· Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.

5) Tanggap darurat jalan dan jembatan

· Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat.

· Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat.

6) Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

· Inspeksi kondisi jalan.

· Inspeksi kondisi jembatan.

7) Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

· Penyusunan sistem informasi database jalan.

· Penyusunan sistem informasi database jembatan.

8) Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan
· Pembangunan gedung workshop.

· Pembangunan laboraturium kebinamargaan.

· Pengadaan alat-alat berat.

· Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat.

· Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboraturium kebinamargaan.

· Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung workshop.

· Rehebilitasi/Pemeliharaan laboraturium kebinamargaan.

· Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat.

· Rehabilitasi/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat.

· Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.

9) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

· Perencanaan pembangunan jaringan irigasi.

· Perencanaan pembangunan reservoir.

· Perencanaan normalisasi saluran sungai.

· Pembangunan reservoir.

· Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun.

· Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.

10) Penyediaan dan pengelolaan air baku

· Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.

· Peningkatan distribusi penyediaan air baku.

11) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber air lainnya.

· Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

12) Pengendalian banjir

· Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali.

· Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.

· Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir.

· Pembangunan prasarana pengaman pantai.

· Pembangunan reservoir pengendalian banjir.

13) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

· Perencanaan pengembangan infrastruktur.

14) Pembangunan infrastruktur pedesaan

· Penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan.

· Pembangunan infrastruktur air bersih perdesaan.

15) Pengembangan perumahan

· Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan.

· Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM).

· Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.

· Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang perumahan.

· Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan.

· Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

· Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.

16) Pemberdayaan komunitas perumahan

· Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat.

17) Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

· Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam.

18) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

· Pengembangan sistem distribusi air minum.

· Penyediaan sarana air bersih dan sarana dasar terutama bagi masyarakat miskin.

19) Perencanaan Tata Ruang

· Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

· Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan.

· Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.

· Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang.

· Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang.

· Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota.

· Penyusunan rencana tata ruang kawasan.

· Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.

20) Pemanfaatan Ruang

· Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang.

· Penyusunan norma, standar, dan criteria pemanfaatan ruang.

· Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang.

· Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota.

21) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

· Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

· Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang.

· Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

· Pengawasan pemanfaatan ruang.

· Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang.

· Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

22) Pengaturan Dan Perberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

· Sosialisasi dan deseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait.

· Forum jasa konstruksi.

· Rapat koordinasi daerah jasa konstruksi.

· Fasilitasi sertifikat tenaga terampil jasa konstruksi.

23) Pengawasan  Jasa Kontruksi

· Pengawasan  terhadap perizinan jasa konstruksi.

24) Penyusunan Perencanaan Program Dan Monitoring Kegiatan ke-PU-an

· Penyusunan perencanaan program ke-PU-an.

· Monitoring dan evaluasi kegiatan ke-PU-an.

· Rapat koordinasi ke-PU-an.

· Review Renstra 2009-2013.

· Penyusunan pelaporan 5 tahunan kinerja ke-PU-an.

· Penyusunan pelaporan tahunan kinerja ke-PU-an.

· Penerapan manajemen berbasis kinerja.

· Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa.

25) Penyusunan Sistem Informasi ke-PU-an

· Penyusunan sistem informasi bidang pekerjaan umum.

· Penataan jaringan system informasi bidang pekerjaan umum.

· Pengadaan sarana dan prasarana informasi ke-PU-an.
c) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan umum yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan pada :

Sumber Daya Air :

· Pembebasan Tanah.

· Tambang.
· Petani.

Bina Marga :
· Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan oleh pemerintah kota atau kabupaten masih belum maksimal dilaksanakan.

· Jalan yang ada saat ini sebagian besar merupakan jalan eks HPH dan Tambang, sehingga pembangunannya tidak direncanakan menurut standar yang baik.

· Banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi kapasitas jalan (> MST 8 Ton/Kelas IIIa).

· Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) oleh instansi terkait terhadap para pelaku pelanggaran angkutan beban lebih (over load) dan penertiban ukuran kendaraan.

· Belum terlaksananya penanganan jalan secara terprogram sampai final surface

· Kondisi tanah yang sangat labil sehingga terjadi longsoran-longsoran atau patahan yang tidak terduga

· Terbatasnya ketersediaan material lokal yang berkualitas untuk konstruksi jalan sehingga perlu mendatangkan dari daerah lain.

· Belum tuntasnya penyelesaian pembangunan jalan lintas Kalimantan poros selatan dan poros tengah.

· Pembangunan jalan lintas Kalimantan poros tengah dan koridor perbatasan masih dalam tahap pembangunan secara bertahap.

Cipta Karya :
· Belum sinkronisasi Program antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya.

· Masalah pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota

· Pengelolaan pasca konstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
2) Solusi
· Sebelum pembangunan fisik, Kabupaten/Kota harus menyelesaikan terlebih dahulu pembebasan lahan, sehingga alokasi fisik yang telah dianggarkan dapat digunakan tepat waktu dan tepat sasaran.

· Untuk mengatasi permasalahan penanganan jalan tersebut dapat dibiayai dengan sistem kontrak Multiyears. Untuk pelaksanaan fisik yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun (secara bertahap), pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan dana yang dilakukan secara berkesinambungan.

· Perlu adanya Sinkrosnisasi program antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya.

· Dapat dilakukan secara bersama-sama (sharing) melalui pendanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBN dan Loan.
5. Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik :
Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah.
a) Realisasi Program & Kegiatan Tahun 2009 – 2013

Dalam rangka mewujudkan Visi Kaltim Bangkit 2013, maka sejak tahun 2009 - 2012 telah dilakukan program/kegiatan sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat guna dalam penganggran. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

· Kegiatan Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD  yang mensinergikan aspirasi dari seluruh stake holder dalam rangka penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD 2009 - 2013 

· Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD dengan output dokumen RKPD 2009 – 2013 yang memuat kompilasi prioritas pembangunan dan program/kegiatan prioritas Kalimantan Timur tahun 2009 – 2013

· Kajian Perencaaan Pembangunan Daerah dengan output dokumen kajian terhadap struktur APBD Provinsi Kalimantan Timur agar lebih berkualitas baik dari sisi target dan sasaran maupun pencapaian indikator kinerja kegiatan

2) Program Pengembangan Data/Informasi 

Sasaran program adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan penganggaran yang berbasis kinerja memenuhi azas manfaat, dengan kegiatan sebagai berikut :

· Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan output adalah dokumen KUA/PPAS APBD Murni dan Perubahan APBD  tahun anggaran 2009 – 2013 sebagai materi pembahasan Rancangan APBD tahun anggaran 2009 – 2013 antara TAPD dan Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

· Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan. Kegiatan ini difokuskan untuk menjaga konsistensi serta mengakomodir program / kegiatan prioritas nasional, regional  dan  lokal. Ouputnya adalah dokumen sebagai berikut :

1) Buku KaltimDalam Angka 2009 - 2012

2) Buku PDRB Lapangan Usaha 2009 – 2012

3) Buku PDRB Penggunaan 2009 – 2012

4) Bulletin Bappeda

5) Kliping Pembangunan Kaltim 

6) Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian

7) Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur

3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sasaran program adalah dalam rangka memastikan indikator kinerja RPJMD 2009 – 2013 lingkup Bidang Ekonomi agar tercapai sesuai dengan target dan sasaran yang hendak dicapai, adapun kegiatannya adalah  sebagai berikut :

· Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi : ouputnya adalah capaian target dan sasaran kinerja pembangunan Bidang Ekonomi yang meliputi bidang Pertanian dalam arti luas, Pertambangan dan Energi, Kehutanan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pariwisata, Penanaman Modal, Pengembangan KIPI Maloy, Keuangan Daerah  dan Lingkungan Hidup.

4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sasaran program adalah dalam rangka memastikan indikator kinerja RPJMD 2009 – 2013 lingkup Bidang Prasarana Wilayah agar tercapai sesuai dengan target dan sasaran yang hendak dicapai, adapun kegiatannya adalah  sebagai berikut :

· Koordinasi Penyusunan Master Plan Pengembangan SDA dan LH hasilnya adalah RAD-GRK, Rencana Aksi Pangan dan Gizi, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dan pengembangan Food Estate.

· Penyusunan Pengembangan Prasarana Wilayah dengan hasil  : terlaksananya koodinasi pembangunan Bidang Prasarana Wilayah.

5) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatannya adalah  :

· Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan hasil adalah koordinasi bidang tata ruang antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur

· Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Maloy dengan hasil  : dokumen perencanaan KIPI Maloy Tahap I.

6) Program Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Dengan kegiatan :

· Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan dengan hasil berupa koordinasi program/kegiatan yang menangani masalah air bersih bagi masyarakat dan drainase serta sanitasi wilayah perkotaa di Kalimantan Timur.

7) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Sasaran program adalah dalam rangka memastikan indikator kinerja RPJMD 2009 – 2013 lingkup Bidang Sosial Budaya yang meliputi Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan agar tercapai sesuai dengan target dan sasaran yang hendak dicapai, adapun kegiatannya adalah  sebagai berikut :

· Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, dengan hasil adalah dokumen RAD Percepatan Pembangunan Milenium, Laporan Evaluasi Percepatan MDG’s, Laporan Penanggulangan Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

8) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Sasaran program adalah dalam rangka memastikan indikator kinerja RPJMD 2009 – 2013 lingkup Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang meliputi Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan agar tercapai sesuai dengan target dan sasaran yang hendak dicapai, adapun kegiatannya adalah  sebagai berikut :

· Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur, dengan hasil adalah dokumen RAD Pemberantasan Korupsi, sertifikasi lahan usaha pertanian, pemetaan konflik penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi. 

9) Disamping program dan kegiatan seperti yang disampaikan di atas, berikut ini adalah produk Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang dibangun dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target dan sasaran RPJMD 2009 – 2013 sebagai berikut :

· Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan mengintegrasikan antara usulan pembangunan dari Kabupaten / Kota dengan SKPD Provinsi Kalimantan Timur. Usulan tersebut mengacu kepada rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 target 1 web, tercapai 1 web yang sudah beroperasi.

· Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pembangunan (SIMONEP) merupakan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang ditujukan untuk penyajian data secara tabular informasi mengenai progress kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi dari program-program pembangunan yang telah dilakukan baik dari anggran yang bersumber dari APBN maupun APBD target 1 web, tercapai 1 web yang sudah beroperasi.

· Sistem Informasi Monitoring Data Spasial (SISMODAS) merupakan sistem yang ditujukan untuk mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program prioritas yang ada di daerah baik Kabupaten maupun Kota dengan memanfaatkan informasi dan teknologi berbasis spasial sebagai pengantarnya target 1 web, tercapai 1 web yang sudah beroperasi.

· Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah diaudit dan mendapatkan SERTIFIKAT ISO 9001 : 2008 yang diserahkan pada tanggal 12 Mei 2012 bersamaan dengan pembukaan Musrenbang penyusunan RKPD 2013.

· Bulan Juni 2012 telah dibentuk Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) sebagai upaya dalam pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur.

10) Terhadap capaian program/kegiatan tahun 2009 – 2012, untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2013 ditargetkan kegiatan sebagai berikut :

· Meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbang RKPD 2014 yang aspiratif dengan melibatkan secara nyata seluruh stake holder di Kalimantan Timur, persiapan perencanaan pembangunan RPJMD 2014-2018  dengan melaksanakan koordinasi dengan 14 kabupaten/kota dan seluruh SKPD, melaksanakan Kaltim Summit II dengan melibatkan stakeholder yang ada di Kalimantan Timur dan pemerintah pusat, serta beberapa pengamat ekonomi dan universitas yang kompeten dengan tujuan penyempurnaan draff RPJMD 2014-2018.

· Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD) merupakan sistem yang digunakan untuk penyusunanan masterplan pengembangan jaringan data spasial daerah Provinsi Kalimantan Timur target terbangunnya 1 sistem.

· Bidang kerjasama Bappeda sesuai dengan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN), terdapat 2 (dua) komponen utama penyusunan, antara lain :

· Simpul Jaringan, merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu, dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di tingkat provinsi maupun kabupateb/kota; 

· Penghubung Simpul Jaringan, merupakan institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan di lingkup provinsi, dalam hal ini adalah BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

b) Alokasi & Realisasi Anggaran

Tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.516.504.450 dengan realisasi adalah sebesar Rp.20.619.116.549 atau 85,99%. Tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.35.843.923.500 dengan realisasi adalah sebesar Rp.30.588.490.741 atau 84,58%.  Tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.40.773.044.240  dengan realisasi adalah sebesar Rp.36.617.802.092 atau 88,14%.  Tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.910.000.000 dengan realisasi adalah sebesar Rp.46.636.321.494 atau 91,61%. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.725.000.000, dan pada triwulan II tahun 2013 telah terealisasi sebesar Rp. 14.718.877.500 atau 32,19 %.

c) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain adalah :

· Masih terbatasnya sumber daya manusia yang mampu untuk merumuskan, mengevaluasi perenanaan pembangunan daerah

· Masih terbatasnya kemampuan aparatur perencana untuk memformulasikan dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

· Masih terbatasnya kemampuan aparatur perencana untuk menyusun strategi dalam rangka melakukan peralihan terhadap ketergantungan daerah kepada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui menuju sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

· Masih terdapat 5 (lima) issu strategis daerah yang perlu mendapat perhatian dari seluruh stake holder yaitu :

1) Belum tuntasnya jalan Tol/Jalan Bebas Hambatan karena belum tuntasnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

2) Kondisi jalan Lintas Provinsi (Jalan Nasional Trans Kalimantan) yang buruk menyebabkan interkonektivitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota masih terhambat, hal ini berdampak terhadap tidak lancarnya arus barang dan jasa sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

3) Belum tuntasnya pembangunan pelabuhan Maloy yang mendukung pengembangan industri CPO.

4) Belum terpenuhinya prasarana jalan dan jembatan di kawasan perbatasan dan pedalaman yang berfungsi sebagai pembuka isolasi wilayah.

5) Belum tercapainya kemandirian dan ketahanan pangan daerah.

2) Solusi :

Beberapa solusi yang berkaitan dengan permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

· Membangun dan mensinergikan satu data satu peta (one data one map) sebagai acuan bagi perenanaan pembangunan pada setiap tahunnya.

· Mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perencana dengan tujuan meningkatkan komptensi baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan di bidang perencanaan pembangunna daerah.

· Melakukan konsultas dan kooordinasi  kepada pihak-pihak terkait baik secara vertikal maupun horisontal dalam rangka mencapai perencanaan yang komprehensif.

· Memperhatikan dan menganalisa issu strategis pada lingkungan global, nasional dan regional dalam rangka mengantisipasi permasalahan pembangunan di Kalimantan Timur.

· Melakukan perkuatan kelembagaan Bappeda  Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 

a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 telah dilakukan :

· Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan

· Rapat koordinasi percepatan pembangunan perbatasan

· Sekatak Buji – Malinau – Mensalong – Sei Manggaris – Serudong – Batas Negara (180 km).

· Jalan lingkar Pulau Sebatik (65 km).

· Jalan Mahak Baru – Sungai Barang (52,50 km).

· Malinau – Long Bawan – Long Midang (APBN Rp 100 milyar).

· Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari (177,6 km).

· Perpanjangan landas pacu (Nunukan, Long Bawan, Long Ampung, dan Data Dawai).

· Peningkatan terminal penumpang bandara Malinau dan Nunukan

· 10 puskesmas di wilayah perbatasan melaksanakan pelayanan 24 jam

· Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendidikan dikembangkan dengan pengembangan pembelajaran berbasiskan Teknologi Informasi yaitu Jejaring Pendidikan (Jardiknas) sehingga masyarakat dapat memperoleh pendidikan secara gratis melalui TV-Edukasi maupun buku-buku gratis yang dapat diunduh (download) melalui portal-portal pendidikan (e-book).

· Pembangunan stasiun Produksi RRI di Kabupaten Perbatasan (Malinau, Nunukan dan Kutai Barat)

· Layanan TVRI telah menggunakan satelit bantuan Pemerintah Provinsi sehingga dapat menjangkau seluruh Kalimantan Timur dan daerah perbatasan serta pedalaman.

Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:
· Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan

· Monitoring, evaluasi dan pelaporan

· Rapat koordinasi percepatan pembangunan perbatasan

· Percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan

· Pembinaan kelembagaan ekonomi, kemitraan usaha dan pendanaan masyarakat di wilayah perbatasan

· Pembinaan investasi dan UMKM di wilayah perbatasan

· Pembinaan lembaga sosial masyarakat wilayah perbatasan

· Pembinaan kebudayaan masyarakat wilayah perbatasan
6. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan SKPD pelaksana
Dinas Pemuda dan Olah Raga

a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Sejak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :

· Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, terselenggaranya TOT penyuluh pencegahan penggunaan narkoba tahun 2009 jumlah 200 orang tahun 2010 jumlah 100 orang tahun 2011 target 80 orang tercapai 110 orang, tahun 2012 target 120 tercapai 300 orang.

· Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional, terlatihnya pasukan paskibraka sebanyak  40 orang dan terkirimnya 2 orang perwakilan Paskibraka Tingkat Nasional.

· Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3), pelatihan pembekalan SP3; tahun 2011 target 45 orang tercapai 45 orang; tahun 2012 target 24 orang tercapai 35 orang .

· Bimbingan generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Provinsi), terlaksananya Jambore Pemuda Daerah dari jumlah peserta 70 orang terseleksi menjadi 14 orang. 

· Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor, terpilihnya 3 orang pemuda pelopor Kaltim.

· Pendidikan dan Pelatihan Pramuka, Pelaksanaan Pembinaan Pramuka Tingkat Lanjutan (KMD) tahun 2012 sebanyak 40 orang.

· Pembinaan Alumni Program kepemudaan, sebanyak 60 orang yang terdiri dari purna paskibraka, Purna Caraka muda Indonesia, Purna prakarya muda Indonesia, dan Purna KPN.

· Monitoring dan Konsultasi Program Kepemudaan, Monitoring kegiatan pada 14 Kab/kota.

· Peningkatan Peran serta Kepemudaan, Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) tahun 2012 sebanyak 3 orang, Kapal Pemuda Nusantara (KPN) 6 orang dan program JENESYS 2 orang.
Sedangkan untuk tahun 2013 ditargetkan :

· Jambore Pemuda Daerah dengan target seleksi calon peserta Jambore Pemuda Indonesia sebanyak 51 orang.

· Pembinaan Organisasi Kepemudaan sebanyak 40 orang.

· Pendidikan dan Pelatihan Kursus Pembina Mahir Tingkat Lanjut (KML) 40 orang.

· Peningkatan Peran serta Kepemudaan, Pertukaran Pemuda/ PPAN sebanyak 5 Orang, Kapal Pemuda Nusantara sebanyak 6 orang, Japan east Network of Exchange student and Youths Student/JENESYS sebanyak 2 orang.

· Sebagai Tuan Rumah Jambore Pemuda Indonesia yang akan diikuti peserta sejumlah 1.500 orang terdiri 33 Provinsi, 10 Negara Anggota Asean dan 3 Negara Non Asean dilaksanakan di Stadion Utama Palaran. Penyelenggaraan Jambore Pemuda Indonesia sekaligus dirangkai dengan kegiatan Merajut Indonesia dan penyelenggara Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) tanggal 28 Oktober 2013. 

2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

· Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat,  Pembinaan atlet PPLP sebanyak 40 orang.
· Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, pelaksanaan senam, dan olahraga rekreasi.
· Penyelenggaraan kompetisi olahraga, Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi/POPROV di Kota Tarakan, Pelaksanaan Pekan Olahraga SD/MI di Kab. Penajam Paser Utara, POPWIL di Makasar dengan 140 Atlet dengan 22 pelatih. 

· Pemassalan olahraga bagi pelajar,mahasiswa dan masyarakat, terlaksananya HAORNAS yang diikuti 450 orang.
· Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi. Pemberian Penghargaan prestasi bidang Olahraga pada even daerah, regional, nasional dan internasional tahun 2012 diberikan kepada atlet PON XVII 2012 Riau sebanyak 140 orang, NPC 94 orang, Olympiade 3 orang, POPPROV 154 orang dan POR SD/MI 257 orang.
· Pengembangan olahraga rekreasi, pelaksanaan outbound serta character building sebayak 114 orang.
· Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah.

· Penyelenggaraan olahraga Multi Event, Pelaksanaan 3  Lomba /Aerobic, Poco-poco, Lari 10 K.
· Monitoring dan Konsultasi Program Keolahragaan

· Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatih Olahraga, Pelatihan pelatih dan Guru olahraga tahun 2012 sebanyak 80 orang.
· Pembinaan Klub Olahraga Mahasiswa di Perguruan Tinggi, tahun 2012 pada Unmul, Uniba, PGRI dan FKIP Unmul.

Sedangkan untuk tahun 2013 ditargetkan :

· Penyelenggaraan Multi Event dengan lomba Poco-Poco, Senam Aerobik, Lomba Lari 10 K.

· Penyelenggaraan Event Olahraga Tradisional meliputi Terompah, Gobak Sodor, Tarik Tambang, Egrang.

· Penyelenggaraan kompetisi olahraga, Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi/POPROV di Kota Samarinda, Pelaksanaan Pekan Olahraga SD/MI di Kota Bontang, Pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa di Jakarta.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

· Pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri, Operasional Sekolah khusus olahragawan Internasional tahun 2010 sampai tahun 2012.

· Penilaian Aset Hotel Atlet yang dimulai pada September 2011, dengan pekerjaan inspeksi atas properti berupa tanah, bangunan dan mesin penunjang lainnya yang terletak dikawasan Stadion Sempaja. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) FAST  Jakarta, dilanjutkan dengan Kajian Ekonomi (Feasibility Study) yang dilaksanakan pada September 2012, bertujuan untuk mengkaji rencana pengembangan Hotel Atlet kerjasama Pemerintah dengan mitra strategis memiliki prospek pasar yang baik/marketable, dan feasible secara financial oleh PT Prodeva Dubels Synergy Jakarta.

Sedangkan untuk tahun 2013 ditargetkan :

· Peningkatan Pembangunan Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri, diresmikan pada 11 Juni 2013 untuk dimulai pembangunan fasilitas asrama, kelas belajar dan ruang makan dengan anggaran Rp. 63 Milyar daya tampung hingga 600 siswa berlokasi disekitar Kompleks Stadion Utama Palaran sehingga dapat memanfaatkan fasilitas olahraga tersebut. 

· Pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri, Operasional Sekolah khusus olahragawan Internasional selama 1 tahun.

· Kerjasama pemanfaatan Hotel Atlet antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak investor PT. Bakrie Nirwana Semesta, MoU ditandatangani pada 24 Juni 2013 dan akan menjadi “Grand Elty Atlet Hotel Samarinda dengan kelas Bintang 3.
4) Pengembangan Kewirausahaan dan Industri Olahraga

· Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, terlaksananya pelatihan kewirausahaan tahun 2012 diikuti 90 orang pemuda dari 14 Kab/Kota.

· Pelatihan Kecakapan Hidup, Pelatihan keterampilan tahun 2011 sebayak 30 orang; tahun 2012 berjumlah 50 orang dari Kab/Kota.

· Monitoring dan Konsultasi bidang Pengkajian Kewirausahaan Pemuda Industri olahraga, Monitoring kegiatan pada 14 Kab/Kota).

· Ekspo Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, mengikuti pameran-pameran dalam dan luar daerah.

Sedangkan untuk tahun 2013 ditargetkan :

· Pelatihan Kecakapan Hidup, Pelatihan keterampilan sebayak 60 orang dari Kab/Kota.


· Ekspo Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, mengikuti pameran di Riau pada Juni 2013 dan memperoleh predikat terbaik.

b) Alokasi dan realisasi anggaran

Tahun 2009 alokasi anggaran sebesar                        Rp. 27.159.733.00 dengan realisasi sebesar 67,11%.                Di tahun 2010 alokasi anggaran sebesar Rp. 58.207.880.000 dengan realisasi sebesar 85,31%.                   Di tahun 2011 alokasi anggaran sebesar                              Rp. 62.892.469.700 dengan realisasi sebesar 56,74%. Di tahun 2012 alokasi dana sebesar                                   Rp. 223.946.201.000 dengan realisasi sebesar 94,98%. Di tahun 2013, alokasi anggaran sebesar                            Rp. 191.040.937.000 dengan realisasi hingga juni 2013 sebesar  22,16 %

c) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan pada Dinas Pemuda dan Olahraga pada umumnya adalah pelaksanaan kegiatan yang bersifat sharing atau merupakan kegiatan Pemerintah Pusat yaitu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, berkaitan dengan alokasi APBN yang penetapannya mengalami penundaan (dengan istilah tanda bintang) akan mempengaruhi penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan yang  menyebabkan terjadinya revisi kegiatan agar tidak terjadi alokasi ganda.

2) Solusi

Melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta, menginventarisir kegiatan-kegiatan pada APBN dan APBD yang bersifat sharing Kegiatan dan melakukan revisi baik pada kegiatan Dekonsentrasi maupun pada Anggaran APBD.
7. Urusan Penanaman Modal, dengan SKPD pelaksana
Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah

a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Berikut program-program yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2013:
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi. 
Terselenggaranya pameran investasi pada tahun 2009 sebanyak 10 Event dalam dan luar negeri, tahun 2010 sebanyak 15 kali pameran di dalam dan luar negeri, tahun 2011 sebanyak 10 kali pameran dalam dan luar negeri, tahun 2012 sebanyak 10 kali pameran di dalam dan luar negeri, dan 7 kali pameran di dalam dan luar negeri sampai dengan Triwulan II dengan target 14 event pameran untuk tahun 2013.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani (MoU):

· Tahun 2009 terjalin kerja sama antar Provinsi Kaltim dengan Ras Alhaima, United Arab Emirat.

Tahun 2010
· Perjanjian Kerjasama BPM Prov. Jawa Timur dan BPPMD Prov. Kalimantan Timur

· Joint Statement of Cooperation antara Pemprov Kaltim dan NT

Tahun 2011:

· Memorandum of Understanding Between The Government of East Kalimantan Province and National Alumunium Company Limited, India

· Komunike Bersama Pemprov Kaltim dengan Pemerintah NT, Darwin 

· Program tahunan Kerjasama BPPMD Prov. Kaltim dengan BKPM Prov. DIY

Tahun 2012:

· NT-EK Joint Statement of Coorporation Action Plan 2013

· Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal antara BPPMD Prov. Kalimantan Timur dan BKPM-PT, NTB 

· Nota Kesepahaman antara BPPMD Prov. Kalimantan Timur dan PT. Sarana Multi Infrastruktur 

· Memorandum of Understanding Between The Government of East Kalimantan Province and Kalimantan Rail PTE, LTD, Russia

Tahun 2013 di targetkan 4 MoU dan sudah terealisasi 2 MoU:

· Perjanjian kerja sama antara BPPMD Prov. Kaltim dan BKPPMD Prov. Jawa Barat, 

· Perjanjian kerja sama antara BPMPD Prov. Kep. Riau.

3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

· Tahun 2009 terlaksananya operasional Perijinan.

· Tahun 2010 launching PTSP BPPMD Prov. Kaltim

· Tahun 2011 ijin yang diterbitkan oleh PTSP sebanyak 15 ijin

· Tahun 2012 ijin yang diterbitkan oleh PTSP sebanyak 25 ijin

· Tahun 2013 ijin yang  ditargetkan 35 ijin dan realisasi Triwulan II diterbitkan oleh PTSP sebanyak 29 ijin

Capaian pembangunan di Kalimantan Timur di bidang daya saing ekonomi daerah, dalam rangka mendukung meningkatkan realisasi investasi Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur, di Bidang Penanaman Modal, berupa PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Untuk target tahun 2013 nilai investasi sebesar 40 T dengan catatan PMA Rp. 20 T dan PMDN Rp. 14,5 T. 
b) Alokasi dan Realisasi Anggaran
Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009 telah mengalokasi kan anggaran sebesar Rp 25.056.792.000 dan capaian kinerja 82,14 %. Tahun 2010 telah melaksanakan 8 program  dan 35 kegiatan yang  dilaksanakan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.497.487.000,- dan terealisasi Rp  14.919.447.568 dengan capaian kinerja 85,27 persen.
c) Permasalahan dan Solusi

· Profil Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci (FS) sehingga  Calon Investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap bisnisnya,  untuk menanggulani masalah ini, untuk yang akan datang meningkatkan alokasi anggaran untuk penyusunan FS yang  comprehenship.
· Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini mengemuka dibeberapa kasus, merupakan salah satu pertimbangan Investor  untuk  berinvestasi di Kalimantan Timur, untuk menanggulani permasalahan ini BPPMD ProvinsiKalimantan Timur terus membangun komunikasi dan koordinasi  dengan Badan Pertanahan Nasional  Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang Tata Ruang dan Peruntukan Lahan.
· Reformasi birokrasi yang mengamanatkan peningkatan kualitas, kecepatan, dan ketepatan waktu pelayanan pada masyarakat dunia usaha utamanya dalam hal perijinan investasi yang belum dapat diwujudkan secara efektif dan efisien, maka untuk memacu percepatan perwujudan hal tersebut telah dilakukan upaya-upaya: 
a. Penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme pelayanan perijinan.
b. Peningkatan Sistem informasi Manajemen, Sarana dan Prasarana.
c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.

8. Urusan Koperasi  dan UMKM serta Urusan Pilihan Industri, Perdagangan, dengan SKPD pelaksana
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Keberhasilan kinerja bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi dan berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan sector ekonomi di daerah. Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, hal ini didukung oleh program dan kegiatan antara lain :

· Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kompetitif.

· Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

· Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

· Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

· Program Peningkatan Kapasitas Ipteks Sistem Produksi 

· Program Pengembangan Industru Kecil dan Menengah

· Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

· Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

· Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

· Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Dalam rangka menunjang program tersebut diatas didukung oleh 18 Kegiatan antara lain :
· Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Kecil Menengah

· Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana 

· Promosi Hasil produksi

· Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan  

· Koperasi / KUD

· Kegiatan koordinasi pemanfaatan Fasilitas  

· pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi .

· kegiatan pengembangan sarana pemasaran  produk usaha mikro kecil menengah . 

· kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.

· kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 

· kegiatan peningkatan system tehnologi industri.

· Kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.

· kegiatan pembinaan industri kecil dan   

· menengah dalam memperkuat jaringan 

· klaster industri .

· kegiatan fasilitasi kerja sama kemitraan industri mikro , kecil dan menengah dengan swasta. 

· kegiatan peningkatan pengawasan peredaran  barang dan jasa 

· kegiatan  koordinasi pengolalaan isu isu 

· perdagangan internasional .

· kegiatan pengembangan informasi peluang  

·  pasar perdagangan luar negeri . 

· kegiatan sosialisasi penyerderhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor .

· Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi  barang /produk .

· kegiatan  peningkatan system dan jaringan perdagangan dalam negeri .

· Kegiatan peningkatan kuintunitas pelaporan dan pengolahan  data statistic SIUP dan TDP kab/kota .

Untuk mendukung program dan kegiatan  yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur termasuk  kegiatan pengembangan   UPTD Metrologi , UPTD BPMSB & UPTD P3UKM, yang di alokasikan dalam anggaran APBD Provinsi Kalimatan Timur.

b) Alokasi dan Realisasi 

Untuk Urusan Koperasi  dan UMKM serta Urusan Pilihan Industri, Perdagangan pada Tahun 2009 telah di alokasikan anggaran sebesar Rp  28.821.400.000,-  dan  Realisasi mencapai 92 %. Pada tahun 2010 telah di alokasikan anggaran Rp. 26.076.500.000 dan terealiasikan  82.62 % .Tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 36.691.656.330,- dan terealisasikan 84.02%. Tahun 2012 telah dialokasikan anggaran Rp 42.485.000.000,- dan terealisasikan 90.63%  dan untuk Tahun 2013 telah dialokasikan anggaran Rp. 131.007.204.000,- dan terealiasasi sampai dengan bulan juni Tahun 2013 sebesar 20 % .
c) Permasalahan dan Solusi;
1) Permasalahan 

Bidang Industri antara lain :
· Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat pembina Kab/Kota terutama di Kab/Kota pemekaran.

· Terbatasnya tenaga ahli/instruktur yang memadai sehingga berdampak pada ketergantungan terhadap sumber daya manusia daerah lain yang menyebabkan pembengkakan biaya yang dikeluarkan.

· Tidak tersedianya tenaga pendamping atau konsultasi lapangan yang qualified serta kompeten yang mengerti kebutuhan industri kecil menengah dan manguasai masalah spesifik/bahan baku, teknologi tepat guna, proses produksi, peningkatan efisiensi dan produktivitas, penyiapan proposal kredit perbankan, penyiapan pengusaha industri kecil dan menengah untuk bersaing secara global.

· Terbatasnya tenaga desainer dibidang produksi dalam membuat design baru yang inovatif dan mampu membantu meningkatkan kemampuan pengusaha membuat design sendiri.

· Belum mampunya sebagian besar industri kecil menggunakan teknologi maju,  sehingga  menyebabkan efisiensi industri kecil relatif rendah. 

· Infrastruktur terutama sarana transportasi darat untuk angkutan barang baik dari pasokan bahan baku maupun pemasaran hasil produksi masih terbatas, sehingga untuk pengembangan usaha masih sulit karena biaya produksi dan transportasi yang dikeluarkan secara ekonomis kurang efisien. 

· Semakin selektifnya tuntutan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk , sementara industri kecil dan menengah kurang memperhatikan aspek pengendalian mutu, sanitasi dan higenis perusahan. 

· Skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia industri kecil rendah sehingga tidak mampu bersaing .

· Dukungan permodalan dari perbankan yang menetapkan suku bunga umum antara 16 – 18 % serta berbagai persyaratan yang rumit , sehingga industri kecil menengah kurang minat untuk memanfaatkan jasa kredit perbankan.

2) Solusi 

·   Agar pembina dan pengembangan industri kecil menengah dapat berjalan secara optimal maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, terutama untuk Kab/Kota.

·  Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi aparat pembinaan terutama untuk tenaga instruktur/Pembina di lapangan.

· Agar pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dapat tersebar keseluruh wilayah Kalimantan Timur terutama untuk daerah pedalaman dan perbatasan, maka diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kab/Kota untuk membuka isolasi daerah dengan pembangunan infra struktur berupa jalan darat yang memadai yang dapat menghubungkan antara daerah kota dengan Kecamatan dan desa, sehingga pemasukan bahan baku serta pemasaran hasil produksi industri kecil menengah dari pedesaan lebih efisien dengan harga yang bersaing ke daerah perkotaan.

·   Guna pengembangan usaha, industri kecil menengah memerlukan permodalan dengan suku bunga rendah, oleh karena itu agar lembaga keuangan (baik Bank maupun Non Bank) memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit dengan suku bunga rendah.

·  
Agar dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, lebih menitik beratkan pada pendekatan komoditi unggulan daerah yang berpeluang untuk ekspor sehingga mampu bersaing dipasar bebas secara kompetitif.

· Penyebaran informasi peluang usaha dan pemasaran produk industri kecil memang untuk lebih ditingkatkan baik melalui peran serta media, pameran dan pembuatan leaflet/brosur.

Dalam hal ini upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri telah dilakukan, khususnya pemberdayaan dan pembinaan industri di Provinsi Kalimantan Timur, dimana berdasarkan kondisi nyata di lapangan dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya diharapkan mampu melakukan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya diharapkan dapat berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/perajin pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya.

Bidang Perdagangan.

· Informasi harga yang terbatas
· Terjadinya fluktuasi harga
· Jalur distribusi yang belum terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan  Kabupaten/Kota
· Belum ada peraturan mengenai lalu lintas barang antar pulau
· Belum ada UU yang mengatur peran pemerintah bila terjadi gejolak harga / stok yang terbatas
· Penerimaan laporan SIUP – TDP Kabupaten / Kota yang masih lambat 
· Usaha-usaha di sektor waralaba dan pengembangan usaha yang belum terjangkau
· Perlindungan konsumen, masih banyak barang-barang yang beredar tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI, kadaluarsa dan barang dalam keadaan tertutup (BDKT)
· Peralatan UTTP masih ada yang belum memenuhi ketentuan
· Ada sebagian Kabupaten / Kota yang sampai saat ini belum memiliki BPSK (Badan penyelesaian sengketa konsumen)
Solusi Bidang Perdagangan 

· Melakukan prognosa
· Mengadakan pasar murah
· Melakukan operasi pasar
· Melakukan pemantauan harga
· Mengadakan rapat Tim / Pokja ketersediaan barang antar distributor dan pemerintah
· Melakukan pemantauan tingkat produsen bersama Kabupaten / Kota
· Menyediakan sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri
· Melakukan misi dagang, pameran, sosialisasi “Cinta Produk Indonesia”
· Melakukan perlindungan konsumen dengan pengawasan BDKT dan UTTP
Bidang Perdagangan Luar Negeri
Dalam upaya pengembangan dan peningkatan ekspor non migas Kalimantan Timur, ditemui berbagai permasalahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah :

· Pelaku usaha Kaltim belum dapat bersaing dengan pelaku usaha daerah lainnya, baik dari aspek kualitas komoditi maupun manajemen ekspor. 

· Resiko penurunan harga beberapa komoditi, seperti kelapa sawit (CPO) dan batu bara di pasar luar negeri. 

· Fluktuasi pertumbuhan permintaan negara tujuan ekspor makin tajam.

· Belum berkembangnya industri pendukung yang kompetitif.

· Masih rendahnya nilai tambah industri dan mutu produk berbasis agrikultur.

Solusi Bidang perdagangan luar negeri 

· Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, antara lain mendorong ekspor hasil pertanian dalam arti luas serta mendiversifikasi produk yang berbahan baku sumber daya alam lestari.
· Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalian potensi ekspor di Kabupaten/Kota terutama optimalisasi peluang perjanjian bilateral dan multilateral (CEPT-ACFTA – AANZFTA). 
· Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program promosi/pameran di dalam dan luar negeri.

· Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.

· Meningkatkan produk ekspor bernilai tambah tinggi, terutama untuk produk hilir berbasis ekspor industry ecochemical dan berbasis klaster industri petrokimia.

· Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.

· Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.

Permasalahan UPTD Metrologi 
· Luasnya wilayah Kalimantan Timur tidak sebanding dengan jumlah Penera yang ada, sehingga belum semua Pasar di Kecamatan  dapat dijangkau pelayanan Tera/Tera ulang.

· Saat ini Gedung Kantor, Laboratorium, serta Instalasi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kurang representatif.

· Rendahnya kesadaran masyarakat pemilik alat UTTP tentang pentingnya tera/tera ulang. 

· Unit kerja baik di tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat belum berjalan dengan efektif sehingga tidak ada tindakan pada Wajib Tera yang melanggar.

· Peralatan standar yang digunakan untuk pengujian Alat UTTP berumur tua dan sebagian tidak layak sebagai standar serta tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada.

· Terbatasnya kendaraan operasional untuk pelayanan Kemetrologian.

· Masih rendahnya kesadaran pemilik alat UTTP melakukan tera/tera ulang alat UTTP. 

Solusi UPTD Metrologi 

·   Segera menambah jumlah penera dengan mendidik pegawai baru menjadi penera.
·   Memperbaiki manajemen pelayanan tera/tera ulang alat UTTP.
· Memperbanyak sosialisasi tentang kewajiban tera/tera ulang kepada masyarakat.


       Permasalahan UPTD BPSMB

· Kurangnya peralatan laboratorium kalibrasi sehingga tidak dapat memenuhi seluruhnya permintaan dari customer/ pelanggan.
· Terbatasnya tenaga fungsional sebagai salah satu pendukung persyaratan sebuah laboratorium.

· Terbatasnya anggaran/biaya untuk melakukan pendataan customer/pelanggan di Kaltim.
· Belum terakreditasinya laboratorium pengujian
· Masih minimnya peralatan yang dimiliki

· Terbatasnya anggaran/biaya untuk melakukan pengawasan pengendalian produk ekspor/impor atau SNI wajib yang beredar sesuai tupoksi

· Terbatasnya tenaga fungsional untuk melakukan pengujian produk barang
 
      Solusi UPTB BPSMB

· Menambah peralatan dalam rangka memenuhi permintaan dari customer/pelanggan untuk meningkatkan PAD.
· Peningkatan SDM aparat sebagai tenaga fungsional Kaliberasi
· Melakukan pendataan tempat dan alat yang dimiliki customer/pelanggan.
· Pada tahun 2010 laboratorium pengujian sudah dilakukan survelen dan tahun 2011 akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

· Dukungan peralatan laboratorium pengujian untuk melayani customer/pelanggan dapat berjalan lancar.

· Dengan terpenuhinya anggaran/biaya maka monitoring pengawasan produk ekspor/impor dapat dilakukan dengan baik.

· Terpenuhinya tenaga fungsional di bidang pengujian, maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat.

Permasalahan  Koperasi dan UMKM.
· Pada tahun 2013 menjadikan Provinsi  Kalimantan Timur sebagai Provinsi  Penggerak Koperasi, dan sampai saat ini sudah 3 (tiga) Kabupaten/ Kota  yang ditetapkan sebagai Kabupaten/ Kota Penggerak Koperasi, yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Bontang. Padahal persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Provinsi sebagai Penggerak Koperasi adalah lebih darin 50 % Kabupaten / Kota atau minimal terdapat 8 Kabupaten/ Kota menjadi Penggerak Koperasi , sehingga pada tahun 2013 di targetkan 5 Kabupaten /Kota menjadi Kabupaten Kota Penggerak Koperasi.

· Kesulitan bagi UMKM untiuk menyerahkan jaminan (agunan) pada saat mengajukan kredit ke perbankan.

· Banyaknya pelaku UMKM dan Koperasi yang memiliki prospek bagus untuk dikembangkan, akan tetapi UMKM masih terdapat kelemahan dalam SDM, pengelolaan usaha dan permodalan sehingga sulit mengakses kredit perbankan.

· Banyaknya dana bergulir, baik yang bersumber dari APBN muapun APBD yang terkendala dalam pengembaliannya oleh UMKM, Kelompok Usaha maupun Koperasi sehingga perlu adanya lembaga tersendiri di daerah yang menangani pengelolaan dana bergulir agar program dana bergulir yang macet maupun yang akan disalurkan akan lebuh mudah pengelolaan dan pengawasannya.

· Di tingkat pusat sudah terbentuk LPDB-KUKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Kementeriaan Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) yang perlu juga ditindaklanjuti dengan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Bergulir didaerah agar program dana bergulir dapat terfokus pengelolaanya pada satu lembaga untuk semua sektor di daerah.

Solusi 

· Menggiatkan pelaksanaan sosialisasi di tiap Kabupaten/Kota dan memotivasi Kabupaten/Kota agar segera mengusulkan daerahnya menjadi Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, diantaranya dengan meningkatkan pelaksanaan RAT Koperasi sebagai wujud dari keaktifan koperasi dengan target minimal sebesar 75% dan menjadikan koperasi yang berkualitas minimal sebesar 55%.

· Simulasi pembentukan PT. Jamkrida Kalimantan Timur dan pembuatan MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota untuk wadah penyertaan ke PT. Jamkrida. Pengangkatan tenaga pendamping Koperasi dan UMKM yang akan di tempatkan di Kabupaten/ Kota sebagai fasilitator untuk pemecahan masalah yang di hadapi Koperasi dan UMKM. 
· Revitalisasi Program sertifikasi Hak atas tanah  untuk meningkatkan jumlah UMKM yang di fasilitasi pengurusan sertifikasi tanah melalui konsulidasi dengan Dinas Kabupaten/ Kota, Kanwil/ Badan Pertanahan dan Pemerintah  Provinsi.
9. Urusan Kependudukan & Catatan Sipil, Otonomi Daerah dan Pertanahan, dengan SKPD pelaksana
Biro Pemerintahan Umum.
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan :

· Program Penataan Administrasi Kependudukan : 

· Implementasi system Adminitrasi Kependudukan (membangun, Updating dan pemeliharaan).

· Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 

a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan.

b. Penilaian Camat Berprestasi. 
· Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

a. Peningkatan pelayanan Administrasi Kedinasan Pejabat Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Kaltim dan Kab/Kota.

b. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan  Wakil Kepala Daerah di Prov. Kaltim.   

· Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur  Pemerintah dan Pengawasan.

a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pertanahan.

c. Fasilitasi dan koordinasi Kamtibmas.   

· Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

a. Forum koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintahan Kab/Kota se  Kaltim.

b. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah.

c. Koordinasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan PAD.

d. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kecamatan Kab/Kota se Kaltim.

e. Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Semangat Mencintai Negara dan    Daerah. 

· Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah.

a. Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Adminitrasi Ketatausahaan,     Kepegawaian dan Peningkatan SDM.
Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan seluruh kegiatan tersebut dapat terealisasi mencapai 90 %.
b) Permasalahan dan solusi
1) Permasalahan

· Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Kalimantan Timur.

2) Solusi

· Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui sosialisasi dan rapat koordinasi.

· Meningkatkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta peningkatan kualitas SDM Aparatur penyelenggara kependudukan di Provinsi Kalimantan Timur melalui bimtek.

· Untuk usulan  anggaran pada Tahun 2014 perlu adanya penambahan alokasi dana untuk Kependudukan agar kegiatan tersebut dapat  berjalan sesuai  dengan yang diharapkan.
· Memberikan penjelasan/menyurati Bupati/Walikota serta Pimpinan DPRD Kab/Kota agar untuk usul penggantian antar waktu (PAW)  bagi calon Anggota Dewan harus benar-benar melengkapi persyaratan yang diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

· Membuat jadwal penyampaian laporan.
· Meminta kepada SKPD yang terlambat menyampaikan laporan   pelaksanaan Program/Kegiatan agar segera menyelesaikan dan menyampaikannya.
· Diusulkan penambahan anggaran kegiatan Koordinasi Pendapatan asli  Daerah pada Tahun 2013.
· Mengadakan rapat-rapat atau memfasilitasi  dengan melakukan  koordinasi serta konsultasi  serta  menyurati Kabupaten/Kota untuk   menindaklanjuti permasalahan serta mengadakan/melaksanakan      sosialisasi sepanjang anggaran tersedia.
10. Urusan Ketenagakerjaan serta Urusan Pilihan Transmigrasi, dengan SKPD pelaksana
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Bidang Ketenagakerjaan

Sejak Tahun 2009 sampai dengan 2013 telah dilakukan :
· Pembangunan ketenagakerjaan dengan angka pengangguran tercatat (target)10,70 % dan telah dapat diturunkan menjadi 8,9 tahun 2012.

· Pencapaian indeks pembangunan ketenagakerjaan di provinsi Kalimantan Timur sesuai hasil penilaian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memperoleh Peringkat III pada tahun 2009.
· Telah dibentuk 2 Lembaga Kerjasama Tripartit dan 2 Dewan Pengupahan di Kabupaten Kota dalam rangka menjembatani berbagai permasalahan antara pengusaha dan pekerja serta dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota.

· Telah tercapainya peningkatan Upah Minimum Provinsi sebesar 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

· Pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur khususnya kegiatan terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan prestasi tingkat Nasional sebagai berikut:

· Tahun 2009 sebagai peringkat III Nasional

· Tahun 2010 sebagai Peringkat I Nasional

· Tahun 2011 sebagai peringkat II Nasional

· Tahun 2012 sebagai Peringkat II Nasional

·  Tahun 2013 sebagai Peringkat III Nasional
Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan kegiatan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
· Tahun 2009 terbina dan terawasi 335 perusahaan dengan lokus 13 Kab/Kota dengan penyerapan anggaran 94,92 %

· Tahun 2010 terbina dan terawasi 372 perusahaan dengan lokus 13 Kab/Kota dengan penyerapan anggaran 98,39 %
· Tahun 2011 terbina dan terawasi 414 perusahaan dengan lokus 14 Kab/Kota dengan penyerapan anggaran 95,95 %
· Tahun 2012 terbina dan terawasi 460 perusahaan dengan lokus 14 Kab/Kota dengan penyerapan anggaran 96,59 %
· Tahun 2013 terbina dan terawasi 460 perusahaan dengan lokus 14 Kab/Kota dengan penyerapan anggaran 32,07 %
2) Program Bidang Transmigrasi
Sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 telah dilakukan :

·  Penempatan transmigrasi telah berhasil terealisasikan penempatan sejak Pra Pelita sampai tahun 2012 sebanyak 320.510 jiwa
·  Penempatan transmigrasi telah merealisasi penempatan sampai tahun 2012 sebanyak 1.584 jiwa
· Keberhasilan pelaksanaan di bidang ketransmigrasian, Kementerian telah memberikan penghargaan kepada transmigran teladan Peringkat I Nasional dan kepada petugas Pembina Pemukiman Transmigrasi sebagai Pembina Teladan Peringkat I Nasional

b) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2009, alokasi anggaran sebesar Rp.43.727.864.000 dengan realisasi sebesar (90%). pada tahun 2010 alokasi anggaran sebesar Rp.43.727.869.000 dengan realisasi (90%). pada tahun 2011 alokasi anggaran sebesar Rp.41.237.150.000 dengan realisasi sebesar 95%. Di tahun 2012 alokasi anggaran sebesar Rp. 41.237.150.000  dengan realisasi 93%. dan pada tahun 2013 alokasi anggaran sebesar Rp. 82.253.570.000 dengan realisasi hingga triwulan II tahun 2013 sebesar 29%.
c) Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

· Rendahnya kualitas pencari kerja
· Kurangnya tenaga fungsional (instruktur, mediator, pengawas ketenagakerjaan, dan pengantar kerja)       di bidang ketenagakerjaan
2) Solusi 
· Peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) pencari kerja melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan.
· Penambahan peralatan peraga yang sesuai kebutuhan latihan dan pasar kerja.
· Penambahan jumlah tenaga fungsional (instruktur, mediator, pengawas ketenagakerjaan, dan pengantar kerja)  yang sesuai kebutuhan dunia kerja dan pasar kerja.
· Peningkatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kapasitas ruang belajar yang memadai untuk penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan kerja.
· Pembangunan BLK di setiap Kabupaten /Kota sesuai dengan keunggulan lokal.
11. Urusan Ketahanan Pangan. 
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 telah dilakukan :

· Pemetaan daerah rawan pangan
· Analisis dan penyusunan Pola Konsumsi dan Supali Pangan
· Rapat Berkala Dewan Ketahanan Pangan Provinsi
· Rapat Berkala tentang Kebijakan Perberasan
· Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan lokal pada KWT dan SD/MI.
· Pemantauan dan analisis harga pangan 
· Pendampingan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
· Lomba Cipta Menu oleh PKK se Kaltim
· Pembangunan dan Pebredayaan Lumbung Pangan Desa.
· Pengembangan Sistem Informasi dan Harga Pangan 
· Pengembangan dan Sertifikasi Produk Pangan segar melalui Kerjasama dengan BPOM Samarinda.
· Pengembangan Rumah Pangan Lestari.
· Penyusunan dan Perbaikan Dokumen Perencanaan dan Anggaran secara berkala.
Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:
· Pembangunan Lumbung Pangan sebanyak di Kuker, Kubar dan Samarinda.
· Pameran Hari Pangan Sedunia di Sumatera
· Pengembangan Rumah Pangan Lestari
· Sertifikasi Produk Pangan Segar.
· Rapat Dewan Ketahanan Pangan secara berkala.
2) Program Pemberdayaan Penyuluhan

Sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 telah dilakukan :
· Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan di Tenggarong untuk 1.500 orang petani peserta dari 14 Kabupaten/Kota.
· Pekan daerah Kontak Tani Nelayan Nasional di Tenggarong untuk 30.000 orang pserta dari 33 Provinsi di Indonesia dan Negara Asean.
· Rapat Koordinasi Komisi Penyuluhan
· Subsidi BOP Penyuluhan
· Denfarm
· Penghargaan untuk penyuluh PNS, Tenaga Kontrak (THL-TB PP, PPK) dan Swadaya berprestasi tingkat Daerah dan nasional
· Penghargaan untuk Balai Penyuluh Kecamatan, Gapoktan dan P4S berprestasi tingkat daerah dan nasional.
· Penyusunan Programa Penyuluhan
· Pelaksanaan Kaji Terap Eks Penas  di Tenggarong
Sedangkan tahun 2013, ditargetkan : 
· Subsidi Biaya Operasional Penyuluh Provinsi, Kab/Kota
· Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan di Samarinda untuk 2.500 orang petani dari 14 Kabupaten/Kota.
· Penghargaan bagi petani, penyuluh PNS dan tenaga kontrak.
· Penghargaan bagi BPK, Gapoktan dan P4S.
· Pertemuan Koordinasi Penyuluhan
· Pengembangan informasi penyuluhan
· Pemberdayaan Penyuluhan
· Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan
· Pelatihan petani dan penyuluh pada sub sektor tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
b) Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan

· Di Bidang Ketahanan Pangan :
· Rendahnya cadangan pangan tingkat desa

· Mutu dan Keamanan Pangan

· Akses dan harga pangan 
· Di Bidang Penyuluhan :
· Adanya alihfungsi penyuluhan ke struktural.
· Kelembagaan seperti BPP dan P4S yang masih kurang.
· Ketenagaan penyuluh yang cukup (satu desa satu penyuluh).
2) Solusi

· Pembangunan lumbung pangan disentra produksi dan kawasan rawan pangan
· Penguatan OKKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
· Koordinasi ketersediaan harga pangan
· Pembuatan surat edaran gubernur tentang larangan pengalihan fungsional penyuluh ke struktural.
· Pembangunan BPP dan pemberdayaan P4S.
· Penambahan tenaga penyuluh baik melalui swadaya atau kontrak.
12. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB dan Keluarga Sejahtera, SKPD pelaksana
Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Bidang Pemberdayaan Perempuan
· Terjadinya peningkatan perempuan dalam bidang eksekutif  (perempuan dalam jabatan pemerintahan) semula hanya pada posisi 20% oleh karena itu maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Kalimantan Timur hanya menetapkan target pada tahun 2011 sebesar 25%. Hal ini ternyata diluar dugaan pada tahun 2011 telah mencapai 27%, adapun untuk tahun 2013ditarget 30% ternyata pada akhir tahun 2012 sudah mencapai 30,16%, adapun sampai dengan triwulan II tahun 2013 persentasenya mencapai 37,78.%. Kemajuan ini juga diikuti dengan komposisi perempuan dalam posisi legislatif yang semula hanya mencapai 11 s/d 14% ternyata pada periode tahun 2009 s/d 2013 (sekarang) di Tingkat Provinsi Kaltim telah mencapai 20%.

· Kemajuan dibidang pemberdayaan perempuan sangat nyata karena bukan saja pada presentasi perempuan dalam jabatan pemerintahan tetapi juga peran perempuan sebagai pengambil keputusan  (Esselon II/ Pimpinan SKPD).Sejak dibentuknya Provinsi Kaltim peran perempuan Kepala SKPD atau pengambilan keputusan tidak pernah lebih dari 3 orang, namun sejak tahun 2009 dibawah kepemimpinan DR. H. Awang Faroek Ishak dan Bapak Drs. H. Farid Wadjdy kesempatan tersebut terbuka lebar,baik bagi perempuan maupun  laki laki untuk terus berkompetisi dan meningkatkan kualitas serta  eksistensi diri masing masing, sehingga secara bertahap s.d tahun 2013 ini jumlah perempuan pada posisi tersebut sangat membanggakan yaitu sudah mencapai 9 orang. Hal; ini merupakan sejarah tersendiri dalam pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.Motto membangun Kaltim untuk semua menjadi tidak terbantahkan karena benar-benar dilaksanakan dan dapat dibuktikan. Dengan kata lain IDG Kaltim terlihat meningkat dari semula pada tahun 2009 hanya pada 52,05  kemudian sampai dengan sekarang sudah mencapai 61,09. Sedangkan IPGnya semula  pada tahun 2009 hanya pada 58,71 dan sampai dengan sekarang mencapai 61,07.Walaupun masih dibawah nasional namun geliat itu sangat tampak. 

· Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)Tahun 2010 terhadap perencanaan, pelaksanaandan evaluasi PUG yang dilakukan oleh Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan BPPKB sebagai pelaksana program/kegiatan telah berhasil ditetapkan sebagai salah satu Provinsi  yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Sehingga tahun 2011 Pemprov. Kaltim mendapatkan penghargaan berupa piala dan piagam APE (Anugerah Parahita Ekapraya) tingkat pratama bersama 21 Provinsi dan 13 Kementerian Lembaga yang diserahkan langsung oleh Presiden RI pada Puncak Hari Ibu Tahun 2011 di Jakarta.
· Pada tahun 2012 Provinsi Kaltim kembali mendapat penghargaan serupa dari Kementerian PP dan PA RI, dengan peringkat yang lebih baik yaitu Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) tingkat madya. Kali ini hanya didapat oleh 11 Provinsi Se Indonesia dan 8 Kementerian Lembaga dengan indikator penilaian yang sama tapi memiliki nilai tambah pada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masing-masing provinsi, untuk Provinsi Kaltim inovasi yang dilakukan antara lain :
· mendorong Perguruan Tinggi ikut memperkenalkan materi PUG dilingkungannya.

· melakukan tindak lanjut MoU Kementerian PP dan PA RI dengan  Gubernur ketingkat Gubernur dan Kab/Kota.

· Membuat pelatihan pelatihan PPRG dan menetapkan 11 SKPD yang telah membuat /menyusun Anggaran yang Responsif Gender pada salah satu program / kegiatan di SKPDnya.
· Bentuk program/kegiatan PP, PA dan KB dalam hal mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Kaltim, BPP & KB melaksanakan program penyuluhan/sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan kepada Ibu Rumah Tangga dan melaksanakan pelatihan management usaha serta membentuk kelompok-kelompok menjadi desa PRIMA (Perempuan  Indonesia Maju Mandiri) capaian sampai dengan tahun 2013 sudah dibentuk 11 Desa Prima pada 7 kab/Kota. Masing-masing kelompok beranggotakan antara 6 s/d 10 orang dan satu desa bisa terdiri dari 3 s.d  6 kelompok.
· Memberikan masukan kepada Pemkot Samarinda dalam bentuk buku hasil kajian kebijakan tentang Hak Asasi Perempuan dan Anak dalam Industri Pertambangan  Kota Samarinda , bekerjasama dengan GIZ / SWR dan Lembaga Masyarakat serta Perguruan Tinggi, sebagai suatu usulan bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertambangan di Kota Samarinda. 
· Menghasilkan Pergub Nomor 61 Tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan Daerah Prov. Kaltim sebagai upaya strategis percepatan pencapaian kesetaraan gender dan perlindungan anak.
· Menghasilkan Pergub Nomor 85 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Prov. Kaltim sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

· Penghargaan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak adalah terpilihnya Kaltim sebagai pengembang Kab/Kota Layak Anak hal ini juga bentuk apresiasi Kementerian PP&PA terhadap Kaltim yang memiliki komitmen sebagaimana “membangun Kaltim untuk semua” yang diaplikasikan dengan nyata. Upaya upaya strategis yang dilakukan Pemerintah baik dalam hal dana/sarana prasarana dan program kegiatan yang berkesinambungan juga menjadi salah satu indikator penetapan tersebut. Penetapan Kaltim sebagai pengembang KLA ini hanya diberikan bersama-sama dengan 10 Provinsi di Indonesia yaitu dengan Surat Keputusan Menteri No. 56  Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 26 Juli 2010. Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri PP dan PA RI tentang penetapan Provinsi Pengembang Kab/Kota Layak Anak, maka Gubernur segera menetapkan Keputusan Gubernur tanggal 30 Maret 2011 tentang penetapan 7 kab/kota sebagai pengembang KLA.
· Keberhasilan lain adalahForum anak mendapatkan penghargaan ditingkat nasional sebagai Tunas Muda Pemimpin Indonesia bidang lingkungan, mewakili Forum Anak Daerah Prov. Kaltim atas namaAhmad Adam Syaifullah. Sebagai informasi Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang dibentuk & menjadi binaan langsung oleh BPP & KB sebagai amanat UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

· Pada Tahun 2013 ini, Anak kaltim atas nama  Rizka Destyannisa, menjadi Peserta Favorit Perempuan pada acara Pertemuan Forum Anak Nasional Tahun 2013 di Yogyakarta.
· Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap 7 kab/kota pengembang KLA tahap I (pertama) di Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkannya tiga kab/kota di Kaltim yang berhasil mendapatkan penghargaan dari kementerian PP & PA RI tingkat pratama tahun 2013 yaitu Berau, Paser dan Kukar, sedangkan pada tahun sebelumnya (tahun 2012) hanya kota Balikpapan
· Membentuk wadah pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yaitu P2TP2A s/d tahun 2012 ditargetkan lembaga ini berada di 12 Kab/Kota dan 1 di Provinsi, ternyata capaian tersebut telah lebih yaitu pada 13 Kab/Kota dan 1 Provinsi sehingga tinggal 1 (satu) daerah yang belum membentuk adalah Kabupaten Tana Tidung. Wadah ini diharapkan dapat dengan mudah, cepat, dan tepat  membantu dan melayani masyarakat yang mengalami tindak kekerasan. 
· Sinergi dengan DPRD Provinsi Kaltim dalam hal ditetapkannya Perda Provinsi Kaltim tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Anak No:06 Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012.
· Keberhasilan lainnya yaitu melakukan kerjasama antar BPPKB Prov. Kaltim dengan Prov. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Kepulauan Riau. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak serta dengan Sabah Malaysia melalui Semiloka Tahun 2009 di Provinsi Kaltim dan masuk sebagai anggota kelompok Sosek Malindo sejak tahun 2011. Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya menekan kasus kekerasan yang terjadi di Kaltim. Persoalan inipun walau pada permukaan semakin tampak namun dalam hal penanganan, pelayanan semakin cepat,tepat dan terkoordinasi dengan baik, namun dari sisi angka dan persentasi penurunan masih sangat lamban /pelan.


Selain keberhasilan-keberhasilan tersebut masih terdapat hal-hal yang belum memenuhi harapan antara lain :
· Kurangnya Capacity Building bagi perempuan di segala bidang agar mampu berpartisipasi melakukan kontrol dan mendapat manfaat serta akses yang sama dalam pembangunan.
· Belum maksimalnya peran dunia usaha dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.

· Lapas perempuan dan anak belum tersedia atau yang tersedia masih perlu dilakukan pembenahan-pembenahan.

· Kurangnya sarana / prasarana pojok ramah anakdan PojokLaktasi pada instansi pemerintah/swasta yang memiliki fungsi pelayanan.

· Kurangnya fasilitas ruang terbuka hijau sebagai wadah partisipasi anak.

· Belum tersedianya data terpilah pada seluruh SKPD.
b) Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan 

· Badan PP dan KB merupakan badan yang baru dibentuk, sehingga masih perlu diadakan pembenahan baik sarana dan prasarana sebagai penunjang  kegiatan kantor.

· Kualitas SDM yang masih sangat terbatas terutama sebagai fasilitator dan transfer informasi tentang PP dan PA dan tenaga spesifik lainnya (pelaksanan keuangan, pelaksana perencanaan dan pranata computer, psikologi/psikolog)

· Kurangnya Staf atau pegawai Non Struktural yang hanya berjumlah 19 orang s.d tahun 2012 dan jumlah pejabat Struktural  14 orang sehingga ada beberapa pejabat eselon IV yang masih belum memiliki staf/pejabat pelaksana.

· Masih adanya kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara teknis dan terus menerus

· Pembinaan Kepegawaian/mutasi yang cepat di Kabupaten/Kota mengakibatkan pencapaian target tidak sebagaimana yang diharapkan

2) Solusi

· Mohon dapat difasilitasi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

· Penempatan PNS/Pejabat sesuai dengan Kualitas yang dibutuhkan dan memiliki latas belakang yang bersinergi dengan lembaga yang ada.

· Penambahan PNS kurang lebih 20 orang sesuai kebutuhandengan kualifikasi sebagaiberikut :

· Psikolog/S1 Psikologi.
· Pranata Komputer (2 orang).
· Tenaga Akutansi/ S1 Keuangan.
· Supir.
· D1/D3 Kesehatan.
· Administrasi lainnya
· Secara bertahap mendiskusikan tentang pelaksana PP 38 tahun 2007 terutama masalah KB (Keluarga Berencana)
· Himbauan kepada Kabupaten/Kota untuk tidak melaksanakan mutasi secara frontal (Bedol Desa) karena Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan issue baru yang memerlukan permahaman dan sikap tindakan
13. Urusan Perhubungan, dengan SKPD pelaksana
Dinas Perhubungan
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 Pembangunan Prioritas Sektor Perhubungan telah dilakukan :

· Pembuatan Bandara Juwata Tarakan
· Pembangunan Bandar Udara Kalimarau Kab. Berau

· Pembangunan Bandar Udara Data Dawai Kab. Kutai Barat

· Pembangunan Bandar Udara Long Bawan Kab. Nunukan  

· Pembangunan Bandar Udara Long Apung Kab. Malinau

· Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Terminal Peti Kemas Kariangau Balikpapan

· Pembangunan Bandara Samarinda Baru

· Pembangunan Bandar Udara Maratua Kab. Berau

· Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kab. Kutim
b) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

· Kurang konsistennya Team TAPD dan pihak SKPD dalam penyelesaian data dukung terkait dengan usulan program/kegiatan

· Lambatnya proses administrasi terkait legalitas Pengelola Kegiatan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

· Lambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa


· Aksesbilitas ke lokasi kegiatan

· Rendahnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara terpadu dan berkesinambungan

· Rendahnya pelaksanaan pengendalian dilapangan oleh Pengelola Kegiatan
· Sosial masyarakat, berupa aksesbilitas ke lokasi masih milik masyarakat dan terdapat areal yang masih dalam status kepemilikan oleh masyarakat


b.
Solusi
· Team TAPD dan pihak SKPD harus konsisten terkait dengan data dukung usulann kegiatan

· Legalitas SK Pengelola Kegiatan, Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus di proses dan disyahkan sejak awal bulan pada tahun anggaran berjalan

· Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa maupun Pejabat Pengadaan  Barang/Jasa harus di lakukan pada awal tahun berjalan minimal bulan Maret tahun berjalan harus sudah terkontrakkan

· Pihak SKPD Pengusul kegiatan harus betul-betul memahami kondisi rencana lokasi kegiatan, dan diharapkan pada saat pelaksanaan sudah tidak terjadi masalah kesulitan aksesbilitas oleh pihak pelaksana kegiatan (Penyedia Barang/Jasa)

· Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan harus dilakukan secara terkendali dan terpadu (Inspektorat, Team TAPD dan SKPD)

· Pihak Pengelola Kegiatan (PPTK dan atau KPA) harus memahami dan konsisten dalam pelaksanaan tugas

· SKPD dan Team TAPD harus benar-benar konsisten terkaitstatus kepemilikan lahan yang akan di alokasikan untuk kegiatan pembangunan

14. Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan SKPD pelaksana
Dinas Komunikasi dan Informatika
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
· Pada tahun 2009 fokus program yaitu pemenuhan sarana dan prasarana Dinas serta peningkatan sumber daya aparatur, serta kerjasama dengan PT.Telkom Divisi Regional VI Kalimantan guna pemasangan AIM (Anjungan Internet Mandiri pada 1000 titik lokasi di Kalimantan Timur).
· Pada Tahun 2010 Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika.
· Pada tahun 2011 ini manfaat bagi masyarakat adalah mempermudah akses mengunggah dan mengunduh informasi sampai ke daerah kecamatan khususnya para petani, nelayan, dan pedagang yang mendapat bantuan alat komunikasi berupa telepon seluler (1.400 buah) yang didistribusikan ke 14 Kab/Kota.

· Pada tahun 2012 ini keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Timur semakin terbuka dan masyarakat semakin mudah untuk mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

· Sampai bulan Juli 2013 ini, manfaat bidang Komunikasi dan Informatika semakin terasa bagi masyarakat (termasuk masyarakat didaerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan) karena kualitas dan kapasitas jaringan serta perangkat komunikasi dan informasi semakin meningkat dan berkurangnya daerah blank spot.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Tahun 2009 Dinas Kominfo Prov. Kaltim memperoleh alokasi APBD sebesar Rp 9.500.000.000,- (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi 71%. Tahun 2010 Dinas Kominfo Prov. Kaltim mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp 19.140.900.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 88.51%. Tahun 2011 Dinas Kominfo Prov. Kaltim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14.915.311.400,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi 79,74%. Tahun 2012 Dinas Kominfo Prov. Kaltim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 28.905.600.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan penyerapan anggaran sebesar 59,97% . Tahun 2013 Dinas Kominfo Prov. Kaltim mendapatkan alokasi anggaran Rp 52.076.000.000,- (Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) dengan realisasi hingga bulan Juli 2013 sebesar 51.23%. 
c) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Permasalahan

· Masih terdapat daerah blank spot terutama didaerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan. 

· Siaran radio dan televisi terutama didaerah perbatasan dan pedalaman belum diterima dengan baik dan bersih.

· Pengelolaan dan pemanfaatan website oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota belum maksimal.

· Belum semua Kabupaten/Kota terkoneksi dengan jaringan Pemerintah Provinsi Kaltim.

· Belum maksimalnya siaran TVRI Kaltim.

· Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM Diskominfo, terlebih nantinya akan dibentuk UPTD LPSE dibawah koordinasi Diskominfo.

· Belum maksimalnya pelaksanaan e-Government.

· Belum memadainya gedung Diskominfo untuk lebih memberikan pelayanan yang mendunia (world class services).
2) Solusi 
· Untuk mengatasi blank spot ini secara terprogram Diskominfo merencanakan program pembangunan menara telekomunikasi didaerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan. Setiap Kabupaten/Kota perlu dibangun minimal 2 (dua) menara telekomunikasi. Jika ini terpenuhi diharapkan tahun 2017 tidak ada lagi blank spot.

· Untuk mengatasi siaran radio dan televisi yang diterima belum baik dan bersih diperlukan pembangunan menara repeater dan relay serta menggunakan sistem digital.

· Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan website perlu dilaksanakan bimbingan teknis dan workshop bagi petugas/operator pengelola website di masing-masing SKPD.

· Untuk mengatasi permasalahan jaringan Pemerintah Provinsi Kaltim perlu dibangun jaringan fiber optic (FO).

· Siaran TVRI Kaltim yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hanya mengudara setiap harinya 4 (empat) jam dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyewakan bandwith satelit yang mengudara untuk waktu 24 jam. Untuk mengatasi hal ini diupayakan peningkatan program siaran TVRI Kaltim untuk dapat tayang lebih dari 4 jam. Disamping itu perlu optimalisasi UPTD Tekkominfodik dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Prov. Kaltim bekerja sama dengan Dinas Kominfo Prov. Kaltim untuk operasional siaran radio dan siaran televisi yang peralatannya sudah tersedia di UPTD Tekkominfodik.

· Kondisi pegawai di Diskominfo saat ini, PNS 60% dan non PNS 40% diperlukan PNS dengan pendidikan sesuai kompetensi  yang diperlukan serta peningkatan kualitas SDM yang ada melalui bimbingan teknis, diklat, sertifikasi terlebih nantinya ditambah dengan adanya UPTD LPSE dibawah Diskominfo Provinsi Kaltim.

· Kondisi saat ini pelaksanaan e-Government belum semua aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dimiliki SKPD dimanfaatkan secara maksimal , untuk mengatasi keadaan ini diperlukan membangun aplikasi SIM.

· Kondisi gedung Diskominfo Provinsi Kaltim saat ini secara fisik belum memadai. Untuk mengatasi hal ini, diharapkan dibangun gedung baru (6 lantai) yang representatif dimana dalam gedung tersebut tidak hanya Diskominfo tetapi juga mitra kerja seperti KPID, Komisi Informasi Provinsi, UPTD LPSE Kaltim, Data Center. Sedangkan gedung yang ada disarankan dikelola oleh Perusda untuk disewakan kepada perusahaan/swasta sehingga memperoleh PAD.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Adapun program yang dilakukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dari tahun 2009-2013 ialah sebagai berikut:
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

· Koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi  dan simplikasi  pengembangan perencanaandalamrangkapengembangan industrypenyiaran.
· Penyediaan bahan-bahan dalam rangka sosialisasi dan kerjasama dalambidangpenyiaran.

· Evaluasi   atas   pelaksanaan    pemberian   izin penyelenggaraan penyiaran.

· Pelaksanaan  koordinasi,  integrasi,  simplikasi  dalam  mendukung penyelenggaraan siaran.

· Pengklasifikasi   standarisasi   usaha  jasa   dan sarana dengan kerjasamasecaraterpadu.

· Pemutakhiran danakurasi data/informasi obyeksiaran. Usahajasa dansaranapenyiaran.

· Pelaksanaansosialisasi melalui,mediacetakmaupunelektronik.

· Peningkatanpelayananprima.

· Peningkatan kualitas dan profesional sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kegiatan

· TerlaksananyaEvaluasiDengarPendapat  (EDP), dengan memberikanRekomendasi   Kelayakan  (RK)  terhadap  izin  yang diajukanmasyarakat.
· Terlaksananya Dialog Publik dan Sosialisasi  UU 32 Tahun 2002 tentang penyiaran di 14 Kab/Kota.

· Terlaksananya administrasi dan penyusunan sistem/pola penyiaran di daerah.

· Terlaksananya monitoring  dan evaluasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang penyiaran.

· Meningkatkan pertumbuhan industri penyiaran di daerah, dengan memberikan kemudahan dan peluang usaha di bidang penyiaran.
Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

· Urusan perizinan penyiaran merupakan urusan paling rumit dan banyak seleksi dan verifikasi paling tidak 9  pintu kegiatan atau ferifikasi dari Dinas Komunikasi dan Infomatika Prov. Kaltim dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab/Kota  dan KPID Daerah Prov. Kaltim terakhir ke  KPI Pusat, Kementrian Komunikasi dan Informatika  disitu ada yang namanya Fra Rapat Bersama, baru Rapat  bersama antara KPI Daerah, KPI Pusat dengan kementerian Komunikasi dan Informatika  untuk menerbitkan Izin Penyelenggara Penyiaran, Jadi tidak heran kalau  IPP ini bisa bertahun-tahun baru terbit. Solusi diharapkan pemohon yang ingin mengajukan IPP  Administrasi berkas harus diteliti jangan sampai  kekurangan berkas.                                                                        

· Kegiatan Sosialisasi  di 14  kabupaten kota paling tidak 3 tahun baru  selesai mengingat dana terbatas,  juga waktunya, saat ini baru  5 Kabupaten/Kota  dan provinsi  telah dilaksanakan, diharapkan untuk tahun tahun mendatang bisa naik anggaran untuk KPID.

· Kegiatan pemantauan atas isi siaran tidak maksimal karena di Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur belum ada alat CCTV  sebagai alat pemantau isi siaran.

2) Solusi :

· Dukungan dana anggaran yang memadai akan sangat membantu pencapaian program KPID Provinsi Kalimantan Timur.

· Pemilihan Anggota Komisiner KPID Provinsi Kalimantan Timur dan pemilihan pegawai Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur yang cukup profesional dalam mendukung jalannya program kerja dari KPID itu sendiri.

· Dukungan dari berbagai instansi terkait yang maksimal dalam pembangunan penyiaran di Kalimantan Timur.

15. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
a) Program dan Kegiatan

Sebagaimana disebutkan di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2009, dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan                 2 (dua) instansi, karena pendanaannya beradadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  Kalimantan Timur.

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

· Pengendalian Keamanan Presiden dan Wakil Presiden (BKO).

· Pengendalian Keamanan Lingkungan Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PAM Pilpres).

2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
· Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi   Bencana Alam.

· Rupuskordalops.

· Operasional Penanganan Bencana dan Sosialisasi   TigaTungku.

· Koordinasi berkala SATKORLAK PB.

· Pendidikan dan Pelatihan Instruktur SAR.

· Pemeliharaan Peralatan dan Kendaraan SATKORLAK PB.

Sedangkan Program dan Kegiatan yang lainnya sejaktahun 2009 – 2013,  tetap dilaksanakan dalam rangka tercapainya kinerja secara optimal, yang terdiri dari :

3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

· Penyediaan jasa surat-menyurat.

· Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

· Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

· Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional.

· Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

· Penyediaan alat tulis kantor.

· Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

· Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor.

· Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

· Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

· Penyediaan makanan dan minuman.

· Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikeluardaerah.

· Rapat-rapatkoordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

· Pengadaan peralatan gedung kantor.

· Pengadaan kendaraan dinas/operasional.

· Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

· Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

· Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

· Pemeliharaan rutin/berkala meubelair.

5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

· Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

· Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,dengan kegiatan :

· Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

· Bimtek peraturan perundang-undangan.

· Rapat Koordinasi Kesbangpol.

7) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

· Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan,dengan kegiatan :

· Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

· Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

· Fasilitasi forum kerukunan umat beragama.

· Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di daerah perbatasan.

· Peningkatan kesadaran bela Negara

· Revitalisasi nilai-nilai Pancasila.

8) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan,dengan kegiatan :

· Kerjasama kemitraan dengan instansi, sekolah dan lembaga lainya
9) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :

· Peningkatan manajemen pengelolaann keuangan daerah.

10) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dengan kegiatan :

· Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).

· Deteksi Dini / kewaspadaan dini.

· Penyuluhan yang berkaitan dengan ketertiban, ketentraman masyarakat tentang rawan bencana dan rawan konflik.

· Monitoring, analisa dan sinkronisasi laporan penanganan konflik.

· Fasilitasi pemantapan pelaksanaan kebijakan penanganan konflik.

11) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :

· Penyuluhankepadamasyarakat.

· Penyusunan data base parpol, orpol, ormas, LSM dan lembaga adat.

· Desk Pemilu.

· Fasilitasi/penelitian berkas bantuan partai politik.

· Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur.

· Verifikasi berkas bantuan ormas, LSM, OKP dan organisasi lainnya.

12) Program Ketahanan Sosial Ekonomi, dengan kegiatan :

· Pemantauan dampak kelangkaan/kenaikan harga.

· Pemantauan dampak kebijakan perekonomian.

· Sosialisasi dampak peredaran uang palsu.

· Peningkatan cinta produksi dalam negeri dan perlindungan terhadap konsumen.

· Pembauran antar pelajar dalam pemberantasan balapan liar.

b) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran rutin dan pembangunan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2009–2013 dapat dilaporkan sebagai berikut :

a. Tahun 2009 dengana lokasi anggaran sebesar Rp.22.412.273.400,00 hanya terealisir sebesar 56,44 %  dari total anggaran.

b. Tahun2010 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.604.328.000,00 hanya terealisir sebesar 81,13% dari total anggaran.

c. Tahun 2011 dengan alokas anggaran sebesar Rp.16.621.844.760,00 hanya terealisir sebesar 74,61 % dari total anggaran. 

d. Tahun 2012 dengan alokasi anggaransebesar Rp.17.098.343.000,00 hanya terealisir sebesar 87,81 % dari total anggaran.

e. Tahun 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.462.697.800,00 sampai dengan bulan Juni 2013 ini terealisas isebesar 31,04 % dari total anggaran.
c) Permasalahan dan Solusi

Secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsadan PolitikProvinsi Kalimantan Timur dapat terlaksana dengan baik,dan pada realisasi yang terlalu rendah ditahun 2009 adalah disebabkan oleh :

1).Menumpuk nya kegiatan di akhir tahun,karena lebih di fokuskan pada pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

2).Ditahun 2009 karena adanya perubahan nomenklatur serta berpindahnya tupoksi ke instansi lain, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan selain harus melibat kan instansi dimaksud sehingga dalam prosesnya memakan waktu yang cukup lama.

3).
Terdapat kegiatan yang secara teknis ke seluruhan berada pada KPU Provinsi Kalimantan timur, namun dananya berada di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

4).
Belum adanya SDM yang mempunyai sertifikasi barang dan jasa

Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian Program Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2009-2013 sebagai berikut:
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program :

1) Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal.
2) Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.
Kegiatan

1) Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi aparat Satpol PP Prov. Kaltim.

2) Pelatihan mental dan fisik bagi anggota Satpol PP.

3) Orientasi dan sosialisasi fungsi Satpol PP pada SKPD lainnya.

4) Penegakan Peraturan Daerah (PERDA).

5) Pengawasan dan pengamanan aset Pemda.

6) oordinasi pelaksanaan Trantibum.

7) Penyelenggaraan Trantibum.

8) Operasional Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (Turjawali).

9) Pelaksanaan Hari Bhakti Satpol Pamong Praja se Kaltim.

10) Peningkatan operasional penanganan perlindungan masyarakat.

11) Pelaksanaan Hari Bhakti Linmas.
b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun mengenai alokasi anggaran belanja langsung pada tahun 2010 sebesar Rp.8.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.881.114.860,- (80,95%), untuk tahun 2011 sebesar Rp.7.384.501.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.833.426.135,- (65,45%), dan untuk tahun 2012 sebesar Rp.7.300.000.000,- dengan realisasi serapan sebesar Rp.6.199.081.166,- (84,92%), sedangkan untuk tahun 2013 sebesar 30.782.435.000,- dimana sampai dengan bulan Juni 2013 terealisasi sebesar  Rp.4.805.138.104,-  (15,61%). Rendahnya serapan untuk tahun anggaran 2013 pada posisi Juni dikarenakan ada beberapa komponen persiapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2013.
c) Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:
· Dalam pelaksanaan program kegiatan terdapat kendala yang sangat serius perlu diatasi segera yaitu permasalahan sumber daya aparatur yang keberadaan baik kuantitas maupun kualitas memang sangat terbatas, terutama SDM aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga dalam perjalanannya kepanitiaan pengadaan barang dan jasa tersebut harus menggunakantenaga dari luar SKPD Satpol PP.

· Untuk merealisasikan program dan kegiatan yang berkenaan dengan penegakan Perda belum dapat dilaksanakan secara optimal karena SDM aparatur yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum dapat terpenuhi mengingat standar kompetensi atau beberapa hal yang dipersyaratkan belum sepenuhnya dapat dipenuhi.
· Uang Persediaan yang kurang dari aliran Kas baik Triwulan maupun bulanan sehingga akan sulit dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya paket, hal ini akan berakibat tertundanya kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya.
· Diperlukan untuk sesegera mungkin pemenuhan terhadap kebutuhan jumlah personil yang memiliki kualitas serta kompetensi yang sesuai dan peningkatan profesionalisme bagi aparatur Satpol PP Provinsi Kaltim.

· Untuk mendukung kegiatan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Prov. Kaltim, maka sangat diperlukan adanya peningkatan sarana maupun prasarana yang telah ada.
Terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban, beberapa hal telah dilakukan seperti :

· Penanganan unjuk rasa pada tahun 2012 yang terjadi sebanyak 16 kali kejadian, adapun tindakan yang dilakukan adalah membantu memfasilitasi/mediasi terhadap pejabat yang akan ditemui atau diminta oleh pengunjuk rasa, menjaga keamanan dan ketertiban agar kegiatan unjuk rasa yang dilakukan berjalan dengan aman dan tertib/tidak menimbulkan anarkis, serta membantu penanganan arus lalu lintas, dengan berbagai permasalahan/aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa antara lain :
· Penyelesaian secara tuntas kasus-kasus pertanahan.
· Penarikan mundur TNI/Polri dari daerah konflik.
· Pencabutan Permen No. 17 Tahun 2005 yang dianggap menyengsarakan rakyat.
· Pencabutan regulasi yang mendiskriminasikan perempuan.
· Tuntutan kenaikan upah buruh hingga 100 persen.
· Penolakan terhadap kenaikan BBM dan TDL (Tarif Dasar Listrik).
· Adanya Perda tentang pemberian cuti haid, hamil dan melahirkan bagi buruh tanpa adanya pengurangan gaji.
· Peningkatan kesejahteraan upah dan jaminan keselamatan kerja untuk buruh perempuan.
· Stop PHK Buruh yang sedang hamil/melahirkan karena alasan reproduksi.
· Stop kekerasan, pelecehan seksual dan pemerkosaan.
· Naikan pajak kendaraan dan jalan Tol.
· Perbaikan terhadap kerusakan lingkungan.
· Penambahan kuota BBM.
· Stop penambangan Batubara.
· Pembatalan lelang dan sengketa tanah disamping Islamic Center.
· Kejar masalah arbitrase.
· Musnahkan korupsi di Kaltim.
· Perbaikan infrastruktur jalan.
· Pemberian kesejahteraan kepada masyarakat miskin.
· Penanganan kebencanaan/pemadaman kebakaran, yang terjadi pada tahun 2012 sebanyak 15 kali kejadian kebakaran. Adapun tindakan yang dilakukan adalah membantu suplay air, penanganan arus lalu lintas dan membantu mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang semuanya dapat dilakukan dengan aman dan tertib.
· Pengamanan Aset, Penertiban dan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI), pada tahun 2012 dilakukan sebanyak 43 kali dengan rincian sebagai berikut:
· Pengamanan aset dilakukan terhadap 3 rumah dinas 2 kantor dan 1 rumah pribadi Gubernur.
· Penertiban dilakukan 3 kali, seperti membantu pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pembongkaran bangunan tambahan di sepanjang kawasan rest area kilometer 53 jalan poros Samarinda – Balikpapan.
· Pembongkaran dan pembersihan Pedagang Kaki Lima (PKL) dikawasan Citra Niaga Selatan.
· Pengawalan/Pengamanan kegiatan Gubernur Kalimantan Timur Sebanyak 38 kegiatan antara lain; pertemuan Tim dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada dikawasan Tahura, Kunjungan Gubernur Kaltim dalam rangka peninjauan pembangunan PLTGB di Kutai Timur, Kunjungan Kerja Menteri Pertahanan dan Gubernur Kaltim di Kutai Kartanegara, Pengamanan peletakan batu pertama pembangunan terminal Bandara Samarinda Baru (BSB), Pengamanan kegiatan Car Free Day setiap hari minggu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009 s.d 2012 adalah sebagai berikut :

1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Program yang telah dilaksanakan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 yang telah dilaksanakan :

a. Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan Penanggulangan Bencana;

1. Tahun 2009 dengan target 30 orang tercapai 30 orang;

2. Tahun 2010 dengan target 30 orang tercapai 30 orang;

3. Tahun 2011 dengan target 250 orang tercapai 250 orang;

4. Tahun 2012 dengan target 100 orang tercapai 100 orang;

b. Kegiatan Sosialisasi PRB Tahun 2013  taget 50 orang tercapai 50 orang

c. Kegiatan Workshop/lokakarya Rancana Aksi Daerah PRB 

1. Tahun 2009 target 30 orang tercapai 30 orang;

2. Tahun 2010 target 50 orang tercapai 50 orang;
d. Kegiatan Pelatihan-Pelatihan :

1. Pelatihan PB Untuk Masyarakat :

· Tahun 2010 target 30 orang tercapai 30 orang;

· Tahun 2011 target  60 orang tercapai 60 orang;

· Tahun 2012 target 30 orang tercapai 30 orang;

2. Pelatihan PB Untuk PNS :

· Tahun 2010 target 30  orang tercapai 30 orang;

· Tahun 2011 target 30  orang tercapai 30 orang;

· Tahun 2012 target 30 orang tercapai 30 orang;

e. Kegiatan Seminar Kebencanaan :

· Tahun 2011 taget 100 orang tercapai 100 orang;

· Tahun 2012 target 102 orang tercapai 102 orang;

f. Kegiatan Sekolah Siaga Bencana :

· Tahun 2011 target 260 orang tercapai 260 orang;

· Tahun 2012 target 600 orang tercapai 600 orang
g. Rakor Forum Kaltim Peduli Bencana :

· Tahun 2011 target 200 orang tercapai 200 orang;

· Tahun 2012 target 136 orang tercapai 136 orang;

h. Kegiatan Simulasi PB Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2012 target 100 orang tercapai 100 orang;

i. Pembuatan Peta Rawan Bencana Tahun 2010 target 6 jenis Peta untuk 14 Kab/Kota tercapai 6 jenis Peta untuk 14 Kab/Kota;

j. Kegiatan Penyusunan RAD Tahun 2013 target 50 tercapai 50 orang;

k. Kegiatan Fasilitasi PRB Berbasis Akademis Tahun 2013 target 150 tercapai 150 orang;

l. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir Tahun 2013 target 1 dokumen;

m. Kegiatan Apel Siaga Banjir Tahun 2013 target 200 orang;

n. Kegiatan Tahun 2013 Gladi Lapangan Banjir target 300 orang;

Sedang untuk tahun 2013, ditargetkan :

· Pelatihan PB Untuk Masyarakat dengan target 30 orang tercapai 30 orang

· Pelatihan PB Untuk Relawan dengan target 30 orang tercapai 30 orang

· Kegiatan Seminar Kebencanaan dengan target 100 orang tercapai 100 orang

· Kegiatan Sekolah Siaga Bencana dengan target 204 orang tercapai 204 orang

· Rakor Forum Kaltim Peduli Bencana dengan target 200 orang

d) Permasalahan dan Solusi  

1) Permasalahan;

· Kurangnya sumberdaya manusia bagian teknis dan administrasi yang menangani bencana;

· Minimnya peralatan penanggulangan bencana;

· Belum teralokasinya dana siap pakai/on call dalam penanggulangan bencana dan dana berpola hibah untuk masyarakat pasca bencana;

2) Solusi;

· Peningkatan SDM dalam bentuk in house training/bimtek agar berkolaborasi dengan lembaga pelatihan resmi maupun lembaga usaha dan LSM;

· Mengoptimalkan para pihak untuk pemenuhan peralatan baik bersumber dari APBD, APBN maupun pihak terkait;

· Kebijakan pedoman penaggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai/on call dan dana berpola hibah untuk masyarakat pasca bencana agar terakomodir di APBD;

c) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :

16.  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Cc
17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan SKPD pelaksana
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun anggaran 2008 menetapkan 8 program dan 29 kegiatan, tahun 2009 sebanyak 9 program dan 30 kegiatan, tahun 2010 sebanyak 11 program dan 34 kegiatan, tahun 2011 sebanyak 11 program dan 36 kegiatan, tahun 2012 sebanyak 11 program dan 36 kegiatan, dan tahun 2013 sebanyak 13 program dan 44 kegiatan.

b) Alokasi dan realisasi 
Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang sumber pendanaannya dialokasikan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur.



Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2008-2013 sebagai berikut : 

a. Tahun 2008 berjumlah Rp. 8.621.988.000,- realisasi sebesar Rp. 7.466.372.036,- atau 86,60 %
b. Tahun 2009 berjumlah Rp. 10.507.453.000,- realisasi sebesar Rp. 9.231.151.268,- atau 87,85 %.

c. Tahun 2010 berjumlah Rp. 10.222.972.000,- realisasi sebesar Rp. 9.608.433.250,- atau 93,99 %.

d. Tahun 2011 berjumlah Rp. 12.745.167.270,- realisasi sebesar Rp. 11.418.250.153,- atau 89,59 %.

e. Tahun 2012 berjumlah Rp. 16.554.326.000,- realisasi sebesar Rp. 15.135.685.365,- atau 91,43 %.

f. Tahun 2013 berjumlah Rp. 34.381.901.000,- sampai dengan per 17 Juli 2013 terealisasi Rp. 10.804.423.399,- atau 31,42 %.


Adapun output utama yang dihasilkan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut : 
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
Melalui program ini :

a. Pada tahun 2008 Pelaksanaan PNPM Perdesaan berhasil difasilitasi sebanyak 9 Kabupaten dan 54 Kecamatan. Kemudian pada tahun 2009 – 2013 meningkat menjadi 10 Kabupaten dan 116 Kecamatan.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2010, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur mendapat penghargaan Terbaik III Tingkat  Nasional.  
b. Hal lain yang tidak kalah penting adalah upaya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pada tahun 2008 berhasil dibina sebanyak 280 LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Kemudian pada tahun 2009-2013 meningkat menjadi 1284 LPM.
Melalui berbagai pembinaan yang dilakukan terhadap kelembagaan masyarakat, beberapa penghargaan tingkat nasional dapat diraih Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

· Tahun 2010, Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan menjadi Juara Harapan 1 perlombaan Kelurahan Tingkat Nasional.
· Tahun 2013, Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi Juara Harapan 1 Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional.
· Tahun 2013, Sekolah Dasar 005 Kecamatan Malinau Barat menjadi Juara Harapan 1 tingkat Nasional Pelaksana Terbaik Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kategori Sekolah Dasar.
· Tahun 2013 Kabupaten Malinau menjadi Juara Harapan 3 tingkat Nasional Pelaksana Terbaik Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
c. Dalam rangka penguatan penyediaan data profil desa dan profil kelurahan diperlukan tenaga pengelola data yang mempunyai kompetensi.  tahun 2008 baru terlatih sebanyak 60 orang tenaga pengelola data profil desa dan profil kelurahan, sedangkan pada tahun 2009-2013 berhasil dilatih sebayak 270 orang. 
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Dalam rangka peningkatan usaha ekonomi masyarakat diperlukan keberadaan lembaga ekonomi perdesaan yang mampu mendorong serta menumbuhkan hasil usaha masyarakat, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes.), dan Pasar Desa. Agar lembaga ekonomi pedesaan ini dapat berjalan dengan baik maka kapasitas pengelolanya perlu ditingkatkan.  Pada tahun 2008 tenaga pengelola BUMDes. berhasil dibina sebanyak 40 orang.  Kemudian pada tahun 2009-2013 hasil binaan tenaga pengelola BUMDes. meningkat menjadi 150 orang, pasar desa 150 orang.
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Partisipasi masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Kesadaran masyarakat untuk mau dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan perlu ditumbuhkan melalui penyadaran yang dilakukan oleh pelaksana pemberdayaan masyarakat ditingkat perdesaan dan kelurahan, khususnya aparatur desa dan kelurahan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan pedesaan yang baik dan benar, pada tahun 2009-2013 telah berhasil dilatih Penyusunan RPJMDes. sebanyak 400 orang aparatur desa.  

Selain hal tersebut diatas, dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dilakukan melalui evaluasi pembangunan pedesaan dan kelurahan yang dilakukan melalui perlombaan desa dan perlombaan kelurahan. Hasil perlombaan desa dan kelurahan sebagai berikut :

Tahun 2009.

Perlombaan Kelurahan

· Juara I, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

· Juara II, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sei Kunjang, Kota Samarinda.

· Juara III, Kelurahan Mamburung Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.

Perlombaan Desa

· Juara I, Desa Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara.

· Juara II, Desa Damit, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser.

· Juara III, Desa Wonosari, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara.


Tahun Anggaran 2010.

Perlombaan Kelurahan

· Juara I, Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

· Juara II, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.

· Juara III, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.

Perlombaan Desa

· Juara I, Desa Bumi Harapan, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara.

· Juara II, Desa Gas Alam Badak, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara.

· Juara III, Desa Suka Damai, Kec. Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur. 

Tahun Anggaran 2011.

Perlombaan Kelurahan

· Juara I, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kab. Penajam Paser Utara.

· Juara II, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

· Juara III, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.

Perlombaan Desa

· Juara I, Desa Wonomulyo, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan.

· Juara II, Desa Tanjung Limao, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara.

· Juara III, Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser. 
Tahun 2012
Perlombaan Kelurahan

· Juara I, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur Kota, Kota Tarakan.

· Juara II, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Kota, Kota Samarinda.

· Juara III, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan.

Perlombaan Desa

· Juara I, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara.

· Juara II, Desa Sebakung Jaya, Kec. Babulu, Kab. Penajam Paser Utara.

· Juara III, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan.
4. Program Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa.
Dalam rangka meningkatkan kepasitas aparatur desa dibidang manajemen pemerintahan desa, pada tahun 2009-2013 berhasil dilatih sebanyak 120 orang aparatur desa.

5. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
Dalam rangka meningkatkan produktifitas masyarakat telah dikembangkan sarana dan berbagai jenis  teknologi tepat guna.

Melalui peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna, pada tahun 2009-2013 telah berhasil dibina sebagai berikut :

· Meningkatnya pembentukan Posyantek dari 3 Unit Posyantek pada tahun 2011 menjadi 81 Posyantek pada tahun 2013.
· Berkembangnya jenis produk dan peralatan teknologi tepat guna. Pada Tahun 2009 perkembangan teknologi tepat guna hanya didominasi oleh produk olahan TTG, sedangkan perkembangan dari tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 teknologi tepat guna telah didominasi dengan peralatan teknologi tepat guna. 
· Suksesnya mengikuti Gelar teknologi tepat Guna tingkat Nasional pada tahun 2009 di Pekan Baru, Tahun 2010 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2011 di Sulawesi Tenggara, dan Tahun 2012 di Kepulauan Riau (Batam).  
· Memperoleh penghargaan tingkat nasional juara III Lomba Posyantek tahun 2012, diraih oleh Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kumala, Kec. Tengarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. 
c) Alokasi dan realisasi 


Permasalahan :

a. Sumber daya aparatur (pegawai) yang tersedia, sebagian belum memahami tugas pokok dan fungsinya.

b. Belum tertanamnya pola kerja yang efektif dan efisien, sehingga kinerja pegawai belum menunjukkan hasil yang maksimal guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.



Solusi :

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan berkelanjutan.

b. Melakukan penataan dan memberikan peluang bagi setiap pegawai untuk meningkatkan pengetahuannya.

c. Mendorong dan menumbuhkan semangat bagi setiap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan benar.

d. Membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dalam setiap penyelesaian tugas dan permasalahan yang dihadapi.
18. Urusan Sosial, dengan SKPD Pelaksana 

Dinas Sosial

a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dari tahun 2009-2013 sebagai berikut:
1) Pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga seperti :

· Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), terealisasi sebanyak    6.730 KK, dengan rincian tahun 2009 sebanyak 400 kk, tahun 2010 sebanyak 1550 kk, tahun 2011 sebanyak 1880 kk, tahun 2012 sebanyak 1860 kk. 

· Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH), terealisasi sebanyak 26.008 RTSM dengan rincian tahun 2012 sebanyak 4.532 RTSM. 

· Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tidak layak huni, terealisasi sebanyak 440 KK dengan rincian tahun 2009 sebanyak 78 kk, tahun 2010 sebanyak 50 kk. 

· Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) terealisasi sebanyak 490 KK dengan rincian pada tahun 2009 sebanyak 130 kk, tahun 2010 sebanyak 140 kk, tahun 2011 sebanyak 12 kk dan tahun 2012 sebanyak 30 kk.

2) Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak :
· Pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar termasuk anak cacat terlantar melalui dana subsidi APBD Provinsi, baik kepada 130 Panti Asuhan maupun Non Panti  terealisasi sebanyak 7945 Anak.

· Pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan, terealisasi sebanyak 881 Anak, dengan rincian tahun 2009 sebanyak 295 anak, tahun 2010 sebanyak 100 anak, tahun 2011 sebanyak 138 anak, dan pada tahun 2012 sebanyak 129 anak. 

3) Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial kepada wanita bermasalah sosial/wanita korban tindak kekerasan, terealisasi sebanyak 642 Orang 
4) Pemberdayaan masyarakat terasing/komunitas adat terpencil, terealisasi sebanyak 453 KK dengan rincian tahun 2009 sebanyak 30 kk, tahun 2010 sebanyak 90 kk, tahun 2011 sebanyak 219 kk, dan pada tahun 2012 sebanyak 77  kk 
5) Sedangkan untuk tahun 2013 ditargetkan Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 1700 kk, Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 21.477 RTSM, Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga rumah tidak layak huni sebanyak 80 kk, Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK)  sebanyak 170 kk, Pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar termasuk anak cacat terlantar sebanyak 3450 Anak, Pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan sebanyak 160 anak, Pemberdayaan masyarakat terasing/komunitas adat terpencil sebanyak 100 kk.
b) Alokasi dan Realisasi Anggaran 
Alokasi anggaran sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 210.275.214.460,- dengan rincian pada tahun 2009 sebesar Rp. 46.247.738.300,- dan terrealisasi sebesar 98,8 %. Pada tahun 2010 alokasi anggaran sebesar Rp. 47.187.404.000,- terrealisasi sebesar 98,5 %. Kemudian pada tahun 2011 alokasi anggaran sebesar Rp. 53.940.747.160,- terrealisasi sebesar 98,6 %. Tahun 2012 alokasi anggaran sebesar Rp. 62.899.325.000,- terrealisasi sebesar 93 %. Dan pada tahun 2013, alokasi anggaran sebesar Rp. 69.085.697.000,- sampai dengan Semester I tahun 2013 dari target 30 % terealiasi sebesar 31,81 %. 

c)  Permasalahan dan Solusi 
1. Permasalahan

i. Kehadiran para pencari kerja dari daerah lain yang tidak didukung dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai (non skill), memberikan kontribusi bagi bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

ii. Masih ada sebagian kab/kota yang kurang akurat dalam menyampaikan data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi data populasi dan hasil-hasil penanganan PMKS di Kab/Kota, dengan format by name by address.

iii. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi program antara pusat, provinsi dan kab/kota. 

2. Solusi :

(a) Meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam memantau para pendatang baru dengan memperketat pengawasan disetiap akses pintu masuk di wilayah provinsi Kalimantan Timur.

(b) Meningkatkan sistem pelaporan kinerja dinas/instansi sosial kab/kota terkait dengan data PMKS. 
(c) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dalam rangka mengoptimalkan anggaran berdasarkan program-program perioritas dan unggulan.
19. Urusan Budaya serta Pilihan Pariwisata, dengan SKPD Pelaksana
Dinas Budaya dan Pariwisata
a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Sekretariat

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :
· Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah
· Pembuatan Website www.pariwisatakaltim.com
2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :
· Promosi Pariwisata Melalui Media cetak dan visual

· Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta
· Pameran Kaltim Expo di Samarinda
· Pameran Festifal Erau di Tenggarong

· Pameran PON 2012 di Riau

· Majapahit Travael Fair di Surabaya

· Pameran Wisata di Bali

· Sriwijaya Expo di Palembang

· Festival Bunaken di Manado

· Expo NTB dan TIME di Lombok

· Festival Borneo di Palangkaraya

· Pameran Luar Negeri di Belanda


Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:
· Promosi Sail Derawan 2013
· Kaltim Expo di Samarinda
· Pameran Festival Erau di Tenggarong
· Pameran Gelar Budaya Eksotika Borneo di TMII Jakarta

· Pembinaan Kalender Event Kab/Kota se Kaltim

· Penggandaan VCD lagu daerah Kaltim

3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :
· Pemilihan Putera/Puteri Mahakam tahun 2009
· Pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata di  Kab. Paser tahun 2010
· Penataan Objek Wisata Gunung Yupai Sumaring Long Bawan di Krayan Kecamatan Nunukan tahun 2011

· Renovasi Balai Adat Terapung di Danau Bahadaq Kec. Tering Kab. Kubar tahun 2012


Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:
· Pembuatan AMDAL dan DED pembangunan Kaltim Zoo di Samarinda 
· Workshop pengemasan produk wisata di Kab. Paser dan Kab. PPU

· Pembangunan Sarpras Objek Wisata Air Panas Simolon, Kab. Malinau

4) Program Pengembangan Kemitraan

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :
· Pelatihan Teknis Pelayanan Hotel Melati di Samarinda tahun 2009
· Penyuluhan Sadar Wisata di Berau, Bulungan, Tarakan, dan Malinau tahun 2010
· Pengawasan persyaratan dasar atas hotel dan klasifikasi hotel di Kukar, Bontang, Nunukan dan Kutim Tahun 2011
· Fasilitasi pembentukan pokdarwis dan inventarisasi pokdarwis tahun 2012

Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:
· Pengawasan persyaratan dasar hotel dan klasifikasi              6 kab/kota (Balikpapan, Bontang, Samarinda, Tarakan, Nunukan, Berau)
· Peningkatan dan peberdayaan kelompok sadar wisata ke Luar Daerah / Bali

5) Program  Pengembangan Nilai Budaya Seni dan Film

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :
· Festival Kemilau Seni Budaya Benua Etam tahun 2010
· Festival Jepen Internasional tahun 2010
· Pelatihan Seni Theater se Kaltim tahun 2012


Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:
· Audisi Gita Bahana Nusantara
· Pemilihan Putri Pariwisata Kaltim

· Pelatihan Perfilman

· Lomba Panulisan Cerita Rakyat
20. Urusan Kearsipan.

Badan Arsip Daerah
Badan Arsip Daerah dalam kurun waktu 2009-2013 telah melaksakan program-program sebagai berikut
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

a.  Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

· Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

· Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

· Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

· Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

· Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan  Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih menemui sejumlah permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil yang diperolah dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun  permasalahan dalam melaksanakan pencapaian program dan kegiatan Badan Arsip Daerah adalah sebagai berikut:
1. Belum lengkapnya regulasi di bidang kearsipan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan kearsipan sering mempengaruhi dalam mutu maupun kualitas dari pelaksanaan kinerja bidang kearsipan;

2. Kurangnya pemahaman mengenai teknis pelaksanaan program dan kegiatan dari sub-sub bidang yang ada dengan menyesuaikan jadwal (schedulle) yang telah ditetapkan sehingga pencapaian kinerja tidak optimal. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing sub bidang sering lepas dari jadwal (schedule) yang telah disusun sebelumnya sehingga tidak ada konsistensi dengan aliran kas yang ada pada DPA-SKPD Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan begitu nampak tergambar penyerapan aggaran yang tidak significant setiap bulannya, penyerapan anggaran besar-besaran baru akan terjadi pada triwulan ke IV;

3. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang belum dilengkapi dengan indicator kinerja yang SMART; 

4. Pelaksanaan kegiatan pada masing-masing sub bidang masih belum dilengkapi dengan Standard Operational Procedure (SOP).

Sedangkan pemecahan masalah dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut adalah :
1. Segera melengkapi regulasi maupun peraturan-peraturan bidang kearsipan tingkat provinsi, sehingga mekanisme kinerja kearsipan terlihat jelas baik itu berupa petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaannya.

2. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap sub-sub bidang hendaknya dikoordinasikan dengan baik, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai scheduller yang telah ditetapkan, sehingga penyerapan anggaran dapat sesuai dengan aliran kas yang terdapat dalam DPA-SKPD Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Menyusun capaian kinerja berupa sasaran kinerja yang dilengkapi dengan indikator yang SMART dan dapat terukur.

4. Menyusun Standard Operational Procedur (SOP) untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang.

21. Urusan Perpustakaan, dengan SKPD Pelaksana
Badan Perpustakaan

1. Program dan kegiatan
Kurun waktu 1990 – 2008 kegiatan pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan minat baca masyaraat belum berkembang dengan baik. Kurun waktu ini tercatat hanya 900 orang tenaga pengelola perpustakaan yang telah mengikuti pelatihan kepustaawanan. 

Bantuan untuk perpustakaan desa/kelurahan  pada kurun waktu 1990 – 2008 praktis belum terlaksana.

Tingkat kunjungan masyarakat ke Badan Perpustakaan pada periode 1990 – 2008 rata-rata hanya 350 – 500 orang perhari.

Aplikasi IT untuk mendukung layanan perpustakaan belum berkembang dengan baik karena belum tersedianya infrastruksur jaringan dan perangkat IT yang diperlukan.

Kuntitas dan kualitas koleksi bahan pustaka yang dilayankan kepada masyarakat masih sangat terbatas karena alokasi anggaran untuk pengadaan bahan pustaka sangat terbatas.

Pelaksanaan program pelestarian dan pendayagunaan koleksi local Kaltim belum dikelola secara maksimal sehingga jumlah konten local yang didayagunakan hanya sekitar 5400 judul.
Program kerja  Badan Perpustakaan ProvinsiKalimantan Timur tahun 2009 – 2013 bertumpu pada tiga program prioritas, yaitu :

a) Supervisi dan pembinaan perpustakaan
b) Pemasyarakatan Minat Baca Masyarakat melalui penyelenggaran jasa layanan perpustakaan
c) Pengelolaan karya ceta dan karya rekam
Ketiga program prioritas tersebut di atas dilaksanakan melalui beberapa kegiatan strategis berupa :

a) Pemberian bantuan dan stimulant berupa buku dan meubeler perpustakaan kepada 500 perpustakaan desa/kelurahan

b) Pemberian bantuan buku, meubeler dan perangat IT kepada 7 Perpustakaan Umum Kab/Kota 

c) Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan (pustakawan) melalui pelatihan kepustakawanan kepada 850 pengelola perpustakaan

d) Penyelenggaraan sayembara dan lomba minat baca

e) Pemberian bantuan mobil perpustakaan keliling kepada 12 Perpustakaan Umum Kab/Kota.

f) Penyelenggaraan jasa layanan perpustakaan keliling

g) Penyelenggaraan jasa layanan perpustakaan berbasis IT

h) Pengembangan aplikasi IT untuk perpustakaan 

i) Peningkatan jam layanan perpustakaan pada malam hari dan pada Hari Sabtu dan Minggu

j) Peningkatan kuantitas dan kualitas koleksi bahan perpustakaan  untuk Badan Perpustakaan Prov. Kaltim

k) Pelestarian karya cetak dan karya rekam konten local Kalimantan.

2.    Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran belanja Badan Perpustakaan ProvinsiKalimantan Timur kurun waktu 2009 – 2013 diuraikan sebagai erikut 

	Tahun
	Alokasi Angaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	Prosentase 

(%)

	2009
	16.878.400.250
	15.270.399.175
	90,47

	2010
	15.748.815.000
	12.947.680.865
	82,21

	2011
	21.282.151.900
	16.490.338.657
	77,48

	2012
	25.423.597.000
	17.020.414.387
	66,94

	2013-Juni 
	26.489.182.000
	8.733.622.881
	32,99


a) Dana APBD 

3) Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang dihadapi diidentifikasi sebagai berikut :

1) Perpustakaan Umum Kab/Kota belum berperan secara optimal dalam mendukung pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat di daerah.  Hingga saat ini  di wilayah Kaltim telah terbentuk 12 Perpustakaan Umum Kab/Kota dari 14 Kab/Kota yang ada di Kaltim. Kab/Kota yang belum membentuk kelembagaan Perpustakaan Umum adalah Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Tanah Tidung. Seyogianya Perpustakaan Umum Kab/Kota diharapkan dapar menjadi ujung tombak pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan minat baca di daerah, namun karena berbagai keterbatasan khususnya dalam hal keterbatasn SDM (pustakawan) peran tersebut tidak berjalan secara optimal.
2) Rendahnya komitmen dan kesadaran penerbit, penulis dan pemilik naskah kuno (manuskrip) untuk menyerahkan/melaporkan publikasinya kepada Perpustakaan Nasional dan Badan Perpustakaan Prov. Kaltim. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengamanatkan bahwa setiap penerbit (termasuk SKPD yang mempublikasikan karya cetak/rekam) dan penulis wajib menyerahkan publikasinya kepada  Perpustakaan Nasional RI dan Badan Perpustakaan di Provinsi.
3) Belum terciptanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Badan Perpustakaan Prov. Kaltim dengan instansi terkait  khususnya dengan Dinas Pendidikan Kaltim dan Kanwil Kementerian Agama Kaltim dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah.  Kondisi ini menyebabkan kuantitas dan kualitas perpustakaan sekolah yang ada di Kaltim masih memprihatinkan.
4) Bantuan/stimulant buku dan meubeler perpustakaan yang telah didistribusikan oleh Badan Perpustakaan Prov. Kaltim kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Puskesmas belum sepenuhnya didayagunakan sesuai dengan harapan. Perpustakaan Desa/Kelurahan yang telah mendapat bantuan dari Badan Perpustakaan Prov. Kaltim sampai dengan tahun 2013 tercatat 475 perpustakaan dan  Perpustakaan Puskesmas sebanyak 10 perpustakaan.   Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa 60% Perpustakaan Dea/Kelurahan yang didayagunakan dengan baik. Sementara untuk perpustakaan Puskesmas 80% yang didayagunakan dengan baik. 

5) Terbatasnya jumlah Pejabat Fungsional Pustakawan pada instansi pemerintah. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan perpustakaan di SKPD Provinsi dan Kab/Kota serta perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemernitah belum berkembang dengan baik. Disisi lain pustakawan/pengelola perpustakaan yang ada saat ini lebih berorietasi pada aspek pengolahan dokumen/bahan pustaka dan cenderung mengabaikan aspek pengembangan profesi untuk mencetuskan ide kreatif dan inovatif melalui karya tulis untuk pengembangan kepustakawanan. Stigma ini menyebabkan perhatian Pustakawan untuk memberikan layanan perpustakaan yang berkualitas kepada masyarakat cenderung terabaikan.
6) Belum terbentuknya secara formal jaringan kerjasama perpustakaan dalam upaya mewujudkan Interoperabilitas Sistem Perpustakaan Digital di Kalimantan Timur.
Solusi :
Untuk mengentaskan berbagai permasalahan di atas, perlu ditempuh langkah strategis berikut :
1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Perpustakaan Umum Kab/Kota  sehingga dapat berperan sebagai mitra Badan Perpustakaan Prov. Kaltim dalam melakukan pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan minat baca masyarakat di daerah.  Optimalisasi peran dan fungsi Perpustakaan Umum Kab/Kota dapat dilakukan dengan cara :
· Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Perpustakaan Umum Kab/Kota melalui pendidikan dan latihan serta melakukan rekruitmen pegawai sesuai dengan standar kompetensi pustakawan.  
· Mengembangkan program bantuan/stimulant utuk meningkatkan sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Kab/Kota, khususunya dalam hal bantuan bahan perpustakaan dan perangkat teknologi informasi

· Meningkatkan komitmen dan kepedulian Bupati/Walikota serta lembaga legislative dalam mengembangkan perpustakaan dan minat baca di daerah.
2) Menggalakkan kembali sosialisasi UU No. 4 tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan berbagai metode dan media.  Sosialisasi secara terus menerus diharapkan akan meningkatan perolehan publikasi daerah dalam bentuk karya cetak dan karya rekam   serta manuskrip.  Disamping itu perlu dibentuk forum rapat koordinasi pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990.  Forum ini diharapkan dapat melaksanakan pertemuan secara berkala untuk memantau pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990.
3) Badan Perpustakaan Prov. Kaltim  dan instansi terkait, khususnya dengan Dinas Pendidikan Prov. Kaltim  dan Kanwil Kementerian Agama Kaltim perlu membahas secara bersama pola pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah di wilayah Kaltim.  Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada tahun 2009 dinilai belum optimal dalam mengembangkan perpustakaan sekolah sehingga perlu dilakukan evaluasi.
4) Perpustakaan Umum Kab/Kota diharapkan dapat berperan secara nyata dalam memonitor pengelolaan dan pendayagunaan bantuan/stimulan perpustakaan desa/kelurahan yang telah didistribusikan oleh Badan Perpustakaan Prov. Kaltim.  Disisi lain Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Puskesmas yang telah menerima dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan puskesmas yang ada di wilayah mereka.
5) Badan Perpustakaan Prov. Kaltim dengan bantuan Badan Kepegawaian Daerah Kaltim serta Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim perlu merumuskan dan memetakan kebutuhan real tenaga pustakawan di Kaltim melalui Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan.  Hasil analisa tersebut selanjutnya akan digunakan untuk dasar penetuan formasi kebutuhan tenaga pustakawan di Kaltim. Disisi lain perlu memprioritaskan diklat bagi tenaga pustakawan khusunya dalam bidang metode penulisan dan juga bidang IT sehingga kinerja dan kompetensi Pustakwan semakin meningkat.
6) Badan Perpustakaan Prov. Kaltim perlu membentuk secara formal  jaringan kerja sama perpustakaan  berbasis teknologi informasi.  Langkah awal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menyusun grand design konsep Interoperabilitas Sistem Perpustakaan DigitalKalimantan Timur.  Konsep dasar dari system ini adalah pemanfaatan secara bersama semua sumber daya koleksi yang dimiliki oleh setiap perpustakaan dalam rangka memberikan layanan yang cepat dan terpadu.
2. Urusan Pilihan meliputi :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009-2013

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan program dan kegiatan sebagai berikut :

· Pengembangan Balai Benih Ikan/Balai Benih Udang/Balai Benih Ikan Pantai/Unit Pembenihan Rakyat/Hatchery Swasta/Hatchery Skala Rumah Tangga. Fokus kegiatan pada upaya peningkatan produksi benih sebesar 25 % per tahun yang terletak di hampir 14 Kabupaten/Kota. 

· Pengembangan jaringan hama dan penyakit ikan dan lingkungan. Dengan fokus kegiatan pada pengendalian hama dan penyakit ikan, operasionalisasi Laboratorium Hama Penyakit Ikan, Monitoring dan pencegahan penggunaan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya dalam proses budidaya ikan. 

· Pengembangan pakan alternatif. Dengan fokus pada upaya pembuatan pakan selain pakan pabrikan sebagai substitusi pakan melalui pemanfaatan bahan lokal. 

· Pembangunan jaringan irigasi dan tambak rakyat. Dilakukan dengan cara perbaikan irigasi, pembuatan pintu tambak dan perbaikan konstruksi tambak rakyat dari segi kedalaman tambak dan luasannya, agar lebih sesuai dengan persyaratan teknis. 

· Pengembangan karamba pada lahan idle seperti lahan eks tambang, sungai besar dan danau. Diwujudkan dalam program pengembangan 500.000 karamba, dengan penempatan karamba secara selektif dengan pertimbangan teknis dan kelayakan tempat budidaya.  Sampai tahun 2012 telah berkembang karamba baik di air tawar maupun di pantai sebanyak 65.683 karamba.

· Pengembangan kapal ≥ 30 GT. Dilakukan untuk meningkatkan jangkauan penangkapan sebagai upaya peningkatan produksi perikanan tangkap secara cepat. Pada tahun 2011 telah dibagi 7 unit kapal 30 GT dan pada tahun 2012 direncanakan dibagikan kapal 30 GT sebanyak 8 unit.   Pemberian kapal beserta alat tangkapnya. 

· Pembangunan SPBN/SPDN untuk nelayan. Telah dilakukan koordinasi pembangunan SPBN/SPDN dengan Pertamina. Sampai tahun 2011 telah terbangun 8 unit SPBN/SPDN dan sebanyak 4 unit yang sudah beroperasi. 

· Fasilitasi akses permodalan. Telah dilakukan pendampingan dan fasilitasi akses permodalan melalui pelatihan tenaga konsultan keuangan mitra bank. Telah dilakukan kerjasama dengan Bank Kalimantan Timur untuk pendanaan bidang kelautan dan perikanan dan telah diluncurkan “Kredit Perikanan Sejahtera”.

· Pemasyarakatan GEMARIKAN (Gerakan Makan Ikan) untuk meningkatkan konsumsi ikan per kapita per tahun.  Dan telah meningkat konsumsi makan ikan sebesar 61,42 kg perkapita/tahun

· Pengawasan Terpadu Kelautan dan Perikanan serta Pengembangan Pokwasmas (Kelompok Masyarakat Pengawas) dan telah terbentuk Pokwasmas sebanyak 92 kelompok. 

· Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove untuk perbaikan fungsi ekologis kawasan pesisir. 

Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan:

· Meningkatkan Produksi Perikanan terealisasi 6,83 % pertahun sampai tahun 2012. Dan rencana tahun 2013 sebesar 403.542 ton

· Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja terealisasi 4,2 % pertahun. Sampai tahun 2012 dan rencana tahun 2013 terserap tenaga kerja sebanyak  142.648 orang

· Meningkatkan Pemerataan Konsumsi Perikanan terealisasi 18,67 % pertahun

· Meningkatkan Ekspor Hasil Perikanan  terealisasi 6,99 % pertahun 

· Meningkatkan nilai tambah hasil perikanan terealisasi 4 % pertahun.Peningkatan nilai tambah terjadi adanya diversifikasi usaha di bidang pengolahan hasil perikanan dengan memasarkan berbagai produk perikanan yang sudah diolah dan dikemas dengan baik. 

· Pengembangan kapal 30 GT sebanyak 9 unit lengkap dengan alat tangkap

· Rencana 2013 karamba berkembang sebanyak 172.000 karamba

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pada tahun 2009 alokasi anggaran sebesar                      Rp. 27.500.000.000, tahun 2010 alokasi anggarana sebesar Rp. 30.000.000.000, tahun 2011 alokasi anggaran sebesar Rp. 36.245.332.300, pada tahun 2012 alokasi anggaran sebesar Rp. 41.559.658.000 dan pada tahun 2013 alokasi anggaran sebesar Rp. 66.147.447.000.
3. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi untuk sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur dalam hal pencapaian target realisasi adalah :
· Umumnya armada perikanan di Kalimantan Timur masih dibawah 5 GT yang mana daya jelajah untuk wilayah penangkapan hanya berkisar pada 13 mil pantai, sehingga hasil tangkapan menjadi kurang maksimal.

· Sulitnya mendapatkan serta mahalnya bahan bakar solar untuk melaut sehingga banyak nelayan yang mengurangi waktu dalam menangkap ikan.

· Munculnya penyakit ikan dan udang seperti KHV (Koi Herves Viruses) dan White Spot yang menyebabkan para pembudidaya ikan dan udang merugi.

· Jaringan irigasi tambak di Kalimantan Timur umumnya hanya satu jalur, yang mana hal ini memudahkan penularan penyakit.

· Masih maraknya penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti : Bom, Setrum dan Trawl.

b. Solusi 
· Meningkatkan kemampuan armada perikanan Kalimantan Timur yaitu dengan memberikan bantuan mesin kapal 30PK sehingga diharapkan daya jelajah penangkapan ikan bisa lebih maksimal.

· Menambah jumlah SPDN (Solar Package Dealer Nelayan) di beberapa daerah sehingga dapat menyediakan bahan bakar solar serta nelayan dapat membeli bahan bakar solar sesuai harga yang ditetapkan oleh Pertamina.

· Menggalakkan sosialisasi akan pentingnya menjaga kualitas air yang adalam hal ini adalah satu diantara penularan penyakit terbesar untuk ikan dan udang, serta meningkatkan pengetahuan para pembudidaya ikan dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan.

· Memperluas dan memperbanyak saluran irigasi tambak di sentra-sentra tambak Kalimantan Timur sehingga kebutuhan akan air tambak dapat terpenuhi.

· Meningkatkan pengawasan dan monitoring terpadu di lapangan serta menindak segala pelanggaran hukum sektor perikanan sehingga akan memberikan efek jera kepada yang menggunakan alat tangkap terlarang.

2. Pertanian :

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

a) Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2009-2013
Produksi padi sawah pada tahun 2008 mencapai 441.405 ton GKG terjadi peningkatan sehingga menjadi 454.793 ton GKG pada tahun 2013 (ARAM I Tahun 2013), sementara untuk padi ladang produksi pada tahun 2008 sebesar 144.625 ton GKG dan pada tahun 2013 menurun menjadi 112.181 ton GKG (ARAM I Tahun 2013). Dengan demikian, untuk total padi, produksi pada tahun 2008 sebesar 586.030 ton GKG terjadi penurunan menjadi 566.973 ton GKG pada ARAM I Tahun 2013. Penurunan ini disebabkan terjadinya penurunan luas tanam dan luas panen akibat konversi lahan dan serangan beberapa OPT utama seperti tikus dan penggerek batang serta adanya banjir dan kekeringan.

a. Program Peningkatan Produksi melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

Dalam upaya peningkatan produksi untuk mewujudkan swasembada beras, telah dilakukan kegiatan-kegiatan: 

· Pencetakan sawah,  pada tahun 2008 seluas 2.023 Hektar, pada tahun 2009 seluas 800 Hektar, pada tahun 2010 seluas 600 Hektar, pada tahun 2011 seluas 2.604 Hektar, tahun 2012 seluas 5.950 Hektar. Sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan seluas 1.850 Hektar. Sehingga total cetak sawah sejak 2008 – 2013 adalah seluas 13.827  Hektar. Lokasi kegiatan tersebar di 10 Kabupaten (Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan, Malinau dan Nunukan dan Tana Tidung). Untuk mengimbangi alih fungsi lahan pertanian  menjadi lahan non pertanian sekitar 2.605 Hektar pertahun diperlukan penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, yang melarang terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Saat ini telah terbit Perda, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. Perda ini perlu ditindak lanjuti oleh Bupati/Wakil Bupati dengan menerbitkan Perda turunan tentang Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

· Optimasi Lahan : pada tahun 2008 seluas 690 ha, pada tahun 2009 seluas 950 ha, pada tahun 2010 seluas 335 ha, pada tahun 2011 seluas 150 ha, tahun 2012 seluas 4.110 ha. Sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan seluas 3.500 ha. Sehingga total Optimasi Lahan  sejak 2008 – 2013 adalah seluas 9.735 ha. Lokasi kegiatan tersebar di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

· Pembangunan Jaringan Irigasi (Jaringan Irigasi Desa / Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) : pada tahun 2008 seluas 1.600  ha, pada tahun 2009 seluas 1.050  ha, pada tahun 2010 seluas 1.425  ha, pada tahun 2011 seluas 3.190 ha, tahun 2012 seluas 8.400 ha. Sedangkan pada tahun 2013ditargetkan seluas 12.485  ha. Sehingga total Pembangunan Jaringan Irigasi sejak 2008 – 2013 adalah seluas 28.150 ha, lokasi kegiatan berada  di 10 Kabupaten (Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan, Malinau dan Nunukan dan Tana Tidung).

· Pembangunan   Jalan   Usaha   Tani  :  pada tahun 2008 sepanjang 16,3 km, pada tahun 2009 sepanjang 26,48 km, pada tahun 2010 sepanjang 6 km, pada tahun 2011 sepanjang 3 km, tahun 2012 sepanjang 1 km. Sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan sepanjang 48 km. Sehingga total Pembangunan Jalan Usaha Tani  sejak 2008 – 2013 adalah sepanjang 100,78 km, lokasi kegiatan berada di 12 Kabupaten/Kota (Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan, Malinau dan Nunukan dan Tana Tidung, Balikpapan dan Samarinda).

· e.  Pembangunan Pintu Air : pada tahun 2009 sebanyak 60 unit, tahun 2010 sebanyak 5 unit, tahun 2012 sebanyak 30 unit. Sedangkan target pada tahun 2013 sebanyak 117 unit. Sehingga total pembangunan pintu air sejak 2008 – 2013 adalah sebanyak 212 unit.  Alokasi kegiatan pada 8 Kabupaten/Kota yaitu Paser, Penajam Paser Utara, Kukar, Kutim, Berau, Bulungan, Nunukan dan Samarinda).

· Bantuan Pestisida untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, sejak tahun 2008 – 2013 telah dialokasikan bantuan pestisida dengan total volume 31.051 paket, dengan rincian pada tahun 2009 sebanyak 1.583 paket, tahun 2010 sebanyak 1.463 paket, tahun 2011 sebanyak 4.743 paket, tahun 2012 sebanyak 13.469 paket. Sedangkan target alokasi pada tahun 2013 adalah sebanyak 9.793 paket. Lokasi bantuan pada 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

· Pupuk bersubsidi : alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2008 volume sebesar 28.425 ton, pada tahun 2009 sebesar 28.632 ton, pada tahun 2010 sebesar 35.336 ton, pada tahun 2011 sebesar 45.819 ton, pada tahun 2012   sebesar 58.391 ton. Sedangkan target pada tahun 2013 sebesar 49.750 ton. Lokasi bantuan pupuk bersubsidi adalah di  14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

· Realisasi bantuan alat mesin pertanian : pada tahun 2008 realisasi bantuan Hand Tracktor mencapai 28 unit. pada tahun 2009, bantuan Handr Tracktor 19 unit. pada tahun 2010, bantuan Hand Traktor mencapai 20 unit, Power Thraser mencapai 38 unit, Penggilingan Padi 7 unit. pada tahun 2011, bantuan Hand Traktor mencapai 50 unit, Power Threser 5 unit, Cultivator 7 unit. pada tahun 2012, bantuan Hand Traktor mencapai 50 unit, Power Theser 25 unit, Cultivator 29 unit dan Penggilingan Padi 22 unit. Sementara target pada tahun 2013, Hand Traktor mencapai 140 unit, Power Threser 28 unit, Cultivator 46 unit dan Penggilingan Padi 2 unit. Lokasi bantuan berada di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

b. Program Pengembangan Tanaman Hortikultura dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura, maka sejak tahun 2008 – 2013 telah dilakukan kegiatan-kegiatan :

· Pengembangan kawasan durian/lai dengan total luasan : 808 ha, rinciannya adalah  pada tahun 2008 seluas 150 ha, tahun 2009 seluas 200 ha, tahun 2010 seluas 175 ha, tahun 2011 seluas 76 ha, tahun 2012 seluas 187 ha dan  rencana  tahun  2013  seluas  20 ha.  Lokasi   kegiatan  berada    di 7 Kabupaten yaitu Penajam Paser Utara, Kukar, Kubar, Berau, Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung.

· Pengembangan kawasan Jeruk, total luasan 1.511 ha, dengan rincian pada tahun 2008 luas pengembangan 350 ha, tahun 2009 seluas 330 ha, tahun 2010 seluas 220 ha, tahun 2011 seluas 171 ha, tahun 2012 seluas 40 ha. Adapun target tahun 2013 seluas 400 ha. Lokasi kegiatan berada di 8 Kabupaten, yaitu Paser, Kukar, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan dan Nunukan.

· Pengembangan kawasan pepaya mini dengan total luas 123 ha berada di 2 Kota, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Luas pengembangan pada tahun 2008 seluas 18 ha, tahun 2009 seluas 15 ha, tahun 2011 seluas 20 ha, tahun 2012 seluas 50 ha. Adapun target pengembangan tahun 2013 adalah seluas 20 ha.

· Pengembangan kawasan pisang. Luas total pengembangan kawasan pisang mencapai  1.229 ha, dengan rincian pada tahun 2008 seluas 404 ha, tahun 2009 seluas 270 ha, tahun 2010 seluas 275 ha, tahun 2011 seluas 103 ha dan tahun 2012 seluas 77 ha. Sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan luas pengembangan 100 ha. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 Kabupaten sentra pisang, yaitu  Paser, Kukar, Kutim dan Nunukan.
c. Program Pengembangan Food/Rice Estate

 Dalam  upaya membangun kemandirian pangan dalam mengantisipasi melonjaknya harga beras dan pemanasan global, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Bulungan membangun Food Estate di Delta Kayan Bulungan yang memiliki potensial areal 50.000 Ha. Pada tahun 2010 ini telah selesai dibuat Masterplan oleh Pemkab Bulungan dan  telah   menarik   minat PT. Sang Hyang Sri untuk berinvestasi yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Dirut   PT.SHS dengan Bupati Bulungan, disaksikan Gubernur pada tanggal 27 September 2010. Telah dilakukan penanaman perdana sekaligus peresmian Delta Kayan Food Estate oleh Menteri Pertanian RI tanggal 26 September 2011. Perkembangan  terakhir (data Juli 2013), luas lahan  tersedia  untuk  Food / Rice  Estate   seluas   279.476  ha, masing - masing di Kabupaten Paser 4.982 ha, Penajam Paser Utara 1.400 ha, Kukar  23.845  ha,  Kutim  62.630 ha, Kubar     71.000 ha, Berau 13.901 ha, Bulungan  50.000 ha,  Malinau  2.745  ha,  Nunukan  46.700 ha, Tana Tidung 2.873 ha. Realisasi kegiatan di Kabupaten Bulungan PT. Nusa Agro Mandiri (PT. NAM) mendapat ijin lokasi untuk budidaya tanaman pangan seluas 1.980 ha melalui SK Bupati No. 522.1/28/EK/IL-VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 dan pada tanggal 16 Juni 2013 melakukan panen perdana dengan hasil ubinan 5,2 GKP/Ha, selanjutnya merencanakan pembukaan baru seluas 300 ha. Pekerjaan akan dilakukan secara mekanisasi, dimana beberapa peralatan sudah didatangkan seperti rice transplanter, rice thresher, rice reaper, hand traktor dan rice milling unit, dan dalam waktu dekat juga akan didatangkan 4 wheel traktor.

Pada 5 September 2012 dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Food Estate. Kemudian pada tanggal 08–10 Oktober 2012 dilaksanakan Workshop Dalam rangka Kesiapan Permesinan dan Alsintan untuk mendukung  program Nasional Rice - Food Estate di Kalimantan Timur oleh Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

d. Program Bantuan Permodalan Petani

Dilaksanakan melalui kredit pangan sejahtera yang pembiayaannya bersumber dari Dana Pendapatan Daerah Kalimantan Timur telah di launching oleh Gubernur Kalimantan Timur Bersama DIrektur Utama BPD Kalimantan Timur pada bulan Januari 2013. Hingga akhir Juli 2013 telah terrealisasi Kredit Pangan Sejahtera sebesar Rp.216 Milyar kepada sejumlah Kelompok Tani dan Koperasi Pertanian.
b) Alokasi dan Realisasi Anggaran

a) Anggaran APBD

Alokasi anggaran APBD yang diterima selama periode 2008 – 2012 cenderung   naik.  Pada    tahun   2008   alokasi   anggaran  Rp 46.854.769.800,-, sementara pada tahun anggaran 2013 meningkat sebesar  130 % menjadi Rp. 107.851.760.000.  Secara rinci terlihat pada table   dibawah ini  :

Tabel II.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Tahun    2008 - 2013

	No
	Tahun
	Target (Rp)
	Realisasi (Rp)
	Realisasi  (%)

	1.

2.

3.

4.

5.

6.
	2008

2009

2010

2011

2012
2013
	46.854.769.800

78.460.786.750

81.100.457.000

62.590.020.880

88.148.354.000
107.851.760.000
	42.589.732.349

67.240.087.806

56.917.922.410

52.413.219.622

80.417.743.335
27.592.519.165 *)
	90,96

85,70

70,18

83,74

91,23
25,58*)


   *) Tahun 2013 Realisasi s/d Triwulan II (Juni 2013)
b) Anggaran APBN

Pagu  anggaran APBN yang diterima selama periode 2008 – 2013  yang diterima setiap tahun bervariasi besarannya, tidak menunjukkan kenaikan secara incremental. Dana APBN yang diterima Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari dana APBN Dekonsentrasi, APBN Tugas Pembantuan Provinsi dan APBN Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota. Besaran pagu dan realisasi anggaran periode 2008 – 2013 secara rinci dapat dilihat pada  dibawah ini.  

Tabel  III.1  Alokasi & Realisasi Anggaran APBN  Tahun 2008- 2013

	No
	Tahun
	Target (Rp)
	Realisasi (Rp)
	Realisasi %

	1.

2.

3.

4.

5.

6.


	2008

2009

2010

2011

2012
2013
	56.142.616.000

49.435.215.000

35.014.600.000

76.354.868.000

127.150.856.000
93.211.381.000
	50.435.243.715
40.649.317.569

26.928.356.194

63.582.386.119

106.321.960.000
13.981.707.150 *)


	89,83

82,23

76,91

83,27

84,55
15 *)


*) Tahun 2013 Realisasi s/d Triwulan II (Juni 2013)

c) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian program antara lain :
· Kondisi infrastruktur pertanian belum cukup memadai sehingga  berpengaruh pada proses produksi dan distribusi

· Terjadinya penyusutan areal usahatani pada daerah-daerah tertentu sebagai dampak dari konsekuensi logis pembangunan daerah, sehingga secara kuantitas pertambahan areal tanam/panen masih belum maksimal.

· Masih rendahnya daya saing hasil produksi pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan dalam hal kualitas dan harga dibanding produk luar. Hal ini disebabkan karena sistem usaha tani belum dikelola secara profesional dengan berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis secara optimal.

· Ketersediaan alat mesin pertanian terutama alat mesin pengolahan  hasil sangat terbatas dan masih sulit dimiliki kelompok tani karena harganya mahal.

· Kerjasama/kemitraan belum berkembang baik, sehingga petani masih kesulitan memasarkan produknya.

· Penerapan teknologi budidaya masih rendah misal dalam penerapan agroinput, penggunaan benih berlabel belum optimal, jarak tanam tidak seragam, aplikasi pupuk masih minimal, pengendalian OPT belum optimal. 

· Keterbatasan modal usaha dan sulitnya mendapatkan modal secara kredit dengan bunga rendah, prosedur mudah dan dapat dimanfaatkan tepat waktu sesuai kebutuhan.

· Masih rendahnya kompetensi, kapabilitas dan kemampuan sumberdaya manusia sebagai pelaku usaha tani dalam hal kualitas maupun kuantitas, sehingga terjadi ketidaksebandingan antara luas lahan yang ada dengan kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia.

· Masih tingginya kehilangan hasil karena serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan bencana alam banjir atau kekeringan. 

1. Solusi mengatasi permasalahan yang timbul, diperlukan program / kegiatan sebagai berikut :

· Perlunya pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, pencetakan sawah, pengembangan jaringan irigasi pada daerah-daerah sentra produksi pertanian.

· Perluasan areal tanam terutama mengoptimalkan pemanfaatan lahan terlantar/bero, sekaligus pengamanan daerah-daerah persawahan dari upaya alih fungsi melalui perda tentang pertanian pangan berkelanjutan di masing-masing kabupaten/kota.

· Mengoptimalkan pasca panen dan pengolahan hasil sehingga nilai tambah produk meningkat dan dapat bersaing di pasar.

· Penyediaan alat mesin pertanian melalui program bantuan kepada kelompok tani yang membutuhkan pada daerah-daerah sentra produksi pertanian.

· Menumbuhkan kerjasama pola kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

· Penyuluhan, bimbingan teknis tepat guna dalam penerapan budi daya pertanian menggunakan teknologi tepat guna.

· Pengembangan bantuan permodalan dengan memanfaatkan skim kredit seperti Kredit Pangan Sejahtera Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

· Mengupayakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia baik petugas maupun kelompok tani sehingga dapat melaksanakan budi daya pertanian dengan pola agribisnis secara optimal.

· Pengamanan hasil produksi dari serangan OPT dan bencana alam baik saat pra panen, panen dan pasca panen.

a. Dinas Perkebunan.
1) Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2009-2013

a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

· Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan database potensi produksi perkebunan berupa pembuatan peta kesesuaian lahan untuk komoditi kelapa sawit, kakao, kelapa dalam, kopi di 14 kabupaten/kota dengan skala 1:250.000 (peta digital).

· Melaksanakan pelatihan sekolah lapang hama terpadu (SL-PHT) untuk komoditi kakao dan lada sebanyak 1.025 kk petani.

· Pelatihan Geographic Information System (GIS) bagi petugas provinsi dan kabupaten/kota serta penyusunan dan pemantapan data statistik perkebunan.

· Melaksanakan pelatihan penanggulangan kebakaran dengan cara pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB).

b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian

· Dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Informasi Pasar (PIP) melalui promosi di berbagai media cetak dan elektronik seperti pembuatan lelaflet, booklet serta pameran-pameran pembangunan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

· Melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi investasi melalui lokakarya, roadshow, seminar, dan lain-lain.

· Melaksanakan kegiatan penilaian kelas kebun bagi perusahaan besar swasta (PBS) dalam rangka pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan serta penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

c) Program Peningkatan Penyerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

· Melaksanakan kegiatan pengendalian organism pengganggu tanaman (OPT) melalui pemberian bantuan berupa obat-obatan kepada kelompok tani serta melaksanakan uji bahan pengendali penyakit, hama, dan pathogen berupa pembuatan trichoderma sp, metarhizium anisopliae dan beauvaria bassiana.

· Melaksanakan teknologi penerapan specific lokasi berupa pembuatan pasta kakao, bubuk kakao, dan balsam lada, pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) dan teknologi budidaya yang meliputi penggunaan pupuk organic, tanaman penutup tanah (arachis pintoi), penggunaan pestisida nabati (Pesnab) dan pengembangan tanaman kelapa kopyor.
d) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

· Melaksanakan perluasan dan pemeliharaan kebun rakyat meliputi komoditi kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam dan lada dengan memberikan bantuan kepada petani berupa bibit, pupuk dan herbisida. Untuk tanaman kelapa sawit seluas 4.720 hektar, karet seluas 2.272 hektar, kakao seluas 680 hektar dan kelapa dalam seluas 85 hektar.

· Melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih, penyusunan RDK/RDKK untuk pupuk bersubsidi, identifikasi dan inventarisasi plasma nutfah dan lain-lain. Pada tahun 2009-2013 sesuai dengan SP2BKS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Perkebunan jumlah benih yang disalurkan sebanyak 155.443.950 butir kecambah kelapa sawit.

· Melaksanakan sertifikasi benih kelapa sawit, karet dan kakao melalui UPTB PBP sebanyak 38.310.011 bibit dengan jumnlah penerimaan Negara sebesar Rp. 1.361.841.350,-.

e) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

· Melaksanakan pelatihan system kebersamaan ekonomi (SKE) dalam rangka pemberdayaan kelompok tani dan menumbuhkembangkan kelembagaan di tingkat pedesaan.

· Membina dan mengembangkan asosiasi petani perkebunan antara lain Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Asosiasi Karet, Asosiasi Lada, dan Asosiasi Kakao, serta Dewan Rempah.

f) Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan 

· Melaksanakan pembinaan perkebunan rakyat dan memfasilitasi kegiatan percepatan perluasan, peremajaan dan rehabilitasi perkebunan rakyat yang meliputi tanaman kelapa sawit, karet, kakao yang didukung kredit investasi, perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah.

· Melalui program revitalisasi perkebunan ini telah difasilitasi tercapainya pembangunan kebun untuk kelapa sawit rakyat seluas 27.468 hektar yang melibatkan 12.668 kk petani dengan realisasi kredit mencapai sebesar 586,28 miliar rupiah.

2)  Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 32.115.329.000,- terealisasi sebesar Rp.27.899.524.963,- dengan capaian kinerja 86,87 %. 
2. Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.519.189.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.817.184.800, dengan capaian kinerja 83,86 %. 

3. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.178.014.870,- terealisasi sebesar Rp. 35.184.611.917,- dengan capaian kinerja 77,88 %. 

4. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47.122.277.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.713.688.676, dengan capaian kinerja 88,52 %. 

5. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 58.277.708.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.385.457.077, dengan capaian kinerja 19,54 %. (Laporan sampai dengan bulan Juni 2013).
3)  Permasalahan dan Solusi 

a. Permasalahan

· Tumpang tindih perijinan lahan perkebunan dengan pertambangan dan kehutanan.

· Konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitarnya.

· Produktifitas kebun masih rendah. antara lain disebabkan masih beredarnya benih-benih palsu.

· Adanya "Black Campaign" yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pembangunan Kelapa Sawit.

· Kurang memadainya infrastruktur ke sentra-sentra  produksi perkebunan

· Belum optimalnya pemanfaatan lahan oleh PBS yang telah memperoleh perizinan.

· Belum teralokasikannya dana hasil produksi CPO bagi daerah untuk percepatan pembangunan perkebunan.

· Belum semua Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Kalimantan Timur menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

· Belum diterapkannya reward and punishment bagi perusahaan besar swasta dalam pelaksanaan pembangunan kebun. 

b. Solusi

· Diperlukan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.

· Melakukan pengawalan terhadap komitmen PBS untuk pembangunan kebun plasma minimal  20 % untuk masyarakat, meningkatkan dan mengoptimalkan program CSR bagi masyarakat di sekitar perusahaan dengan membangun fasilitas umum, sarana/prasarana olahraga dan lain-lain.

· Melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan benih palsu dengan mengoptimalkan peran PPNS Perkebunan dan aparat penegak hukum terkait.

· Adanya notifikasi dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika bahwa produk CPO Indonesia tidak dapat mengurangi emisi minimal 20 %, hal tersebut harus disikapi dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa proses pembangunan perkebunan telah menerapkan azas-azas keselamatan lingkungan serta meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak lain sehingga pembangunan perkebunan tidak selalu berhadapan dengan pihak-pihak yang selalu berkampanye negatif tentang kelapa sawit.

· Perlu ada dukungan pembangunan infrastruktur khususnya jalan yang membuka akses ke sentra-sentra produksi perkebunan.

· Melakukan penilaian terhadap usaha perkebunan untuk menilai kinerja PBS, dan ditindaklanjuti dengan sertifikasi ISPO yang akan diberlakukan pada akhir tahun 2014.

· Bea keluar/ekspor minyak sawit (CPO) yang diperoleh Pemerintah RI selama tahun 2011 mencapai US$ 27,354 Milyar, dana tersebut agar kita perjuangkan untuk kembali ke daerah penghasil CPO untuk digunakan dalam pembangunan daerah, termasuk Kalimantan Timur.

· Dalam rangka memudahkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mendukung percepatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, Bagi Perusahaan Besar Swasta yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit agar dapat berhimpun dalam wadah organisasi GAPKI (Gabungan Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia) Kalimantan Timur. 

· Bagi investor baru yang diyakini memang serius perlu didukung dengan berbagai kemudahan dalam proses prijinan. Pola-pola pengembangan yang dapat ditawarkan pada investor baru antara lain (a) Pemberian Ijin pada lokasi baru sesuai dengan peruntukan lahan yang sudah tertuang dalam Rencana Umum Tata Tuang Wilayah Kabupaten/Kota, (b) kerjasama dengan koperasi-koperasi perkebunan yang sudah mempunyai ijin lokasi, namun kekurangan modal, (c) Mengambil alih (take over) lahan PBS yang sudah tidak aktif lagi, namun ijin lokasi atau HGU masih aktif/berlaku.

b. Dinas Peternakan

1) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2009-2013

Program Pembangunan Peternakan melalui APBD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang meliputi 4 (empat) program terkait dengan pelayanan administrasi perkantoran atau eks Belanja Administrasi Umum (Kepmendagri No. 29 Tahun 2003) dan   8 (delapan) kegiatan terkait dengan program pembangunan  peternakan yang langsung kepada masyarakat. 
a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
· Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, dengan kegiatan pokoknya antara lain:

· Sosialisasi Penanganan PHM, di 14 kabupaten/kota.
· Workshop Penyakit Zoonosa se-Kalimantan Timur, 3 paket di Samarinda.
· Refresher PDSR, 2 paket di Samarinda
· CE petugas PDSR, 2 paket di Samarinda.
· Gerakan Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Terpadu
· Vaksinasi Jembrana, Rabies dan Flu Burung
Sedangkan untuk tahun 2013 Kegiatan Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit adalah pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit jembrana, rabies, flu burung, pembentukan kader vaksinator rabies.

b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan kegiatan pokoknya antara lain :

· Penyebaran ternak sapi tahun 2009 sampai dengan 2011 sebanyak 1.545 ekor ( Kutai Barat, Berau, Bulungan, Tana Tidung, kutai Kartanegara, Kutai Timur, Samarinda, Bontang,  

· Penyebaran tahun 2012 Ternak Sapi Potong sebanyak 600 Ekor di Kabupaten Berau (150 ekor), Bulungan (200 ekor), Malinau (150 ekor) dan Tana Tidung (100 ekor). 

· Pemberdayaan Peternak Sapi sebanyak 160 ekor di Kabupaten Penajam Paser Utara (15 ekor), Samarinda (30 ekor), Kutai Barat (30 ekor), Kutai Kartanegara (85 ekor).  

· Pengadaan Ternak Itik sebanyak 3.300 ekor di Paser (3.200 ekor) dan Bulungan (100 ekor).

· Sedangkan untuk tahun 2013 target penyebaran ternak sebanyak 1410 ekor (Berau, Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan, Kota Tarakan, Penajam Paser Utara, dan Paser.

2. Pengembangan Agribisnis Peternakan, dengan kegiatan pokoknya antara lain :

· Penggemukan Ternak Sapi  Potong sebanyak 528 ekor ( Balikpapan, Bontang,  Samarinda , Tarakan) Sedangkan untuk tahun 2013, target penggemukan sapi sebanyak 200 ekor (Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tarakan).

3. Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi, dengan kegiatan pokoknya antara lain :

· Identifikasi Penyusunan Program sebanyak 4 Paket di 14 Kabupaten/Kota.

· Rakontekda Pembangunan Peternakan sebanyak     Kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, Berau, Bulungan

· Monitoring dan Evaluasi sebanyak 4 Paket di 14 Kabupaten/Kota.

· Apresiasi Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Evaluasi 4 paket di Samarinda.

· Pertemuan Jabatan Fungsional 1 paket di Samarinda.

· Sedangkan target tahun 2013 adalah  penyusunan renstra tahun 2014-2018, Monitoring dan Evaluasi sebanyak 1 Paket di 14 Kabupaten/Kota, Apresiasi Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Evaluasi 1 paket di Samarinda, Pertemuan Jabatan Fungsional 1 paket di Samarinda.

4. Pengembangan Pembibitan dan Budidaya, dengan kegiatan pokoknya antara lain :

· Fasilitasi ternak sapi tahun 2009 sampai 2011 sebanyak 710 ekor ( Penajam paser Utara, Paser, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Bulungan),  ternak babi 175 ekor ( Kutai Barat), kerbau 61 ( Kutai Kartanegara, Penajam paser Utara)

· Fasilitas Pengembangan Sapi VBC  sebanyak 20 ekor di Kutai Kartanegara.

· Fasilitas Pengembangan ternak kambing sebanyak 100 ekor yaitu di Balikpapan (50 ekor) dan Samarinda (50 ekor).

· Penjaringan Ternak Sapi Bibit Unggul sebanyak 200 ekor ( Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, Bontang).

· Pembelian Sapi Betina Bunting BC Ex Import sebanyak 100 ekor yaitu di Paser (50 ekor) dan Samarinda (50 ekor).

· Pengembangan Babi sebanyak 175 ekor di Malinau

· Perbaikan mutu genetik kerbau sebanyak 30 ekor di Nunukan.

· Perbaikan mutu genetik sapi Bali Intesifikasi kawin alam (INKA) sebanyak 40 ekor ( Kutai Kartanegara, Samarinda, Paser).

· Sedangkan untuk tahun 2013 target penyebaran ternak sapi Brahman Cross Bunting sebanyak 115 ekor, Village Breeding Center (VBC) Sapi sebanyak 160 ekor (Kota Samarinda, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur, VBC Kerbau sebanyak 210 ekor (Kutai Kertanegara dan Nunukan).

5. Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, dengan kegiatan pokoknya antara lain :

· Penyebaran ternak tahun 2010 sampai 2011 sebanyak 800 ekor ( Kutai Kartanegara, Kutai timur, Penajam Paser Utara, Paser)

· Penyebaran tahun 2012 Ternak Sapi sebanyak 680 ekor yaitu di Kutai Kartanegara (100 ekor), Kutai Timur (280 ekor), Kutai Barat (100 ekor), Penajam Paser Utara (100 ekor), dan Paser (100 ekor). Sedangkan tahun 2013, target penyebaran ternak sapi  sebanyak 1400 ekor (Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kertanegara, Kutai Timur).

6. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Peternakan, dengan kegiatan pokoknya antara lain :

· Pembangunan Puskeswan 5 unit di Bulungan, Berau,   Balikpapan, Kutai Barat, Paser 

· Pembangunan gedung Check Point 1 unit di Nunukan.

· Peralatan pengolahan telur (oven) 4 unit di Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Paser.

c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
· Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan kegiatan pokoknya antara lain :

· Sosialisasi Public Awareness Peduli ASUH dan Zoonosis sebanyak 3 Paket di Kota Samarinda.

· Sosialisasi Pemotongan Ayam ASUH dan Zoonosis sebanyak 10 paket di Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Tarakan.

· Pertemuan lalu lintas perbatasan komoditas peternakan/hewan di Malinau dan  Tarakan

· Sedangkan untuk tahun 2013, targetnya adalah Sosialisasi Public Awareness Peduli ASUH dan Zoonosis sebanyak 1 Paket, Sosialisasi Pemotongan Ayam ASUH dan Zoonosis, dan Penguatan Usaha Kelompok UP3HP, serta Promosi Produk Peternakan 6 kali baik didalam dan luar daerah.

d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

· Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna (IB dan ET), dengan kegiatan pokoknya antara lain :

· Pembangunan biogas sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 sebanyak 121 unit ( Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Samarinda, Bulungan, Tarakan, nunukan, Tana Tidung)

· Sosialisasi teknologi pengembangan pakan di Kutai Timur, Kutai Barat dan Bontang.

· Pelatihan Penyusunan ransum pakan ternak           1 paket di UPTD BPIB Api-api.

· Pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas dan pupuk asal kotoran ternak  sebanyak 60 unit pada tahun 2012 di Paser (15 unit), Samarinda (7 unit), Kutai Kartanegara         (18 unit) dan Bulungan (20 unit). Sedangkan untuk tahun 2013, targetnya adalah Pembangunan Biogas sebanyak 125 unit (Bulungan, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Samarinda, Tana Tidung, dan Berau).

UPTD LABORATORIUM KESWAN

a. Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet, dengan kegiatan pokoknya antara lain :

· Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Laboratorium sebanyak 4 Paket di Kota Samarinda.

· Pengadaan Peralatan Laboratorium kesmavet sebanyak         4  Paket di Kota Samarinda.

Sedangkan untuk tahun 2013, targetnya adalah surveilans ke 14 kabupaten/kota, pengambilan sampel darah sapid an unggas, dan persiapan akreditasi laboratorium.

UPTD BALAI PEMBIBITAN DAN INSEMINASI 
BUATAN
b. Pembibitan dan Perawatan Ternak, dengan kegiatan pokoknya antara lain :

· Pembuatan jalan api-api sebanyak 1 Paket di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara.

· Pembuatan pagar batas tanah  sebanyak 1 paket di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara.

· Pembuatan garasi traktor sebanyak 1 unit di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara.

· Pembuatan biosecurity sebanyak 1 unit di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara.

· Perawatan Ternak Sapi, Rusa, Kambing dan Ayam Buras 

· Pemeliharaan Kebun Hijauan Pakan Ternak

Sedangkan untuk tahun 2013, target produksi semen beku sebanyak 25.000 dosis, perawatan ternak sapi, kambing, ayam dan rusa, serta pemeliharaan kebun hujauan pakan ternak seluas 33 hektar.

2) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :
· Pada tahun 2009 dialokasikan sebesar Rp. 27.959.939.824,- terealisasi Rp. 24.767.700.289, dengan capaian kinerja 88,58 %. 
· Pada tahun 2010 dialokasikan sebesar Rp. 41.080.147.000,- terealisasi Rp. 36.253.662.821, dengan capaian kinerja 88,25 %. 

· Pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp. 47.833.050.500,- terealisasi Rp. 43.539.285.911, dengan capaian kinerja 91,02 %. 

· Pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp. 54.784.714.000,- terealisasi Rp. 51.580.426.032, dengan capaian kinerja 95,71 %. 

· Pada tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp. 62.842.018.000,- terealisasi Rp. 10.677.167.953, dengan capaian kinerja 40,42 %. (Laporan sampai dengan bulan Juni 2013.
3)  Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan :
· Pemasukan bibit ternak ke Kalimantan Timur diperlukan untuk mencapai populasi dasar 300.000 ekor maka diperlukan pemasukan bibit minimal 20.000 ekor/tahun. Sedangkan realisasi pemasukan ternak bibit pada tahun 2012 melalui dana APBD provinsi hanya 6.228 ekor, sehingga masih sangat rendah.
a. Kebutuhan tenaga /aparat peternakan dalam daerah kabupaten / kota masih dirasakan belum terpenuhi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sementara Kebijakan Pemerintah tentang ”Moratorium Penerimaan CPNS” masih belum berakhir.
Masalah yang berkaitan dengan produktifitas Antara lain:

b. Tingkat kelahiran masih rendah yaitu sekitar         19 %

c. Adanya kecenderungan memotong sapi pada berat antara 250 - 300 kg berat hidup. 

Masalah yang berkaitan dengan Pembibitan Ternak : 

d. Sulitnya mencari sumber bibit karena adanya beberapa provinsi yang telah menghentikan pengeluaran bibit.

e. Bibit yang tersedia pada daerah sumber bibit kurang memenuhi kriteria bibit.

f. Banyak kasus kejadian penyakit yang menyebabkan kematian pada bibit ternak yang masuk.

g. Arus lalu lintas ternak antara provinsi maupun antara perbatasan yang masuk ke Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tanpa dapat terkontrol menyebabkan penyakit mudah terjadi

b) Solusi :

· Untuk itu diperlukan terobosan dalam pengadaan ternak bibit disamping  dana dari Pemerintah juga perlu  melakukan peningkatan peran swasta dan masyarakat seperti melalui CSR Perusahaan Sawit, Pertambangan dan Kredit Perbankan  (Kredit Ternak Sejahtera) maupun Kredit Program.

a. Setiap tahunnya telah diupayakan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, pelatihan penjenjangan dan pelatihan teknis peternakan serta merekrutmen petani peternak sebagai tenaga kader yaitu sebagai tenaga Inseminasi Buatan (inseminatror)  dan Vaksinator. Namun demikian penambahan  tenaga teknis masih diperkukan.

Untuk meningkatkan produktivitas adalah sebagai berikut :

b. Meningkatkan angka kelahiran menjadi 21 % melalui  perbaikan sistem perkawinan, perbaikan pakan , perbaikan tingkat kesuburan ternak.

c. Meningkat bobot potong yang sebenarnya masih bisa digemukkan hingga berat hidup mencapai  350 - 400kg.

Untuk menangani perbibitan sebagai berikut :

· Kabupaten/kota  dapat melakukan import ternak bibit  / sapi bunting. 

· Setiap kab kota membentuk VBC (pusat pembibitan ternak dipedesaan). 

· Kabupaten/kota menetapkan kawasan pengembangan peternakan

· Melakukan pembinaan tentang cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar pada peternak serta sosialisasi secara berkesinambungan cara pencegahan terhadap penularan penyakit .

· Membentuk petugas pelacak dan respon cepat penyakit hewan menular ( PDSR)

· Vaksinasi dan pengobatan secara berkala 

5) Urusan Kehutanan.
Dinas Kehutanan

a) Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2009-2013

1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan :
· Luas Lahan Kritis tahun 2008 seluas 5.762.22

Ha, ditargetkan tahun 2013 turun menjadi 3.402.536 Ha melalui kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan serta program  “one man five trees” sebanyak 7.628.145 pohon dan ditahun 2013 total pohon yang ditanam mencapai 128.004.400. Luas lahan kritis pada tahun 2009 mengalami penurunan dari 5.186.002 Ha menjadi 4.663.352 Ha pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 2.622.681,49 Ha dan tahun 2012 mencapai 2.594.324,27 Ha. Jumlah titik api (hotspot) pada tahun 2008 sebanyak 1.141 titik, menurun menjadi 2.028 titik tahun 2009 dan 1.115 titik tahun 2010. Pada 2011 bertambah menjadi 1.179 titik, karena adanya musim kemarau. Pada tahun 2012 mencapai 1.507 titik dan hingga sampai dengan bulan juni 2013 mencapai 367 titik.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota belum dapat teridentifikasi karena sebagian besar pelaksanaan RHL yang bersumber dari dana DBH-SDA DR tidak dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

· Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang berjalan sesuai dengan program Kalimantan Timur Green yaitu penanaman pohon yang dilaksanakan semua pihak baik pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMS dan pihak lainnya  selama Tahun 2012 sejumlah 48.103.520 batang. Target Nasional untuk Kalimantan Timur sebesar 17,5 juta pohon sehingga melampaui sebanyak 25 juta batang.

2) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :
a. IUPHHK  Hutan  Alam 

IUPHHK-HA yang dimonitoring realisasi produksi kayunya di Provinsi Kalimantan Timurdengan target tahun 2009 sebanyak 87 unit (2.532.935 M3) dengan realisasi 77 unit (1.512.397 M3), tahun 2010 realisasi 88 unit (1.917.000 M3), tahun 2011 realisasi 46 unit (802.130 M3), tahun 2012 realisasi 30 unit (961.468 M3) dan sampai dengan bulan juni 2013 realisasi sebanyak 18 unit (20,45%).
Rendahnya capaian target penebangan pada IUPHHK disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah, harga kayu bulat mengalami fluktuasi yang relative cenderung sangat rendah (ketidaksesuaian antara biaya produksi dengan harga jual), penyerapan pasar yang kurang, faktor cuaca dimana pada musim kemarau bahan bakar sulit diangkut ke hutan karena air sungai surut, sedangkan pada musim hujan pengangkutan kayu dari hutan ke Log Pond terhambat.
b. IUPHHK Hutan Tanaman
IUPHHK-HT untuk target tahun 2009 sebanyak 44 unit (1.527.623 M3) dengan realisasi 38 unit (1.066.015 M3), tahun 2010 realisasi 38 unit (448.000 M3), tahun 2011 realisasi 19 unit (3.300.001 M3), tahun 2012 realisasi 25 unit (2.664.443 M3) dan sampai dengan bulan juni 2013 realisasi sebanyak 16 unit (36,36%).
Peningkatan produksi kayu yang berasal dari hutan tanaman menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Hutan Tanaman Industri masa lalu cukup berhasil, dimana pada tahun-tahun terakhir produksi cukup baik. Produksi kayu hutan tanaman merupakan hasil pemanenan dari penanaman sekitar Tahun 1990-an sampai dengan  Tahun 2000-an.
3) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :

· Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) masing-masing sebagai berikut :

a. Kapasitas > 6.000 M3/Tahun

b. IPHHK tahun 2009 sebanyak 44 unit dengan realisasi RPBBI sebanyak 41 unit (1.381.641 M3). tahun 2010 realisasi RPBBI sebanyak 39 unit (1.365.000 M3). tahun 2011 realisasi RPBBI sebanyak 28 unit (1.942.810 M3). tahun 2012 realisasi RPBBI sebanyak 31 unit (2.240.114 M3) dan sampai bulan Juni 2013 realisasi RPBBI sebanyak 26 unit (2.628.647 M3) atau 75,10%.  

c. Kapasitas ≤ 6.000 M3/Tahun

IPHHK tahun 2009 sebanyak 134 unit dengan realisasi RPBBI sebanyak 88 unit (68.053 M3). Tahun 2010 realisasi RPBBI sebanyak 84 unit (70.000 M3). Tahun 2011 realisasi RPBBI sebanyak 79 unit (49.929 M3). tahun 2012 realisasi RPBBI sebanyak 79 unit (44.901 M3) dan sampai bulan Juni 2013 realisasi RPBBI sebanyak 74 unit (65.688 M3) atau 13,14%.  

4) Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :

· Penataan Batas Ulang dilakukan dengan Tim dari BPKH Wil.IV dengan realisasi tahun 2012 sepanjang 238.400 Km dan sampai dengan tahun 2013 sepanjang 291.49 Km.

· Sampai dengan akhir tahun 2012 padu serasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) belum disetujui oleh Menteri Kehutanan. Dengan adanya perubahan RTRWP maka akan terjadi perubahan status kawasan yang berakibat pada perubahan luas kawasan hutan. Pemantapan kawasan hutan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan RTRWP menunggu terselesaikannya RTRWP disetujui oleh berbagai pihak, sehingga sampai dengan tahun 2012 pemantapan kawasan masih belum berubah sesuai dengan SK. Menhut No. 79 Tahun 2001.

· Saat ini di Kalimantan Timur banyak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan oleh Sektor Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan. Dalam rangka penertiban pemanfaatan lahan maka Gubernur Kalimantan Timur telah menerbitkan edaran kepada Walikota Samarinda dan Bupati se Kalimantan Timur berupa Surat Nomor : 180/1375-Hk/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerbitan Izin dan Audit Untuk Izin Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan.

· Gubernur Kalimantan Timur untuk sementara menghentikan penerbitan izin terkait Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan dilakukannya dan dilaporkannya hasil audit oleh Walikota Samarinda dan Bupati.

5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :

· Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, baik melalui anggaran APBD Provinsi maupun APBD masing-masing SKPD yang menangani kehutanan di Kabupeten/Kota.

Pencapaian target pengamanan hutan melalui anggaran APBD Provinsi untuk tahun 2009 dan 2010 dengan realisasi 5 Kabupaten (35,71%), tahun 2011 dengan realisasi 6 Kabupaten (42,86%), tahun 2012 dengan realisasi 9 Kabupaten (64,29%), dan sampai dengan bulan Juni 2013 realisasi 3 Kabupaten (33,33%).
· Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

· Jumlah titik api (Hot Spot) pada tahun 2008 sebanyak 1.141 titik, menurun menjadi 2.028 titik tahun 2009 dan 1.115 titik tahun 2010. Pada 2011 bertambah menjadi 1.179 titik, karena adanya musim kemarau. Pada tahun 2012 mencapai                  1.507 titik dan hingga sampai dengan bulan juni 2013 mencapai 367 titik

· Penurunan jumlah titik api diprioritaskan pada daerah-daerah yang sangat rawan kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah dekat pemukiman penduduk. Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam upaya penurunan titik api melalui : penyuluhan bahaya kebakaran hutan dan lahan, pembentukan Regu Pemadam Kebakaran (RPK) masyarakat, Kampanye Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Pendidikan Lingkungan, Posko Siaga dan Gladi Posko serta Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Bimbingan Teknis (Bintek) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta kegiatan lainnya yang mendorong masyarakat untuk berpaartisipasi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta adanya dukungan dari lembaga/instansi baik tingkat pusat dan daerah serta pihak swasta dan masyarakat

· Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pelestarian Alam :

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan :

c. Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Surat Menteri Kehutananan Nomor : 107/Kpts-II/2003 tanggal 24 Maret 2003 Tentang Penyelenggaraan Perbantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) oleh Gubernur/Bupati/ Walikota. 

d. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indionesia Nomor : 577/Menhut-II/2009 tanggal 29  September 2009 Tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Suharto yang terletak di Kabupatan Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 Ha, pada saat ini dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD Pembinaan Pelestarian Alam Samarinda.

e. Kegiatan Patroli dan Pengamanan Kawasan Tahura sampai dengan  saat ini telah dilaksanakan seluas 67.766 Ha (100%).

Program Pemanfaatan Potensi Sumbar Daya Hutan
· Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

· Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan.

2.  Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar            Rp. 30.437.076.741,- terealisasi sebesar 83,33%. 
b. Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar            Rp. 35.178.226.100,- terealisasi 82,27%. 

c. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar           Rp. 35.524.273.000,- 76,97 %. 

d. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar           Rp. 39.887.640.455,- terealisasi sebesar                      Rp. 30.496.359.925, dengan capaian kinerja 76,46 %. 

e. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar            Rp.30.870.316.000,- terealisasi sebesar                        Rp. 13.653.756.124,- dengan capaian kinerja 44,23 %. (Laporan sampai dengan bulan Juni 2013).
3. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan :

Berdasarkan Tabel 15 tersebut diatas, terdapat 2 (dua) unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang belum memiliki Gedung Kantor yaitu UPTD PPHH Wilayah Tengah dan UPTD Wilayah Timur. Permasalahan kedua UPTD tersebut diatas belum memiliki Gedung Kantor dapat diuraikan sebagai berikut :

a. UPTD PPHH Wilayah Tengah

UPTD PPHH Wilayah Tengah sebelumnya adalah UPTD Peredaran Hasil Hutan Samarinda (d/h Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ilir). Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ilir memiliki Gedung Kantor di Jl. Slamet Riadi, Karang Asam Samarinda, pada saat akan dibangun Islamic Centre oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gedung Kantor CDK Mahakam Ilir  termasuk lokasi yang akan dibangun. Untuk menggantikan Gedung Kantor CDK Mahakam Ilir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memindahkan CDK Mahakam Ilir ke lokasi Kantor Eks Gedang Kantor Wilayah Departemen Penerangan Jl. Basuki Rahmad Samarinda, sampai terbentuknya UPTD PPHH Wilayah  Tengah. Selanjutnya Gedung Eks Kantor Wilayah Departemen Penerangan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan dipergunakan untuk Kantor BPID, sejak dibentuknya BPID, UPTD PPHH Wilayah Tengah berkantor bersama dan pada akhir Desember 2010 UPTD PPHH Wilayah Tengah diperintahkan untuk meninggalkan Kantor tersebut dan pindah di lokasi Gedung milik Pemprov dengan Status Pinjam Pakai di Jl. Biola Samarinda 

b. UPTD P PHH Wilayah Timur

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2009, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan UPTD PPHH Wilayah Timur dengan wilayah kerja meliputi Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur harus dijalankan sebagaimana mestinya. Karena UPTD PPHH merupakan UPTD baru maka sarana dan prasarana yang dimiliki belum ada mulai dari Gedung Kantor, Kendaraan Operasional sampai dengan Peralatan Perlengkapan Kantor, sementara ini UPTD PPHH masih berkantor di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan mulai Tahun 2011 telah dialokasikan untuk sewa gedung Kantor.

Terhadap kekurangan sarana dan prasarana akan diusulkan pada Tahun  2012, diantaranya adalah :

1) Pembangunan Gedung Kantor UPTD PPHH Wilayah Tengah di Jl. Teuku Umar atau Rehab Berat Kantor di Jl. Biola Samarinda.

2) Pembangunan Gedung Kantor UPTD PPHH Wilayah Timur di Bontang atau Sengata (Kutai Timur)

3) Terhadap kekurangan sarana dan prasana penunjang dan operasional akan diusulkan pengadanaanya secara bertahap kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.   

4) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dinas Pertambangan dan Energi.
a. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2009-2013

1) Program Pengawasan Pertambangan

Kegiatan yang dilaksanakan dari Tahun 2009  sampai dengan Tahun 2012  telah dilakukan :

a) Pertambangan Umum

Pengawasan Lingkungan, K3, Produksi dan Penjualanan Batubara serta Pembinaan perusahaan pertambangan sebanyak 18 perusahaan dari target sebanyak 18 perusahaan PKP2B pada tahun 2009. Dari hasil pengawasan produksi pada tahun 2009 jumlah produksi batubara Kalimantan Timur sebanyak 144,464 Juta Ton dari target 110 juta ton. Dari hasil produksi batubara Kalimantan Timur royalty yang diterima dari sector tersebut adalah sebesar Rp. 680,219 Milyar dari target sebesar Rp. 650 milyar.

Sedang kan pada tahun 2010 dilakukan Pengawasan Lingkungan, Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pengawasan Produksi dan Penjulan  pada 20 Perusahaan PKP2B, serta melakukan pembinaan pada perusahaan pertambangan umum terbitan Kabupaten/Kota se Kalimatan Timur. Dari kegiatan pengawasan tersebut hasil produksi batubara Kalimantan Timur sebesar 178,450 Juta Ton dengan jumlah penerimaan royalty sebesar Rp.692,305 Milyar.

Selama Tahun 2011 kegiatan yang dilaksanakan sama dengan tahun sebelumnya yaitu Pengawasan Lingkungan, Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pengawasan Produksi dan Penjulan  pada Perusahaan PKP2B dan IUP hanya jumlah perusahaan saja yang berbeda. Dari target yang ditentukan pada tahun tersebut sebanyak 57 perusahaan dapat terlaksana pengawasan seluruhnya, dari kegiatan tersebut produksi batubara Kalimantan Timur sebesar 208,066  Juta Ton melonjak  drastis dari target sebesar 175 juta ton yang disebabkan harga batubara yang lagi booming dipasar dunia, Rp.1,017 Trilyun dari hasil penjualan batubara Provinsi Kalimantan Timur pada tahun tersebut.

Pada tahun 2012 melalui proses Clean and Clear dari Direktorat Teknik MINERBAPABUM Jakarta pada IUP yang diterbitkan Kabupaten/Kota, jumlah seluruh IUP yang telah diterbitkan sebanyak 1.418 perusahan IUP dan 33 perusahaan PKP2B, sebanyak 61 perusahaan baik IUP dan PKP2B yang bisa dilakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan. Sebesar 203,608  Juta Ton produksi batubara dengan jumlah royalty yang diterima Kalimantan Timur sebesar 1,251 Trilyun dan jumlah iuran tetap sebesar Rp.8,423 Milyar. Dengan jumlah cadangan batubara sebanyak 9,2 Milyar Ton dan asumsi produksi 210 Juta Ton umur tambang diperkirakan kurang dari 45 Tahun kedepan.

Sedangkan untuk tahun 2013 ditargetkan pendataan hasil-hasil produksi sebanyak 15 perusahaan pada 9 Kab/Kota, pengawasan pertambangan umum sebanyak 22 perusahaan, pengembangan sector pertambangan umum sebanyak 52 perusahaan IUP, IUJP dan SKT pada 9 Kab/Kota serta evaluasi GMP pada 10 perusahaan CSR Award.

b) Geologi dan Sumberdaya Mineral

· Kegiatan Tahun 2009 pembuatan sumur bor sebanyak 5 buah dari target sebanyak 5 buah.

· Tahun 2010 pembuatan sumur bor  3 lokasi dengan target 3 lokasi.

· Tahun 2011 pembuatan sumur bor  11 lokasi dengan target 11 lokasi

· Tahun 2012 pembuatan mata air sebanyak 3 buah dari target sebanyak 3 buah, sumur dangkal  12 lokasi dengan target 12 lokasi.

Sedangkan untuk tahun 2013 ditargetkan sumur bor eksplorasi 2 sumur, studi teknis pemanfaatan mata air 1 Kecamatan, data geolistrik air tanah 2 kecamatan, potensi air tanah kawasan kars 1 kecamatan, pembuatan sumur bor eksplorasi tanah dangkal 2 kecamatan.

c) Minyak dan Gas Bumi

· Produksi Minyak Bumi Tahun 2009 sebesar 56,15 juta barrel, Produksi Minyak Bumi Tahun 2010 sebesar 56,79 juta barrel, Produksi Minyak Bumi Tahun 2011 sebesar 53,02 juta barrel, Produksi Minyak Bumi Tahun 2012 sebesar 47,44 juta barrel, sedangkan Target Produksi Minyak Bumi Tahun 2013 sebesar 44 juta barrel.

· Produksi Gas Bumi Tahun 2009 sebesar 1.048 juta MMBTU, Produksi Gas Bumi Tahun 2010 sebesar 1.045 juta MMBTU, Produksi Gas Bumi Tahun 2011 sebesar 911  juta MMBTU, Produksi Gas Bumi Tahun 2012 sebesar 822  juta MMBTU, sedangkan target produksi Gas Bumi Tahun 2013 sebesar 760  juta MMBTU.

· Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg Realisasi Tahun 2012 sebesar 98,05%

Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan data lifting migas 4 triwulan, data sumur migas yang dikelola masyarakat 1 Kecamatan, data rembesan minyak mentah 1 lokasi,11 KKKS  data pelaksanaan comdev migas, 6 KKKS data kegiatan pertambangan umum di atas WKP Migas,  Target Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg Realisasi Tahun 2013 sebesar 100%.

d) Listrik Pemanfaatan Energi

· Pada tahun Tahun 2009 Daya Terpasang sebesar 561,34 MW atau Naik sebesar 15,60%, Daya Mampu sebesar 402,43 MW Naik 22,11%, Beban Puncak sebesar 448,8 MW Naik 56,70%, Panjang Jaringan JTR 5.432,28 kms Naik 14,55% dan JTM 4.567,48 kms Naik 0,02% dari tahun sebelumnya.

· Tahun 2010 Daya Terpasang sebesar 622,57 MW Naik 10,91%, Daya Mampu 478,35 MW Naik 18,87%, Beban Puncak 447,78 MW  Naik 19.66%, Panjang Jaringan JTR 5.570,01 kms Naik 2,54% dan JTM 4.715,36 kms  Naik 32,48%.

· Tahun 2011 Daya Terpasang 652.18 MW Naik 4,76%, Daya Mampu 488.31 MW Naik 2,08%, Beban Puncak 425.04 MW Turun 5,08%, Panjang Jaringan JTR 4.915,74 kms Turun 11,75% dan JTM 4.727,08 kms  Naik 0,25%

· Tahun 2012 Daya Terpasang 665.8 MW Naik 2,09%, Daya Mampu 494.5 MW Naik 1,27%, Beban Puncak 428.8 MW Naik 0,88% , Panjang Jaringan JTR 4.976,67 kms dan JTM 4.751,31 kms. Jumlah Pelanggan 635.043, Daftar Tunggu 66,5 MVA/32.737 Calon Pelanggan dan sampai Tahun 2012 total PLTS terpasang 24.720 unit. Rasio Rumah Tangga Berlistrik/rasio elektrifikasi Tahun 2012 sebesar 65,72% atau naik 3,67% dari Tahun 2011.

Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan sebanyak 3.000 unit PLTS terpasang, jaringan listrik 2 desa, instalasi biogas 1 unit, biogas untuk lampu dan kompor 29 rumah, data RUKD Kalimantan Timur 3 Kab/Kota serta naik 2% rumah tangga berlistrik/ratio elektrifikasi.

2) Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi tahun 2009 sebesar Rp. 29.853.014.000 dengan realisasi sebesar 87,26%. Pada tahun 2010, alokasi anggaran sebesar Rp. 29.945.368.000 dengan realisasi sebesar 82,38%. Pada tahun 2011, alokasi anggaran sebesar Rp. 34. 197.228.020 dengan realisasi sebesar 85,24%. Pada tahun 2012 alokasi anggaran sebesar Rp. 33.871.735.000 dengan realisasi 89,14%. Pada tahun 2013 alokasi anggaran sebesar Rp. 45. 756.352.000 dengan realisasi sampai dengan juli 2013 sebesar 65,66%.

3) Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya pemanfaatan cadangan sumber daya mineral, sumber energi alternatif sebagai pengganti sumber energi yang tidak dapat tergantikan serta sumber daya air dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur wilayah, perekonomian daerah dan meningkatkan tarap hidup masyarakat setempat. Masih kurangnya fasilitas penerangan, penyediaan air bersih terutama pada daerah-daerah pedesaan/perbatasan. Selain dari pada itu untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah masih terdapat kendala-kendala diantaranya pembatasan Kuota BBM oleh Pemerintah pusat sehingga menyebabkan antrean BBM. Di beberapa daerah/wilayah sering terjadi banjir apabila hujan yang salah satu penyebab dikarenakan akibat penambangan yang tidak terkendali oleh pengusaha-pengusaha yang memegang Izin Usaha Pertambangan di daerah.  Masih terdapatnya kesenjangan sosial dan kesempatan kerja dibeberapa wilayah pertambangan.

1. Untuk itu kedepan perlu dilakukan upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada di daerah diantaranya melakukan kegiatan pendataan dan penelitian sumber daya cadangan mineral untuk mendukung infrastruktur wilayah, pengembangan sumber daya energi alternatif seperti Biogas, PLTMH, dan sumber energi lainnya, pembangunan PLTS untuk masyarakat yang belum mendapatkan penerangan listrik  sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dalam peningkatan pendidikan, perekonomian masyarakat pedesaan.

2. Pemanfaatan sumber daya air tanah dan permukaan serta mata air penting dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan upaya-upaya untuk mendorong perusahaan pertambangan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar pertambangan. Selain dari pada itu perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan K3 dan Lingkungan, reklamasi dan revitigasi lahan bekas tambang dalam upaya menjaga kerusakan lingkungan dan mencegah banjir. Koordinasi dan pendataan hasil produksi di bidang pertambangan serta lifting migas perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan sumber penerimaan  untuk mendukung pembangunan daerah.
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